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PENGANTAR 
Dalam perkembangannya pada tahun-tahun terakhir, arkeologi sebagai 
disiplin yang mengkaji dan mengelola kebudayaan materi masa lampau telah 
memperoleh sorotan dari berbagai kalangan untuk melakukan perubahan­
perubahan dalam kebermanfaatannya. Tinggalan budaya yang dahulu dipandang 
sebagai ranah kajiannya, kini dituntut untuk dapat dikelola sebagai investasi 
pembangunan. 
Manajemen sumber daya budaya (atltural resoum management) meskipun 
mulai berkembang sebagai salah satu kajian di dalam arkeologi Indonesia belum 
dapat dikembangkan oleh para arkeolog di dalam menyelesaikan kasus-kasus 
berkenaan dengan benda eagar budaya (BCB) yang terjadi di banyak daerah. 
Meskipun BCB telah dilengkapi oleh berbagai perangkat hukum, namun masih 
ada perbedaan cara pandang berbagai kalangan yang berkepentingan dalam 
pengelolaaanya. 
Masalah itulah yang akan menjadi perhatian Ikatan Ahli Arkeologi Indo­
nesia untuk diketengahkan di dalam acara Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI. 
Arkeologi untuk Mas a De pan dipilih sebagai tema yang merupakan upaya 
IAAI untuk bersama-sama dengan berbagai kalangan menyatukan pandangan 
atas masalah pengelolaan BCB derni kepentingan masyarakat kini dan yang 
akan datang. Acara tersebut diselenggarakan pada tanggal13-16 Juni 2008 di 
The Sunan Hotel, Solo. 
Pada Pertemuan Ilrniah Arkeologi XI pembahasan makalah difokuskan 
dalam bentuk sidang plena. Pembicara pada sidang pleno adalah pembicara 
utama yang diundang karena kepakarannya, kewenangannya, atau kompeten­
sinya dalam bidang pelestarian BCB. Pembicara terdiri atas (1) para pakar arkeo­
logi senior Universitas Indonesia yang aktif dalam program-program pelestarian 
BCB, (2) pengambil kebijakan dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; 
v 
(3) Pemerintah Daerah; (4) Dinas-dinas kebudayaan sebagai pengelola BCB 
dan situs kota; dan (5) pemerhati BCB (praktisi dan LSM). 
Sidang-sidang komisi diberi porsi lebih kecil yang dikhususkan untuk para 
arkeolog yang memerlukan kesempatan pengembangan dirinya di tingkat na­
sional. Topik yang dibahas dalam sidang komisi sesuai dengan fokus PIA XI 
"Arkeologi untuk Masa Depan", yaitu kajian atau pemikiran yang berkaitan 
dengan pengembangan manajemen sumber daya budaya. U tamanya, area kajian 
dapat berupa penanganan BCB atau kasus-kasus penanganan BCB di daerah 
di mana pemakalah bekerja atau yang menjadi perhatian pemakalah. Tujuan 
memfokuskan hal ini adalah agar anggota IAAI memperoleh informasi yang 
lengkap atas kasus-kasus yang terjadi di seluruh Indonesia. 
Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI terdiri atas dua buku. 
Buku jilid 1 berisi kumpulan makalah yang disampaikan di dalam sidang-sidang 
plena serta rangkuman hasil diskusi. Semen tara itu, Buku jilid 2 berisi kumpulan 
makalah yang disampaikan pada sidang-sidang komisi. 
Jakarta, 13 Juni 2008 
Pengurus IAAI Pusat Periode 2005-2008 
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Bismillahirrahmaanirrahiim, 
Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Salam sejahtera untuk kita semua, 
Yang saya hormati Ketua IAAI beserta seluruh jajaran pengurus. 
Yang saya hormati para pejabat pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah. 
Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli 
Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia, 
Mengawali sambutan saya, ijinkanlah saya mengajak kita semua untuk me­
manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah membe­
rikan nikmat sehat dan nikmat berkesempatan menghadiri acara pembukaan 
Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia dan Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke 
XI di Kota Budaya, kota Solo yang tenang, damai dan mempesona ini. 
ix 
Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan salam hormat dari Bapak 
Menko Kesra kepada Bapak, Ibu keluarga besar IAAI dengan ucapan Selamat 
Berkongres dan harapan semoga menghasilkan sesuatu yang dapat membawa 
arkeologi lebih bernilai dan berguna bagi bangsa dan negara. 
Saya atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kesra menyampaikan 
penghargaan dan terimakasih kepada panitia pelaksana beserta jajarannya yang 
telah memungkinkan terselenggaranya pertemuan ini, karena kami melihat peran 
saudara saudara yang terhimpun dalam Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia dalam 
ikut mewarnai bangsa Indonesia ke depan sangat penting dan strategis. Penting 
karena pembangunan bangs a harus terus berproses dimana Komunitas Arkeo­
logi Indonesia harus ikut serta aktif di dalarnnya, baik sebagai objek maupun 
subjek dalam pembangunan tersebut. Saya katakan strategis karena pemba­
ngunan bangsa adalah pembangunan peradaban dimana arkeologi memiliki 
peran dan fungsi yang besar untuk mewarnai peradaban manusia masa kini 
dan masa depan. Pembangunan yang bertumpu pada jati diri bangsa diyakini 
akan memiliki peluang besar untuk kemanfaatan bagi rakyat dan juga kelang­
sungan bagi pembangunan bangsa itu sendiri. 
•Saudara-saudara Keluarga Besar IAAI yang saya banggakan. Hadirin yang 
berbahagia. 
Saya percaya, bahwa kongres dan pertemuan ilmiah arkeologi ke XI ini 
yang mengedepankan tema ''Arkeologi untuk Masa Depan" diadakan, tidak 
sekedar menjalankan agenda rutin belaka, namun tentu lebih dari itu, untuk 
melakukan proses sintesis, proses perenungan mendalam, kilas balik dan menyi­
apkan diri melakukan perjuangan untuk berkontribusi lebih besar dan konkrit 
untuk membangun bangsa dan negara yang kita cintai. 
Memasuki era abad kedua kebangkitan nasional, kita semua perlu melaku­
kan perenungan, mengendapkan emosi, menajamkan nurani, menjernihkan 
fikiran kita untuk kemudian menanyakan kepada diri kita masing-masing; Apa 
yang sudah kita perbuat untuk bangsa dan negara kita. Apa yang bisa kita 
lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara. 
• Hadirin sekalian yang berbahagia 
Kita sama-sama tahu dan rasakan, betapa banyak persoalan yang harus 
diselesaikan oleh pemerintah sebagai perangkat negara. Betapa berat permasa-
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lahan bangsa yang saat ini kita hadapi, mulai dari kelaparan, kemiskinan, 
pengangguran sampai dengan masalah kedaulatan dan eksistensi NKRI. Ber­
bagai bencana, apakah bencana alam murni ataupun bencana akibat ulah manu­
sia terjadi silih berganti. Betapa beragamnya faktor penyebab persoalan yang 
kita temui. Berbagai faktor internal, external bahkan global begitu erat berkait 
yang saling mempengaruhi dan semakin mempersulit. 
Pemerintah sekarang ini selalu dihadapkan pada posisi pilihan-pilihan yang 
sulit. Namun semua itu tentu harus kita hadapi bersama, untuk kemudian kita 
cari upaya pemecahan masalah dan upaya mengatasinya. Kebersamaan dan 
keiklasan untuk berkontribusi secara optimal seseuai kemampuan maupun 
fungsi kita masing-masing adalah suatu prasarat yang harus disadari dan diwu­
judkan. Di sinilah kemudian makna pentingnya Kongres IAAI dan PIA ke XI 
tahun 2008 bagi kepentingan bangsa dan negara. 
• Hadirin sekalian yang berbahagia, 
Makna implisit dari Tema Kongres dan PIA yang dicanangkan yaitu "Arke­
ologi untuk masa depan" tentu cukup luas. Pemahaman saya, makna tersebut 
tidak sekadar makna aksiologi ten tang arkeologi tapi juga makna ontologi dan 
epistemologi. Dalam konteks ontologi dan epistemologi, maka bapak ibu adalah 
ahlinya. Masyarakat biasanya tidak begitu peduli dengan apa yang dikerjakan 
para arkeolog, mereka tidak tertarik mendalami hakekat arkeologi, mungkin 
sedikit tertarik dengan cara mendapatkan pengetahuan arkeologi, namun pada 
ranah aksiologi masyarakat sangat kritis mempertanyakannya dan menggugat 
para arkeolog, apa manfaat arkeologi bagi masyarakat, apa manfaat bagi 
pemerintah daerah, apa manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara. Hasil­
hasil penelitian dan temuan arkeologi serta rekomendasi untuk pelestariannya 
sering dianggap sebagai penghambat upaya pembangunan. Hal ini merupakan 
realitas tantangan yang akan terus ada sejalan dengan lingkungan strategis arkeo­
logi yang terus berkembang. 
Sejalan dengan temuan-temuan arkeologi (Benda Cagar Budaya) yang se­
makin ban yak dan meluas, ternyata menghadirkan tantangan baru untuk penge­
lolaannya. Masyarakat pun menuntut agar BCB dapat dijadikan aset yang mem­
berikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. 
Dalam konteks ini tentunya menjadi kewajiban IAAI untuk memikirkan, untuk 
menjadi inisiator sekaligus motor pengembangan Manajemen Sumber Daya 
xi 
Budaya yang andal seperti yang diharapkan masyarakat, sehingga kemanfaatan 
keberadaan IAAI dirasakan secara signifikant oleh masyarakat. 
Berbagai perangkat hukum maupun perangkat manajemen, walaupun be­
berapa telah ada, hal itu masih harus dikembangkan agar dapat mengakomodasi 
berbagai kepentingan masyarakat terkait dengan BCB. Era otonomi daerah 
merupakan salah satu tantangan yang harus dijawab dan diantisipasi. Kebiasaan 
banyak fihak, senang mencari cara cepat untuk mentransformasikan benda 
eagar budaya yang bernilai kultural tinggi menjadi sumber daya ekonomi tanpa 
mengindahkan hukum dan kaidah teknisnya. Kebiasaan itu haruslah dapat di­
cegah dan segera ditinggalkan. Pengembangan instrumen hukum dan instrumen 
teknis pengelolaan BCB lainnya harus segera dipikirkan dan direalisasikan. 
Sosialisasi tentang pentingnya pelestarian BCB sebagai sumber daya tak ter­
baharui harus ditingkatkan, baik aspek cakupan maupun kualitas dan metodo­
logi sosialisasinya. 
•Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli 
Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia, 
Kita mungkin telah sering mendengar, bahkan bapak ibu sebagai ilmuwan 
mungkin sudah mendalami tentang teori gelombang peradaban yang konon 
saat ini telah memasuki peradaban gelombang keempat, yang akan bertumpu 
pada suatu kesadaran kreatif umat manusia yang berbasis budaya. Soedyatmoko 
menyebut gelombang keempat sebagai Era Constious Tet·hnology dengan produk 
abstrak, linkage dan powemya berada pada individu yang kreatif berkharisma 
dan berkinerja optimal sehingga membuktikan eksistensi yang diakui masyarakat 
karena karya dan prestasinya. Mereka tidak terikat oleh laban, pabrik a tau kantor 
tapi bisa bergerak bebas melanglang buana tapi eksistensi dan peranannya diakui 
dan dirasakan oleh dunia internasional melalui media informasi global yang 
juga tidak bisa dibendung oleh nation state era industri. 
Bill Gate, penguasa Microsof, pada saat memberikan Kuliah Umum eli 
J H CC Jakarta awal Mei 2008 yang lalu (Presidential Lecture) menyinggung ten tang 
prospek perkembangan iptek kedepan yang masuk era digital, yang akan 
menggabungkan tehnologi TV, HP, dan personal identifitation akan membawa 
perubahan peradaban yang lebih spektakuler. Dengan teknologi itu kita akan 
dengan mudah melihat, merekam berbagai keadaan secara "real time" eli berbagai 
sudut dunia ini. Manusia bahkan akan mampu mempelajari planet-planet luar 
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angkasa cukup dari kamar kita masing-masing. Apalagi kalau hanya ingin tahu 
Borobudur, Prambanan, Bali, Situs Sangiran, Bunaken, Situs Raja Empat tentu 
akan lebih mudah diakses dari mana pun. 
Dengan sedikit gambaran tersebut dapat kita bayangkan bahwa era per­
adaban gelombang keempat sudah mulai berjalan. Contoh konkritnya, Rekaman 
gambar dan detail BCB, kesenian, keindahan alam bahkan pemandangan 
ataupun kehidupan dasar lautpun dapat dilakukan dengan mudah. Hasil-hasil 
rekaman terse but dengan kreativitas, imajinasi dan kemampuan teknologi dapat 
direkayasa menjadi suatu produk yang bernilai ekonomi, karena dapat dijual 
belikan dengan harga yang mahal di pasar global. 
• Hadirin sekalian yang sangat saya banggakan, 
Realitas itu semua tentunya harus kita cermati bersama dengan suatu ke­
lapangan flkiran dan optimisme menatap kehidupan ke depan. IAAI sebagai 
komunitas intelektual di bidang arkeologi dan budaya adalah kelompok yang 
paling berkepentingan dengan Potensi Komoditas Ekonomi era peradaban 
gelombang empat. Berbagai hasil kajian dan temuan arkeologi akan dapat 
dengan mudah direkam dan dipublikasikan, namun sangat mungkin hal itu 
hanya menjadi produk ekonomi bernilai tinggi yang digarap orang lain. Dalam 
konteks seperti ini kesadaran kita dan kepedulian kita terhadap perlindungan 
hak-hak intelektual dikalangan IAAI harus ditumbuhkan. Tantangannya tentu 
bagaimana komunitas IAAI dengan idealismenya tidak tergulung oleh 
gel om bang peradaban yang tidak dapat dibendung oleh siapa pun kecuali Yang 
Maha Kuasa. Peradaban yang memanfaatkan keunggulan teknologi informasi 
dan komunikasi, memasuki dunia maya mengeksplorasi keunggulan budaya 
dan purbakala sebagai bahan baku dan sumber inspirasi produk ekonomi kreatif 
menjadi produk unggulan masa depan. 
•Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli 
Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia, 
Dengan beberapa catatan yang kami sampaikan didepan, serta memahami 
posisi sulit pemerintah sebagai tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyatnya, maka kita sebagai komunitas intelektual memiliki kuwajiban moral 
untuk terus ikut memikirkan dan berkontribusi menemukan jalan terbaik untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Proses desentralisasi melalui 
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otonomi daerah merupakan realitas yang melahirkan banyak "PR" bagi IAAI. 
Konflik kepentingan antardaerah terkait situs dan BCB yang berlintasbatas 
daerah, maupun konflik kepentingan masyarakat terhadap mata pencaharian 
mereka dan pelestarian eagar budaya, hanyalah bagian kecil dari persoalan yang 
menunggu jawaban. Akhirnya dapat dikatakan bahwa saat ini pemerintah mem­
butuhkan kontribusi IAAI berupa pemikiran dan tindakan yang konstruktif, 
pro pembangunan, pro rakyat, pro pengentasan kemiskinan, ramah lingkungan, 
ramah budaya tentunya. 
•Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh keluarga besar Ikatan Ahli 
Arkeologi Indonesia, Bapak/Ibu para hadirin yang berbahagia, 
. Demikian yang perlu kami sampaikan, selanjutnya tentu akan tergantung 
kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana mewujudkan arkeologi untuk masa 
depan. Dua hari ke depan Bapak Ibu sekalian akan mendiskusikan berbagai 
topik yang sangat aktual dan relevan dengan apa yang telah saya sampaikan 
tadi. Sebagai insan-insan intelektual, tentu saja kearifanlah yang akan dike­
depankan dalam proses kongres IAAI dan PIA XI tahun 2008 yang akan segera 
kita mulai. Dengan kearifan bapak ibu, saya berkeyakinan kongres dan PIA 
akan menghasilkan produk dan pemikiran arkeologi yang bermanfaat, tidak 
hanya bagi pengembangan ilmu dan bagi komunitas arkeologi saja, tetapi juga 
bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. 
Saya secara pribadi maupun atasnama Kementerian Koordinator Bidang 
Kesra menyampaikan "Selamat Ber-kongres, selamat berdiskusi dalam PIA ke 
XI 2008" semoga sukses untuk semua. 
Dengan selalu bermohon perkenan dan barokah dari Tuhan Yang Maha 
Kuasa, atas nama kita semua, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, 
"KONGRES IKATAN AHLI ARKEOLOGI INDONESIA DAN 
PERTEMUAN ILMIAH ARKEOLOGI KE XI TAHUN 2008 
DINYATAKAN DIMULAI" 
Sekian, terimakasih atas perhatiannya, Wabilahi Taufik walhidayah, 
Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh. 
Deputi Menko Kesra, Bidang 
Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga, 
Drs. Sugihartatmo, MPIA 
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EXECUTIVE SUMMARY 
Pertemuan Ilmiah Arkeologi (PIA) merupakan kegiatan rutin yang dise­
lenggarakan oleh Pengurus Pus at Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) ber­
barengan dengan Kongres IAAI. Pada tahun 2008 ini, PIA XI diselenggarakan 
pada tanggal13-16 Juni di The Sunan Hotel, Solo. 
Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI dimaksudkan sebagai forum diskusi ilmiah 
antaranggota IAAI. PIA XI kali ini menengahkan temaArkeologi untukMasa 
Depan. Dalam perkembangannya pada tahun-tahun terakhir, arkeologi sebagai 
disiplin yang mengkaji dan mengelola kebudayaan materi masa lampau telah 
memperoleh sorotan dari berbagai kalangan untuk melakukan perubahan­
perubahan dalam kebermanfaatannya. Tinggalan budaya yang dahulu dipandang 
sebagai ranah kajiannya, kini dituntut untuk dapat dikelola sebagai investasi 
pembangunan. Manajemen sumber daya budaya (cultural resoum management) 
meskipun mulai berkembang sebagai salah satu kajian di dalam arkeologi Indo­
nesia belum dapat dikembangkan oleh para arkeolog di dalam menyelesaikan 
kasus-kasus berkenaan dengan benda eagar budaya (BCB) yang terjadi di banyak 
daerah. Meskipun BCB telah dilengkapi oleh berbagai perangkat hukum, namun 
masih ada perbedaan eara pandang berbagai kalangan yang berkepentingan 
dalam pengelolaaanya. Sub tema yang dibahas adalah: 
1. Konsep warisan budaya lokal, nasional, dan internasional/ dunia. 
2. Konsep manajemen benda eagar budaya. 
3. Konsep pengelolaan benda eagar budaya Perubahan paradigma pelestarian 
in ternasional. 
4. Penjelasan Revisi Undang-Undang Benea Cagar Budaya. 
5. Konsep tata ruang ber-BCB. 
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6. Kebijakan strategis pereneanaan dan pengelolaan benda eagar budaya. 
7. Kebijakap. pengelolaan situs dan temuan bawah air. 
8. Pengelolaan situs dan temuan bawah air. 
9. Kebijakan pengelolaan dan pengembangan museum. 
10. Pengelolaan situs perkotaan, kota Solo. 
11. Kebijakan dan pengelolaan Situs Sangiran. 
Arkeologi untuk Masa Depan dipilih sebagai tema Pertemuan Ilmiah 
Arkeologi XI merupakan upaya IAAI untuk bersama-sama dengan berbagai 
kalangan menyatukan pandangan atas masalah pengelolaan BCB demi kepen­
tingan masyarakat kini dan yang akan datang. Diharapkan hasil dari pertemuan 
ilmiah ini dapat menjadi sumbangan pikiran untuk stakehorders baik untuk IAAI 
sendiri, pemerintah, maupun masyarakat dalam meningkatkan upaya-upaya 
pelestarian BCB. 
SINO PSIS 
Pada PIA XI ini pembahasan makalah difokuskan di dalam sidang pleno. 
Pembieara pada sidang pleno adalah pembieara utama yang diundang karena 
kepakaran, kewenangan, atau kompetensinya dalam bidang pelestarian BCB. 
Pembahasan pengelolaan BCB terdiri atas: 
1. Prof. Dr. Edi Sedyawati (Dosen FIB-UI): Konsep Warisan Budaya Lokal, 
Nasional, dan Internasional. 
Hasil Diskusi: 
Konsep mengenai warisan budaya perlu mendapat perhatian lebih dalam 
menging!lt warisan budaya tidak hanya terdiri atas hal-hal yang bersifat 
tangible dan intangible, tetapi juga dapat dimiliki bersama oleh dua a tau lebih 
bangsa, dan cakupannya dapat bersifat nasional dan internasional. Selain 
itu warisan budaya juga berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang 
sering menjadi masalah dan persengketaan an tara pihak-pihak yang merasa 
memiliki warisan budaya yang bersangkutan. Hal yang dirasakan masih 
perlu dilakukan adalah merumuskan kriteria pemeringkatan benda eagar 
· budaya yang dapat diaeu. Pemakalah mengemukakan bahwa sebaiknya peme­
ringkatan hanya ada dua, yaitu tingkat nasional dan internasional. Mengingat 
perhatian terhadap warisan budaya yang bersifat intangible masih kurang, ma­
ka perlu pula dipikirkan adanya suatu daftar warisan budaya yang intangible. 
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2. Pro£ Dr. Mundardjito (Dosen FIB-UI): Konsep CRM dan Kegiatan Peles­
tarian Arkeologi eli Indonesia. 
Hasil Diskusi: 
Manajemen sumber daya budaya merupakan hal yang umum dilakukan eli 
berbagai negara dalam rangka melestarikan benda eagar budaya tanpa me­
lupakan aspek pemanfaatannya. Namun demikian, perlindungan benda 
eagar budaya eli Indonesia umumnya baru dilakukan hila keadaannya sudah 
memprihatinkan. Di samping itu, undang-undang BCB yang ada belum 
eukup elisosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masih terdapat perbe­
daan penafsiran dan pemahaman. Masalah lain yang dihadapi adalah belum 
ada koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan (stake holder). Dari 
hasil diskusi dapat elisimpulkan bahwa hal penting yang dapat dilakukan 
untuk meningkatkan manajemen sumber daya budaya adalah menyiasati 
bagaimana mengembangkan kemampuan-kemampuan khusus dalam ma­
najemen sumber daya budaya. Hal ini mengingat pelaksanaan manajemen 
sumber daya budaya menyangkut hal-hal eli luar arkeologi sendiri. 
3. Drs. Soeroso M.P., M.Hum. (Direktur Purbakala- Di�en Sepur): Perubah­
an UU RI No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya dalam Konteks 
Sekarang dan Masa Depan 
Hasil Diskusi: 
Perubahan bahkan penggantian Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 eli­
rasakan sangat perlu dilakukan mengingat telah terjaeli banyak perubahan 
dalam sis tern pemerintahan yang berdampak pada penanganan benda eagar 
budaya. Di samping itu, konsep pelestarian juga telah berkembang. Namun 
demikian, raneangan undang-undang ini masih belum sempurna. Salah satu 
yang tidak masuk dalam undang-undang BCB ini adalah yang berkaitan de­
ngan hal-hal yang intangible. Kekurangan rancangan undang-undang ini terlihat 
dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta sidang yang masih 
meragukan undang-undang yang baru telah meneakup semua aspek terkait. 
Pemakalah mengemukakan bahwa mengingat undang-undang BCB ini masih 
berupa raneangan, maka masih memungkinkan diadakan perbaikan. 
4. Nina Sardjunani (Deputi SDM dan Kebudayaan - Bappenas): Kebijakan 
strategis pereneanaan dan pengelolaan budaya. 
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Hasil Diskusi: 
Makalah tidak elipresentasikan karena pembieara berhalangan hadir. 
5. Dr. Ir. !man Ernawi, M.Areh. (Dirjen Penataan Ruang Dep. PU) eliwakilkan 
kepada Agus Sutanto (Ka. Subelit Lintas Sektoral Dept. P.U): Konsep 
Tata Ruang her- BCB 
Hasil Diskusi: 
Kawasan berbenda eagar budaya sebagai aset bernilai tinggi eli mana eli 
dalamnya terdapat elemen-elemen pembentuknya seperti bangunan, ruang 
terbuka, beserta infrastrukturnya yang seeara keseluruhan menjaeli satu 
kesatuan identitas dan menunjukkan karakter tertentu yang perlu tetap eli­
jaga dan elipelihara, hal ini menjaeli karakter ruang potensial dari sisi eko­
norni. Untuk mengembangkan kembali kawasan berbenda eagar udaya yang 
kualitas ruangnya mulai menurun dapat dilakukan dengan langkah-langkah 
seperti revitalisasi dan konservasi. Sebagai eontoh adalah Kawasan Caneli 
Borobudur dan Benteng Vas ten burg, yang dapat elijadikan sebagai eontoh 
dalam pengaturan penataan ruang, eli mana prinsip-prinsip realistis, parti­
sipatif, dan multi elisiplin dapat eliterapkan dalam penataan ruang tersebut. 
6. Ir. Arya Abieta (Ikatan Arsitek Indonesia): Tinjauan Konservasi Arsitektur 
Bangunan Bataviasehe Kuntskring 
Hasil Diskusi: 
Konservasi bangunan gedung dalam satu kawasan kota lama menggunakan 
prinsip-prinsip yaitu maximum retention, sensitive restoration, careful repair, dan 
minimum intervention. Upaya konservasi bangunan ini melalui berbagai 
tahap mulai dari pereneanaan, inventarisasi pembagian bangunan, rehabi­
litasi, rekonstruksi, sampai dengan restorasi elemen bangunan. Selain itu, 
juga dilakukan penelitian dan analisis untuk menentukan konservasi ba­
ngunan terse but. Sebagai eontoh kasus eli Kota Lama Jakarta. Pembuatan 
under pass eli dekat Stasiun Kota menyebabkan penurunan tanah, sehingga 
bangunan-bangunan lama eli sekitarnya mengalami kerusakan. Permasa­
lahan ini sudah elisampaikan juga ke Dewan Pertimbangan Pemugaran, 
IAI, dan Bank Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 
restorasi tersebut. Konservasi arsitektur bangunan BataviaHhe Kuntskring 
yang elijadikan eontoh kasus utama meneoba menerapkan berbagai berbagai 
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tahapan konservasi, seperti mempertahankan karakter bangunan dan ke­
aslian bahan konstruksi. Selain itu, faktor keamanan juga perlu diutamakan. 
Hasil konservasi bangunan ini dapat dimanfaatkan juga untuk kegiatan 
komersial, tetapi dengan mempertahankan aspek pelestarian dari bangunan 
terse but. 
7. Dr. Ir. Sugiarta Wirasantosa, M.Sc. (Kepala Pusat Riset Wilayah Laut dan 
Sumberdaya Non Hayati- DKP), Nia Naelul, dan Ira Dilenia: Pengelolaan 
Situs Dan Temuan Bawah Air 
Hasil Diskusi: 
Pengelolaan temuan dan situs bawah air harus dilakukan secara menyeluruh 
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penanganan temuan, sampai 
dengan pemanfaatannya. Setiap kegiatan eksplorasi harus diawali dengan 
kajian arsip dan dokumen yang akurat agar hasilnya optimal. Selanjutnya 
perlu dilakukan penetapan temuan dan situs bawah air sebagai benda eagar 
budaya atau sebagai benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam 
(BMKT), sehingga perlindungan dan pemanfaatannya dapat berjalan secara 
smergts. 
8. Drs. Surya Helmi (Direktur Peninggalan Bawah Air- Ditjen Sepur): Kebi­
jakan pengelolaan arkeologi bawah air di Indonesia dan permasalahannya 
Hasil Diskusi: 
Peninggalan arkeologi bawah air merupakan a set budaya bangs a yang perlu 
dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara terpadu dan berkesi­
nambungan, agar dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat luas. 
Untuk itu maka perlu regulasi yang tepat guna dan aplikatif agar keberada­
annya tetap lestari sebagai warisan budaya bangsa. Pemerintah sebagai fasi­
litator telah membuat berbagai kebijakan teknis berkenaan dengan prosedur 
penanganan peninggalan bawah air dan kualiftkasi SDM yang dibutuhkan. 
Pada mas a yang akan datang perlu ditingkatkan jejaring (networking) an tara 
pemerintah dan pemangku kepentingan, serta perlu segera dilakukan pene­
tapan zonasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan 
bawah air di Indonesia agar pengelolaan peninggalan arkeologi bawah air 
dapat berjalan dengan optimal. 
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9. Dra. In tan Mareliana, M.Hum. (Direktur Museum- Di*n Sepur): Kebijak­
an Pengelolaan dan Pengembangan museum 
Hasil Diskusi: 
Di Indonesia terdapat lebih dari 200 museum yang masing-masing mempu­
nyai berbagai permasalahan, terutama setelah muncul otonomi daerah. 
Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul Direktorat Museum telah 
menyusun sejumlah kebijaksanaan. Dalam eliskusi terlihat be tapa pelik ma­
salah yang dihadapi oleh museum. Salah satunya adalah belum adanya pe­
doman standar pengelolaan museum yang bisa elijadikan pegangan. Pada 
kenyataannya eli Indonesia belum ada museum yang mempunyai standar 
internasional. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk segera elibuat, tidak 
hanya pedoman pengelolaan museum, tetapi juga site museum sebagai mas­
ter piet"e museum stan dar. 
10. M. Bundhowi (Museum Rudana): Renungan tentang Permuseuman: 
Memandang Sebuah Paracligma untuk Kita Semua 
Hasil Diskusi: 
Museum-museum eli Indonesia umumnya konelisinya memprihatinkan, 
ban yak koleksinya yang tid�. k terawat dan tampaknya tidak ada perkembang­
an yang berarti selama sa�:J dasa warsa terakhir. Di samping itu, mstomer 
servit"e dari hampir semu,. ··nuseum tersebut masih sangat rendah. Oleh 
karena itu, ada tiga hal yang dapat clilakukan, yaitu meningkatkan pelayanan 
masyarakat, membina kemitraan dengan berbagai organisasi, dan program 
penjangkauan yang inovatif. 
11. Dr. Harry Wielian to (Kepala Balai Peles tarian Peninggalan Sangiran): Penge­
lolaan Situs Sangiran: Menuju Konsep Pengembangan secara Komprehen­
sif dan Terpadu. 
Hasil Diskusi: 
Situs Sangiran telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui 
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala sebagai sebuah pus at informasi 
tentang evolusi manusia, Judaya, dan lingkungannya. Empat lokasi eli si­
tus ini akan dikembangkan. Klaster Krikilan menyajikan evolusi manusia 
secara menyeluruh dalam lr.aitan evolusi budaya dan lingkungannya. Sebuah 
museum modern akan elidirikan eli klaster ini. K.laster Ngebung menyajikan 
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informasi mengenai penemuan situs. Klaster Bukuran menyajikan informasi 
fosil-fosil man usia. Klaster Dayu menyajikan informasi penelitian mutakhir. 
Seluruh implementasi dari pengembangan situs Sangiran ini dilakukan me­
nurut konsep yang komprehensif dan terpadu seperti yang diamanatkan 
dalam masterplan dan detail engineering design dengan melibatkan pemangku 
kepentingan. 
12. Drs. Untung W iyono (Bupati Sragen) dan Hari Kuntjoro: Kebijakan dan 
Pengelolaan Situs Sangiran. 
Hasil Diskusi: 
Kebijakan dan pelestarian situs Sangiran bersifat internal dan eksternal. 
Kebijakan internal antara lain usaha mengatasi terjadinya penjualan fosil 
secara ilegal, kerja sama dengan pihak berwajib untuk mengamankan fosil 
temuan, penciptaan pekerjaan alternatif bagi masyarakat setempat, dan 
penyuluhan masyarakat tentang arti penting keberadaan situs. Kebijakan 
eksternal berkaitan dengan keberadaan Situs Sangiran yang tidak hanya 
menjadi milik Sragen namun juga menjadi milik masyarakat umum. Upaya 
pelestarian dan pengembangan Situs Sangiran telah dilakukan oleh Kabu­
paten Sragen bersama dengan pemerintah pusat dan Propinsi Jawa Tengah 
sejak tahun 2002 sampai saat ini dengan selalu menyediakan anggaran bagi 
pembangunan Sangiran. 
13. Ir. Joko Widodo (Walikota Solo) dan Sri Suharyati: Pengelolaan Situs Kota 
Solo 
Hasil Diskusi: 
Visi Solo ke depan adalah Solo tempo dulu. Visi ini coba diwujudkan dengan 
berbagai perangkat perundangan dan kegiatan nyata. Walikota telah mene­
tapkan SK Walikota 1997 tentang penetapan kota kuno monumen dan 
bangunan. Langkah pengelolaan kota ini antara lain dengan melakukan 
revitalisasi kawasan heritage, revisi pasar tradisional, Solo kota keroncong, 
Solo batik carnaval, penggunaan aksara Jawa, menjadi anggota world herit­
age tities organisation, dan sebagainya. Contoh keberhasilan pengelolaan Kota 
Solo adalah sampai dengan 2006 Solo dikenal sebagai belantara pedagang 
kaki lima. Sekitar 6.000 pedagang kaki lima yang dulu tidak tertata pada 
tahun 2008 ini sudah tertata rapi. Revisi pasar tradisional juga terus 
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dilakukan misalnya Pasar Gede Hardjonagoro dan Pasar Kembang 
Rumusan PIA XI 
1. Manajemen sumber daya budaya merupakan kebutuhan yang amat 
dirasakan oleh pemerintah, masyarakat, maupun arkeologi dalam rangka 
pelestarian sumber daya budaya. 
2. Pengembangan manajemen sumber daya budaya dalam bidang arkeologi 
perlu dilakukan sejalan, bersama, dan setara dengan pengembangan di 
bidang arkeologi yang bersifat akademik. 
3. Dalam pengembangan dan pelaksanaan manajemen sumber daya budaya 
diperlukan kerja sama berbagai pihak secara sinergis. 
4. Dalam pengembangan manajemen sumber daya budaya harus tetap 
dikedepankan prinsip-prinsip pelestarian yang didasari pada ketentuan 
hukum dan etika. 
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KONSEP WARISAN BUDAY A LOKAL, 
NASIONAL, DAN INTERNASIONAL 
Edi Sedyawafi 
Konsep W arisan Budaya 
''Warisan budaya" adalah segala hasil kegiatan budaya yang diakui sebagai 
rnilik bersama oleh suatu bangsa a tau suku bangsa, yang dengan demikian juga 
seringkali didudukkan sebagai salah satu penanda bagi jatidiri bangsa atau suku 
bangsa bersangkutan. Tidak jarang pula terdapat suatu hasil budaya yang me­
rupakan warisan bersama dari dua a tau lebih bangs a/ suku bangs a, sebagai 
akibat dari persentuhan dalam perjalanan sejarah bangsa-bangsa tersebut. 
Terjadinya persamaan warisan budaya itu dapat disebabkan oleh: (a) kegiatan 
migrasi suatu kelompok etnik dalam jumlah ban yak ke daerah lain di luar daerah 
asalnya, baik di dalam satu negara maupun melampaui batas-batas negara; dan 
(b) proses saling pengaruh antarbangsa, tanpa migrasi, yang dapat terjadi dalam 
jangka waktu panjang sehingga terjadi 'peminjaman' unsur-unsur budaya secara 
substansial, baik satu arah maupun dua arah. 
Warisan budaya juga dapat dipilah atas yang tangible (= benda yang dapat 
dipegang / disentuh) dan yang intangible (=takbenda, tak dapat disentuh, dan 
ini dipilah pula antara yang abstrak dan yang konkret dalam arti dapat dicerap 
oleh panca-indera). Walau ada pernilahan demikian, tidaklah berarti bahwa yang 
tangible itu tidak terkait pula dengan konsep-konsep maupun proses-proses 
kerja yang intangible. Pada dasarnya benda apa pun yang dibuat atau diambil 
dari alam dan digunakan oleh manusia tentulah mengandung konsep, setidaknya 
mengenai nama dan kegunaan darinya. 
Upaya di bidang arkeologi, baik dalam bidang penelitian maupun konser­
vasi, hanya berkenaan dengan warisan budaya yang tangible. Namun, itu tidak 
harus berarti bahwa aspek-aspek budaya intangible yang terkandung a tau tersirat 
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eli dalamnya tidak pula menjaeli perhatian. Interpretasi mengenai makna, fungsi, 
dan kegunaan suatu benda temuan arkeologi hampir selalu merupakan obsesi 
para ahli arkeologi. 
Warisan budaya yang sepenuhnya intangible seringkali dianggap bukan 
urusan arkeologi. Anggapan semacam ini tentu tidaklah sepenuhnya benar, 
karena informasi mengenai yang intangible dari masa lalu itu dapat eliperoleh 
melalui benda-benda dari masa lalu, khususnya benda-benda yang mengandung 
pengambaran (visual) mengenai peri kehidupan eli masa lalu, seperti halnya 
yang dapat elitafsirkan dari relief-relief candi. Di samping itu benda-benda 
yang mengandung tulisan, baik prasasti maupun naskah, melalui paparan 
kebahasaan yang dikandungnya dapat memberikan berbagai informasi mengenai 
aspek-aspek budaya takbenda yang terdapat pada zamannya. Sudah tentu proses 
pemahamannya mestilah dengan penguasaan sis tern aksara dan sis tern bahasa 
yang digunakan pada artefak berupa prasasti maupun naskah itu. Kajian 
arkeologi terhadap artefak-artefak dapat pula mengarah kepada rekonstruksi 
teknologi, suatu aspek budaya yang bersifat takbenda pula. 
Warisan budaya pun dapat elipilah atas dasar asal zamannya: zaman itu 
dapat amat jauh eli masa lalu, seperti masa-masa prasejarah, yang mempunyai 
kemungkinan besar sudah terputus kontinuitasnya dengan masa kini, dapat 
juga yang "baru kemarin" dan masih relevan dengan kehidupan masa kini. 
Pertanyaan yang segera perlu elijawab adalah, apakah sesuatu hasil budaya itu 
baru dapat disebut "warisan budaya" jika ia telah mentradisi? Kiranya 
'persyaratan' bahwa sesuatu dapat elisebut "warisan budaya" apabila telah 
menjaeli, a tau eliterima eli dalam, traelisi itu dapat eliabaikan. Karya-karya budaya 
non-traelisional pun kalau dapat eliterima sebagai karya kebanggaan bangsa 
tentulah dapat elise but ''warisan budaya bangs a". Contoh yang dapat elisebutkan 
eli sini, untuk Indonesia, adalah misalnya karya-karya lukisan Affaneli, rumus 
yang elitemukan oleh Ir. Sutami eli bidang teknik sipil, rumus yang elitemukan 
B.J. Habibie eli bidang teknologi penerbangan, karya-karya musik Ismail 
Marzuki, karya-karya tari Bagong Kussueliardjo, tugu Monas, bendera pusaka 
Sang Merah Putih, karya-karya sastra Sutan Takdir Alisjahbana, Chairil Anwar, 
dan lain-lain, disain-elisain batik Iwan Tirta, dan seterusnya, semua itu adalah 
warisan budaya bangsa juga. 
Persyaratan bagi suatu warisan budaya bangsa adalah: kebermaknaan se­
bagai pencapaian yang berarti dalam sejarah kebudayaan bangsa, keunggulan 
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mutunya, serta pengakuan nasional terhadapnya, walaupun dapat menjadi 
kancah budaya yang melahirkannya terbatas pada suatu kalangan kelompok 
etnik tertentu. Khasanah budaya etnik yang telah mendapat pengakuan luas di 
kalangan bangsa Indonesia secara umum dapat dicontohkan oleh misalnya: 
masakan Padang, sulam Tasikmalaya dan Gorontalo, batik berbagai daerah 
dengan ciri khasnya masing-masing, pantun-pantun Melayu, tari-tarian Aceh 
dan Bali, dan lain-lain. 
Lokal, N asional, dan lnternasional 
Pembedaan cakupan, antara yang lokal, nasional, dan internasional, pada 
dasarnya berkaitan dengan "asal-usul" dan "kepemilikan", yang masing-masing 
dapat memiliki riwayatnya yang terpisah. Indikasi "lokal", yang digunakan untuk 
merujuk kebudayaan-kebudayaan sub-nasional, atau suku bangsa, di Indone­
sia seperti Aceh, Batak, Minang, Sunda,Jawa, Bali, dan seterusnya, sebenarnya 
dapat menyesatkan, karena meskipun benar bahwa tempat asal suatu kebuda­
yaan suku bangsa tertentu memang seringkali dapat menunjuk pada wilayah 
tertentu, namun sebaran hunian khalayak suku-suku bangsa tersebut di masa 
kini dapat tersebar di berbagai daerah. Sebagai contoh dapat disebutkan bahwa 
orang Bugis mempunyai koloni-koloni yang tersebar di banyak daerah. Di 
masing-masing koloni itu, seperti di Wera, Sape, Donggala, dan lain-lain, orang 
Bugis tetap mengembangkan fokus budayanya, yaitu perkapalan, pelayaran, 
kenelayanan, dan a tau perdagangan. Dengan demikian maka kebudayaan Bugis 
tidak dapat begitu saja dianggap hanya 'milik' satu provinsi, misalnya Sulawesi 
Selatan, atau Sulawesi Tengah. 
Berbeda dengan warisan budaya takbenda yang senantiasa terbawa serta 
bersama manusia-manusia pendukungnya, di mana pun mereka berada, maka 
warisan budaya yang berupa benda konkret yang dapat disentuh, apalagi yang 
bersifat "tak bergerak" seperti aneka macam lingkungan binaan, sudah tentu 
ada di suatu tempat tertentu. Artinya, lokalitasnya harfiah dan nyata. Dengan 
kata lain dapat dikatakan bahwa suatu Benda Cagar Budaya tertentu (khususnya 
yang tak bergerak) letaknya dapat dikatakan ada di kecamatan, kabupaten atau 
provinsi tertentu. Akan tetapi pada siapakah terletak tanggung-jawab untuk 
perlindungan dan perawatannya, serta pada pihak manakah terletak hak untuk 
pemanfaatannya? Di sinilah segera terlihat kebutuhan untuk adanya kejelasan 
jawabannya. Yang jelas Republik Indonesia dewasa ini mempunyai beberapa 
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situs yang telah terdaftar sebagai World Heritage. Yang sudah masuk ke dalam 
daftar World Cultural Heritage adalah situs-situs arkeologi semuanya, yaitu candi 
Barabudur, candi Prambanan, dan situs manusia purba Sangiran. Untuk BCB 
selebihnya pendaftaran yang telah dilakukan hendaknya diberi status yang jelas: 
National Heritage-kah? Dan selanjutnya perlu difikirkan apakah di samping Daftar 
Nasional seperti itu perlu pula ada daftar BCB Provinsi, misalnya. Kesulitannya 
terletak pada penentuan kriteria pembedanya. Saya sendiri cenderung untuk 
menyarankan agar hanya ada satu daftar, yaitu Daftar Nasional dari semua 
BCB di negara ini, yang penanganan perlindungan dan perawatannya harus 
menggunakan standar mutu yang sama, yang dapat dipertanggung-jawabkan 
secara ilmiah. Untuk menjaga standar mutu itu diperlukan koordinasi nasional 
yang ketat. Adapun pemanfaatannya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah, 
namun tetap dengan menggunakan kaidah-kaidah umum nasional yang harus 
berwawasan pelestarian. Dengan demikian maka lokalitas warisan-warisan 
budaya yang tangible itu hanya berkaitan dengan posisi geografis, dan tidak 
berkaitan sepenuhnya dengan kepemilikan. 
Adapun yang disebut sebagai "warisan budaya dunia/internasional" adalah 
yang diterima, diakui, dan didaftar dalam suatu daftar 'internasional', khususnya 
di bawah pengelolaan badan dunia UNESCO, yang kini telah tnempunyai 
sejumlah daftar khasanah budaya dunia seperti: 
World Cultural Heritage 
Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of the World 
Memory of the World (documentary heritage) 
Untuk golongan pertama telah disebutkan di depan tiga situs arkeologi 
Indonesia yang masuk ke dalamnya. Program World Cultural Heritage ini 
berdampingan dengan World Natural Heritage (ke dalam mana Indonesia telah 
memasukkan Taman Nasional Ujung Kulon, dan Pulau Komodo). Sebagai 
perpaduan darinya terdapat "combined world cultural and natural heritage" a tau dapat 
dilihat juga sebagai "cultural /andsc"tJpe", untuk mana proses pengusulan sedang 
berjalan untuk Tanah Toraja dan persawahan Jatiluwih di Bali. Untuk golongan 
kedua, yaitu "masterpiem of the oral and intangible heritage", Indonesia telah berhasil 
memasukkan ke dalam daftar 'dunia' itu seni wayang dan seni (ilmu) keris. 
Adapun untuk golongan ketiga, yaitu "memorry of the world', pada tahun ini 
Indonesia telah berhasil memasukkan naskah Nagarakrtagama. Adapun 
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keistimewaan yang mendasari pengusulan kitab kakawin tersebut adalah: (a) 
karya sastra ini berbentuk puisi namun isinya cacatan historis; (b) peristiwa­
peristiwa yang diceritakan terjadi pada masa hidup sang pujangga; dan dapat 
pula ditambahkan: (c) karya sastra ini sudah memuat penegasan mengenai iden­
tiflkasi ke-Siwa-an dan ke-Buddha-an; dan (d) tempat-tempat yang disebutkan 
dalam karya ini pada umumnya masih dapat dilacak dan diidentiflkasi dengan 
tempat-tempat yang kini masih dikenal. 
Documentary heritage berupa naskah ini pada dasarnya adalah artefak 
arkeologi juga, meski studi keseluruhannya dalam aspek codexmaupun teksnya 
adalah pokok kajian ftlologi. 
Warisan Budaya dan Hak Kekayaan Intelektual 
Suatu pasal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2002 ten tang Hak Cipta, yaitu khususnya Pasal O, dapat diangap terkait 
dengan apa yang disebut "warisan budaya" itu. Pasal 10 dengan 4 ayatnya 
berbunyi sebagai berikut. 
Pasal O: 
Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, 
dan benda budaya nasional lainnya. 
Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat 
yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, 
babad, lagu, kerajinan tangan, koreografl, tarian, kaligrafl, dan karya seni 
lainnya. 
Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat 
(2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu men­
dapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Peme­
rintah. 
Dalam aspek perlindungan kekayaan intelektual ini disebutkan bahwa segala 
upaya penggandaan, misalnya membuat replika atau memotret candi, perlu 
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lebih dahulu mendapat izin, sudah tentu dari "pihak yang berwenang". Di 
dalam benda-benda peninggalan purbakala yang merupakan hasil karya manusia 
sebenarnya terkandung dua macam aspek budaya yang hendak dilindungi 
(terhadap kesewenang-wenangan penggunaan), yaitu Pengetahuan Tradisional 
(= Traditional Knowledge, TK) dan Ekspresi Budaya Tradisional/Ekspresi Folklor 
(= Traditional Cultural Expression, TCE; Expression of Folklore, EF). Perlindungan 
terhadap kedua jenis warisan budaya ini pada umurnnya dibahas bersamaan, 
atau dalam satu forum; dengan perlindungan Sumberdaya Hayati (= Genetic 
Resource, GR). Dalam banyak contoh ketiganya memang saling terkait. 
Demikianlah catatan singkat tentang warisan budaya, yang di Indonesia 
mempunyai kerumitannya tersendiri terkait dengan bentangan zaman-zaman 
budaya serta keaneka-ragaman etnik yang terdapat di sini. 
Adanya permasalahan shared heritage itu saya kemukakan dalam sidang 
WIPO di Geneva 2005 (6-10 Juni, sidang IGC tentang GRTKEF), dan pena­
nganannya hendaknya diatur antara negara-negara yang berkepentingan lang­
sung, dan tidak perlu bergantung pada atau menunggu adanya international le­
gai!J binding instrument yang akan mengatur segala hubungan pemanfaatan antar­
budaya. Pelacakan telah dilakukan oleh Hadi Sidomulyo dan hasilnya telah 
diterbitkan (2007). 
Di sini terdapat urgensi untuk mendefinisikan "benda budaya nasional" 
itu. Dalam kesempatan lain pernah saya berikan kritik atas sistematika yang 
agak kacau di sini, khususnya disebutnya "koreografi" dan "tarian" yang 
sebenarnya tak ada bedanya, juga disebutnya ''l:agu" tetapi tidak disebut "musik". 
Keputusan yang kemudian diambil oleh Di�en HaKI adalah untuk 
menyusun suatu undang-undang sui generis untuk perlindungan Pengetahuan 
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, dan bukan menyusun Peraturan 
Pemerintah di bawah UU No. 19Th. 2002 ini. 
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KONSEPCULTURALRE SO URCE 
MANAGEMENT 
DAN KE GJATAN PE LESTARIAN ARKEOLOGJ DIINDONESIA1 
Mundardjito2 
Pengantar 
Makalah singkat ini ditulis atas permintaan panitia penyelenggara perte­
muan yang dianggapnya penting untuk dikemukakan dan didiskusikan dalam 
Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-11. Dalam tulisan ini hanya dikemukakan con­
toh dari Amerika Serikat, tempat asal di mana istilah dan pengertian Cultural 
Resoum Management (CRM) diciptakan. Bagaimana perkembangan CRM di 
beberapa negara lain tidak akan dibicarakan di sini. 
Dalam makalah ini dikemukakan keprihatinan para arkeolog di Amerika 
Serikat atas pengrusakan situs-situs arkeologi yang berlangsung terus-menerus 
oleh kegiatan pembangunan fisik, seperti yang kasusnya juga sudah lama terjadi 
berulang kali di negara kita hingga sekarang. Di sini diutarakan pula kritik­
kritik yang dilancarkan oleh arkeolog-arkeolog di Amerika Serikat terhadap 
pelaksanaan salvage an·haeology, yaitu suatu pendekatan pelestarian yang umum 
digunakan sebelum CRM. 
Konsep CRM yang amat luas menyebabkan makalah ini terpaksa mem­
batasi pembicaraan dengan lebih menekankan dari sudut pandang arkeologi. 
Makalah ini tidak lain hanya merupakan pembuka diskusi sebagaimana diha­
rapkan panitia penyelenggara untuk sama-sama dipikirkan cara yang terbaik 
bagi kita sekarang dalam melaksanakan pelestarian situs-situs arkeologi di In­
donesia. 
1 Makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi XI tanggal 13-16 Juni 2008 
eli Solo,Jawa Tengah. 
Pengajar di Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas 
Indonesia, Depok. 
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Keprihatinan dan Kritik 
Dalam awal 1970-an CRM lahir di Amerika Serikat sebagai akibat dari 
keprihatinan para arkeolog terhadap perusakan yang berlangsung terus-menerus 
atas situs-situs arkeologi oleh kegiatan pembangunan fisik berskala besar seperti: 
pembuatan waduk, jalan raya, pertanian, dan kompleks perumahan. Kebanyakan 
pembangunan fisik seperti itu didanai a tau disponsori oleh pemerintah pusat/ 
federal (Davis 1972). Sekitar tahun 1950-an banyak proyek-proyek berskala 
besar dijalankan oleh pemerintah pusat, terutama berkenaan dengan program 
pembangunan waduk-waduk raksasa di lembah-lembah sungai (Jennings 1985). 
Reaksi atas perusakan situs-situs arkeologi itu datang dari para arkeolog, yang 
melakukan pekerjaan salvage archaeology atau rem1e/ emergenry archaeology, dengan 
fokus perhatiannya pada penyelamatan data arkeologi dan tinggalan arkeologi 
melalui metode penggalian cepat (rapid excavation) di situs-situs yang akan dirusak 
a tau dihancurkan oleh proyek-proyek konstruksi modern. Mereka hanya mam­
pu mengamankan sebagian dari situs dan sebagian tinggalan arkeologi alih­
alih dihancurkan tanpa perekaman data apa pun (Brew 1961). 
Keprihatinan kedua berkenaan dengan ketidakpuasan para arkeolog ter­
hadap pendekatan salvage/ rescue/ emergenry archaelogy, yang seringkali dalam proses 
ekskavasinya tidak diikuti dengan deskripsi, analisis, dan sintesis yang cukup. 
Dalam kenyataannya bahkan banyak temuan arkeologi dan rekaman data dari 
kegiatan-kegiatan tersebut kurang dipelihara setelah berakhirnya kegiatan eks­
kavasi di situs-situs itu. Perhatian sedikit diberikan kepada pemeliharaan dan 
perawatan temuan artefak yang sudah dengan susah payah ditemukan dan dise­
lamatkan. Agaknya kegagalan mendasar dari pendekataan salvage/ rescue/ emer­
genry archaelogy adalah ketidakmampuan arkeolog memodifikasi rencana kegiatan 
pembangunan fisik agar situs-situs dapat dilindungi, bukan dihancurkan. 
Sebagai reaksi atas banyaknya situs arkeologi yang dirusak oleh pemba­
ngunan fisik, dibentuklah pada tahun 1945 Committee for the Recovery of Archaeo­
logit'Cll Remains, yang anggotanya antara lain berasal dari beberapa organisasi 
seperti S odery for American Archaeology (SOA), dan American Anthropologit-aiAsso­
tiation (AAA), serta tokoh-tokoh seperti John A. Brew dari Peabody Museum, 
dan Alfred V Kidder dari Carnegie Institute of Washington. Setelah kornite 
itu dibentuk, barulah salvage archaeology dilaksanakan melalui program-program 
River Basin Surveys pada tahun 1947. Tujuannya ialah untuk menyelamatkan 
situs-situs arkeologi di Amerika Serikat yang berada di wilayah-wilayah !em bah 
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sungai. Urgensi dan antusiasme semacam itu telah meningkatkan kesadaran 
para arkeolog, bahkan kemudian banyak kalangan menghargai keahlian arkeolog 
yang mampu mengorganisir pekerjaan yang luas dan kompleks itu. Informasi 
hasil penelitian (dan bukan hanya sekadar artefak) harus dipreservasi bukan 
melalui ekskavasi semata, tetapi juga lewat penerbitan. 
Program-program penyelarnatan dilakukan juga dalarn kaitannya dengan 
situs-situs arkeologi yang terancam oleh kegiatan pembangunan jalan-jalan raya 
lintas antarnegara bagian yang dilaksanakan oleh departemen transportasi. 
Terbitnya peraturan jalan raya, yaitu Federal Aid Highwcry Act tahun 1956, me­
mungkinkan program salvage archaeology dapat dilaksanakan dengan lebih man tap, 
meskipun dalarn pendanaannya masih bersifat sukarela, dan partisipasinya juga 
bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Dalam mas a 1956-
1969, program penyelamatan arkeologi untuk proyek konstruksi jalan raya 
misalnya, hanya diikuti oleh 21 pemerintahan negara bagian. Perlu kiranya di­
kemukakan di sini bahwa lahirnya Federal Aid Highwcry Act ini didorong oleh 
reaksi keras dari Fred Wendorf (arkeolog yang bekerja di New Mexico), yang 
ban yak menyaksikan proyek pembangunan jalan raya yang menghancurkan. 
situs-situs arkeologi. 
Kritik terhadap salvage archaeology didasarkan atas hal-hal sebagai berikut. 
Kritik pertama berkenaan dengan ketersediaan waktu. Pekerjaan penyelamatan 
selalu bersifat mendesak dan darurat, karena pelaksanaan pembangunan selalu 
berjadwal ketat. Akibatnya para arkeolog tidak memiliki waktu cukup untuk 
melakukan kewajibannya dengan baik, dan irnplikasinya adalah menurunnya 
mutu pekerjaan arkeologi. Lain halnya jika disediakan alokasi waktu yang 
memadai, sehinggga arkeolog dapat merencanakan salvage archaeology dengan 
tenang dan baik, serta melaksanakan kegiatannya jauh sebelum situs-situs 
arkeologi akan dirusak oleh pembangunan besar-besaran. Dengan alokasi waktu 
yang panjang, kegiatan semacam ini dapat juga didukung oleh sejumlah besar 
mahasiswa agar mereka mendapat pengalaman bekerja. 
Kritik kedua mengenai supervisi. Proyek-proyek salvage archaeology tidak 
dapat disupervisi sesuai dengan standar, karena pekerjaan ini menggunakan 
jumlah tenaga kerja yang besar. Oleh sebab itu diperlukan arkeolog yang me­
miliki kemampuan manajerial yang memadai dalam menjalankan tugas penga­
wasan dan pengendaliannya. Dalam kenyataannya rasio an tara jumlah pengawas 
dan jumlah tenaga kerja lapangan sering tidak tepat. Selain itu, dalam menangani 
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pekerjaan ini peneliti senior yang berkemampuan amat diperlukan, karena harus 
seringkali mengambil keputusan secepat mungkin dengan strategi dan taktik 
tepat dalam mengatasi kompleksitas masalah yang seringkali timbul mendadak. 
Dalam pada itu hasil salvage archaeology tidak dapat dicek oleh arkeolog lain, 
karena situs-situsnya sudah rusak a tau teraduk begitu kerja lapangan itu selesai. 
Dalam suasana ketergesaan itu para supervisor menjadi bias, terutama ketika 
melakukan pengamatan profil-profil stratigrafi. Meskipun para arkeolog yang 
bekerja dalam salvage archaeology lebih mempunyai kesempatan untuk mem­
praktekkan keahlian khusus, namun mereka hanya memiliki waktu luang sedikit 
untuk mendiskusikan interpretasi atas data lapangan. 
Kritik ketiga mengenai landasan teori. Pekerjaan salvage archeology dianggap 
tidak dilandasi teori yang sesuai dengan perkembangan ilmu pada waktu itu. 
Sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an penelitian arkeologi didominasi oleh 
aliran sejarah kebudayaan yang mengembangkan an tara lain pendekatan induktif, 
penyusunan kronologi, penerapan hukum superposisi, dan analisis matematik 
untuk seriasi. Padahal mulai tahun 1960-an paradigma arkeologi yang berkem­
bang memberi fokus pada upaya menjelaskan proses perubahan budaya. Untuk 
mengetahui sebab, arah, kecepatan, dan proses-proses ·perubahan budaya 
diperlukan data arkeologi yang tidak mungkin dapat dilakukan melalui salvage 
arkeologi. Kritik juga dilancarkan berkenaan juga dengan pendanaan. Dana untuk 
salvage artheology jumlahnya makin besar, karena dalam tahun 1960-an misalnya 
National Park Service mendanai proyek-proyek salvage archaeology setidaknya dua 
kali lebih besar daripada National Science Foundation yang membiayai proyek­
proyek penelitian arkeologi murni. 
Cultural Resource Management 
Istilah Cultural Resource Management pertama kali dimunculkan sekitar 34 
tahun yang lalu di Amerika Serikat, ketika para ahli yang aktif menangani preser­
vasi situs-situs arkeologi berkumpul dalam satu pertemuan, yaitu Cultural Rt­
soum Management Conference, pada tahun 197 4 di Denver, Colorado (Lipe & 
Lindsay 1974) . Dalam konferensi inilah untuk pertama kali frasa culture resource' 
digabungkan dengan kata management. Dalam konferensi itu para ahli arkeologi 
3 Perlu dikemukakan di sini bahwa istilah culture resource kali pertama diperkenalkan dalam 
tahun 1971/72 oleh Don D. Fowler (1982:1) kepada para ahli yang terlibat di National 
Park Service, Amerika Serikat. 
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menyadari sepenuhnya bahwa cakupan pokok garapan dalam CRM amat luas 
dan perlu manajemen yang profesional. CRM merupakan satu pendekatan 
kontemporer untuk kegiatan preservas� perlindungan, dan manajemen sumber 
daya arkeologi serta sumber daya lain. Obyek yang termasuk CRM tidak hanya 
berkenaan dengan situs arkeolo� tetapi juga bangunan dan kawasan bersejarah, 
arsitektur, kesenian, pertukangan, pranata sosial, sis tern kepercayaan, kebiasaan 
masyarakat, integritas kelompok sosial, dll. Kesemua aspek itu dimuat dalam 
National Environmental Poliry Act 1969 (NEPA)\ dan Historit· Preseroation Law 
(McGimsey & Davis 1977:27). Pada hakikatnya cakupan CRM amat luas, baik 
dilihat dari segi objeknya (tipe-tipe resource-nya) maupun keragaman disiplin 
ilmu yang berperan. 
Identifikasi dan Evaluasi 
Berdasarkan sumber daya arkeologi, setidaknya ada tiga aspek penting 
dalam CRM yang harus diperhatikan: identifikasi dan evaluasi sumber daya 
budaya; penanganan sum her daya; dan manajemen sumber daya jangka panjang. 
Ada sumber daya arkeologi yang tidak mudah atau sukar untuk ditemukan, 
baik karena gejala keberadaannya tidak terlihat akibat tingginya tingkat pela­
pukan, dan benda arkeologi itu dibuat dari bahan organik. Kesulitan meng­
identifikasi sumber daya arkeologi di lapangan tidak hanya terkait dengan tingkat 
keterawatannya, tetapi juga keletakannya yang berada jauh di daerah pedalaman 
yang penuh dengan vegetasi. Tentu akan lebih mudah jika sumber daya arkeologi 
itu berada di permukaan tanah dan twjud inggalannya berupa bangunan. Untuk 
mengidentifikasi sumber daya arkeologi diperlukan tenaga dan dana yang relatif 
besar (labour intensive) jika dibandingkan dengan mengidentifikasi sumber daya 
jenis lain, karena pada umumnya situs-situs arkeologi berada di bawah permu­
kaan tanah dan di bawah permukaan air' Oaut, sungai, danau, rawa). Evaluasi 
atas basil pengamatan di lapangan menjadi dasar pertimbangan untuk menen­
tukan apakah suatu situs itu memiliki signifikansi yang patut dipertimbangkan 
untuk dipreservasi. Arkeolog harus mengukur potensi situs yang dipelajarinya 
' NEPA 1969 ini kemudian ditandatangani sebagai undang-undang oleh Presiden Rich­
ard Nixon pada 1 Januari 1970, tetapi judul resminya tetap seperti semula: National 
Environmental Policy Act of 1969. 
Biaya operasional ekskavasi marine archaeology jumlahnya puluhan kali lebih besar daripada 
terrestrial archaeology. 
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agar mas a lalu dari masyarakat manusia yang cinggal di tempat itu dapat diung­
kapkan. 
Sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan CRM di 
Amerika Serikat, penentuan signifikansi situs oleh para arkeolog menjadi dasar 
bagi pencantuman situs tersebut dalam daftar nasional tempat-tempat bersejarah 
(National Register of Historit P/a,·el') untuk dipertimbangkan sebagai situs yang 
harus dilestarikan. Ini berarti bahwa penentuan signifikansi situs harus 
didasarkan atas penelitian yang ilmiah dengan pertimbangan yang matang. 
Penanganan 
Setelah diidentiftkasi dan dinilai pencing untuk ditangani lebih lanjut, arke­
olog harus memutuskan jenis penanganan macam apa yang akan dilakukan. 
Seringkali suatu proyek pembangunan tidak merusak seluruh situs. Dalam hal 
demikian, pada bagian situs yang akan dirusak, perlu segera diekskavasi dan 
dikumpulkan datanya sebelum situs itu dirusak oleh pembangunan fisik. Semen­
tara itu pada bagian situs yang tidak akan dirusak diperlukan cindakan peng­
amanan in situ. 
Bilamana jenis penangannya telah ditentukan, badan pelaksana pemba­
ngunan/pengelola harus menentukan cara mencegah kemungkinan gangguan 
yang akan terjadi kemudian, seperti erosi, longs or, naiknya permukaan air tanah, 
dan lain sebagainya, yang memerlukan stabilitasi situs. Dalam hal sebagian si­
tus itu dipreservasi, maka harus dapat dimanfaatkan untuk memberi penjelasan 
kepada publik. 
Manajemen Jangka Panjang 
Dalam pelaksanaan CRM diperlukan pengelolaan situs dalam waktu yang 
relatif lama. Badan pelaksana/pengelola yang kewenangannya mengelola lahan, 
perlu melaksanakan manajemen jangka panjang dalam hal: (1) menyelengga­
rakan program mengidentiftkasi dan mengevaluasi sumber daya arkeologi di 
lahan yang menjadi tenggung jawabnya; (2) melakukan penanganan in situ sesuai 
dengan jenis temuan dan kondisi di lapangan; (3) memelihara atau merawat 
temuan arkeologi beserta datanya, dan laporan yang telah dibuat. 
Bagi badan pelaksana yang tidak bertugas mengelola lahan, maka tidak 
c. Lihat National Historic Preservation Act of 1966 (NHPA) Set'lion 101 yang kemudian 
diamandemen tahun 2000. 
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perlu eliselenggarakan program identiflkasi dan evaluasi. Demikian juga pena­
nganan in situ tidak perlu elijalankan. Akan tetapi, badan tersebut tetap harus 
melakukan pemeliharaan a tau perawatan, baik temuan arkeologi dan dat: .nya, 
maupun laporan yang telah elibuat. 
Dukungan Perundang-undangan 
Salah satu hasil penting dari isyu-isyu lingkungan yang berkembang pada 
akhir tahun 1960-an dan 1970-an adalah eliberlakukannya peraturan perundang­
undangan untuk melindungi aspek penting dari lingkungan budaya dan ling­
kungan alam. Di antaranya yang terpenting ialah National Histori,· Preservation 
Ad 1966 (NHPA) danNationa/Environmenta/PoliryAd 1969(NEPA)7• Keduanya 
berpengaruh besar dalam perkembangan CRM eli Amerika Serikat. Ditambah 
dengan Exa:cutive Order 11593, 1971 kesemua perundang-undangan tersebut 
memuat pernyataan bahwa pemerintah federal harus mengidentiflkasi, meng­
evaluasi, dan melindungi sumber daya budaya8• Persyaratan baru dalam kegiatan 
pemerintah ini berpengaruh langsung kepada perkembangan CRM, yaitu: 
(1) adanya penempatan tenaga arkeolog dalam dinas-dinas federal dan perusa­
haan-perusahaan swasta untuk melakukan pekerjaan arkeologis sesuai de­
ngan peraturan perundang-undangan yang baru; 
(2) adanya perhatian yang eliberikan kepada sumber daya arkeologi sebagai 
bagian dari perencanaan dan proyek-proyek pembangunan flsik secara me­
nyeluruh. 
Sejak 1970-an, para arkeolog profesional elipekerjakan eli sejumlah sektor 
publik dalam jumlah yang belum pernah terjaeli sebelumnya.9 Fokus kegiatannya 
an tara lain dalam hal implementasi undang-undang CRM, meregulasi kebijakan, 
dan menyusun pedoman-pedoman pelaksanaannya. Timbul kemuelian kecen­
derungan untuk merekrut ratusan arkeolog profesional untuk mengisi posisi-
7 Dalam Section 101 butir 4 disebutkan bahwa "preserve important historic, cultural, and natu­
ral aspects of our national heritage, and maintain, wherever possible, an environment which supports 
diversity and variety of individual choice" 
8 Istilah cultural resources tidak digunakan dalam NHPA maupun NEP;\_ Dalam NHPA 
istilahnya ialah historic property, sedangkan dalam NEPA ialah human environment. 
'' Sebagai contoh pada tahun 1998 para arkeolog di America Serikat yang terlibat dalam 
pekerjaan CRM jauh lebih banyak daripada arekologi yang bekerja dalam penelitian 
murni (academic research). 
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posisi di kantor-kantor dinas di pemerintah pusat, wilayah, lokal, dan perusaha­
an-perusahaan swasta. Keadaan seperti ini telah mendorong terbentuknya suatu 
jaringan nasional dari para arkeolog profesional, yang memenuhi syarat untuk 
bekerja di sektor pemerintah dan publik. Di setiap negara bagian ada arkeolog 
profesional bermutu, yang ditempatkan sebagai staf pada kantor administra­
sinya. Selain itu ada pula program-program yang bertujuan meningkatkan dan 
memperbaiki metode-metode managerial dan strategi yang diperlukan untuk 
melaksanakan penelitian berskala besar. 
Pendekatan Pelestarian di Indonesia 
Tindakan perlindungan eagar budaya di negara kita lebih banyak dilaksa­
nakan setelah situs dan tinggalan arkeologinya terancam bahaya, sehingga tidak 
ada a tau sedikit peluang bagi arkeolog untuk melakukan pengamanan dan pene­
litian. Tetapi banyak pula situs-situs yang tidak sempat diantisipasi sepenuhnya 
oleh arkeolog sebelum ada tindakan pengrusakan, seperti: situs Kota Cina di 
Sumatera dan situs bukit kerang di pantai timur Aceh, yang dirusak akibat 
perluasan penambangan kaput untuk bahan bangunan; situs gua prasejarah di 
Bojonegara (Teluk Banten) akibat diambil untuk bahan bangunan landasan 
bandar udara; situs gua prasejarah di Sulawsi Selatan dirusak akibat perluasan 
kawasan industri semen; situs-situs gua prasejarah di Tuban dan Punung 
(Pacitan) dirusak kegiatan penambangan batu dan perluasan jalan. Kasus lainnya 
terjadi pada situs-situs prasejarah seperti: situs Anyer Lor, Buni (Bekasi), 
Serpong (Tanggerang), Rancamaya, dan situs-situs di sepanjang DAS Ciliwung 
(Bogor, Depok, Kp. Kramat, Pejaten) yang rusak akibat kegiatan memperluas 
kawasan industri dan pemukiman. 
Situs di DAS Cibanten rusak akibat pengerukan dan penerapan saluran 
irigasi; situs paleolitik Awangbangkal (Kalimantan Selatan) tenggelam akibat 
pembuatan waduk PLTA; situs di tepi Sungai Manikim dan Nuelbak (K.upang) 
rusak akibat penambangan batu untuk pengerasan lahan; situs prasejarah di 
sekeliling lapangan udara Sa tar Tacik rusak akibat perluasan/ perpanjangan lan­
dasan pesawat terbang di Ruteng (NTf); situs mesjid-mesjid kuna di Jakarta 
tersingkirkan akibat perluasan pusat pertokoan dan perkantoran; dan situs Candi 
Proppo di Madura rusak karena bahan bangunannya dipakai untuk pemba­
ngunan Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan 
Sebagian Benteng Kuta Besak (Palembang) dibongkar untuk bangunan 
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rumab sakit; situs perabu kuno abad XII-XN di daerab rawa Payapasir (Su­
matera Utara) rusak akibat penggalian pasir untuk menimbun jalan tol Bela­
wan-Medan-Tanjung Morawa; Situs Kartosuro terancam rusak akibat pengem­
bangan pemukiman, pengembangan sentra ekonomi Sukobarjo, jalan to! Solo, 
jalan lingkar selatan Surakarta, dan pengembangan bandara Adi Sumarmo. 
Ada pula contob kasus yang berusaba untuk mengurangi rusaknya situs 
akibat pembangunan, seperti proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di 
Kota Panjang (Riau), yang akan menggenangi kawasan situs yang terkenal itu, 
Kompleks Candi Muara Takus.10 Situs tersebut berbasil diselamatkan melalui 
perundingan yang ketat untuk menurunkan tinggi permukaan air yang 
memungkinkan turbin berputar mengbasilkan listrik.11 
Kasus yang sedikit berbeda terjadi pada saat dilakukan pembangunan PLTA 
Cirata (Cianjur, Jawa Barat), PLTA Saguling Qawa Barat), dan PLTA 
Kedungombo Qawa Tengab). Pada kasus-kasus tersebut para peneliti diberi 
kesempatan melakukan penelitan cepat untuk mengumpulkan data artefaktua� 
meskipun pada akhirnya situs-situs tersebut ditenggelamkan. 
Berbeda dengan kasus-kasus di atas, situs candi bata di Jambi dirusak 
oleb perusabaan kayu lapis ketika sedang memperluas areal pabrik, yang segera 
ditanggapi pemerintab untuk mengbentikan kegiatan itu, serta memberi 
kesempatan kepada arkeolog untuk melakukan pengamanan dan penelitian di 
situs itu. 
Dalam kasus pembangunan Taman Purbakala Nasional di Borobudur dan 
Prambanan, peluang untuk melakukan penelitian diberikan secara luas. Tidak 
seperti kasus situs candi bata di Jambi, di situs Borobudur dan Prambanan 
para arkeolog diminta dan didanai kontraktor untuk melakukan penelitian se­
belum rencana pendirian bangunan-bangunan dilaksanakan. Bahkan basil pene­
litian itu menentukan dapat atau tidaknya suatu bangunan didirikan di lokasi 
itu, a tau dimodifikasi denabnya. Hal ini berati babwa basil penelitian arkeologi 
dijadikan baban pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Di situs-situs 
ini para arkeolog menggali ratusan kotak ekskavasi untuk menguji laban yang 
akan digunakan sebagai tern pat mendirikan bangunan-bangunan fasilitas (kantor 
10 Ditanggapi segera oleh Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan 
Lingkungan Hidup (PPLH). 
11 Sayang sekali dengan tinggi permukaan air yang mampu memutar turbin, tetap saja 
menenggelamkan sebagian besar situs-situs yang berada di sepanjang DAS Kampar 
Kiri. 
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konservasi, kantor pariwisata, lapangan parkir, dan sebagainya).12 Kegiatan 
ekskavasi semacam ini dapat disebut sebagai contrad archaeolo!!)' (Schiffer 1977: 
xix), karena para arkeolog bekerja atas dasar rencana pembangunan. 
Dahulu tidak jauh dari candi Borobudur, terdapat banyak sekali rumah 
penduduk, warung, toko cinderamata. Selain itu, juga terbentang jalan aspal, 
lapangan parkir dan terminal bus. Pada waktu itu pandangan ke arah candi 
yang unik dan megah terhalang oleh pohon-pohon besar serta rumah-rumah 
penduduk dan pasar, sehingga candi itu tidak sepenuhnya menjadi rye mfl"her 
(fokus pandangan) (Mundardjito 1992). Itulah yang an tara lain menyebabkan 
kawasan ini dibagi-bagi ke dalam 2 zona, dan 3 zona lainnya berada di luar 
kedua zona tersebut. 
Kawasan Candi Borobudur dibagi ke dalam 5 zona yang terintegrasi (inte­
grated zoning system), dengan fungsinya masing-masing. Zona 1 berfungsi sebagai 
zona proteksi dan preservasi. Luasnya ditentukan berdasarkan kepentingan 
restorasi candi (menempatkan bengkel kerja); kepentingan visual (menjaga jarak 
pandang); dan kepentingan pariwisata (daya tampung pengunjung). Zona 2 
(buffer dan facility area) berfungsi sebagai zona penyangga, pendukung penge­
lolaan Candi Borobudur, dan pelayanan terbatas bagi para pengunjung. Wujud­
nya berupa taman melingkari Candi Borobudur, yang berfungsi melestarikan 
lingkungan historis dan memberi ruang kepada bangunan sarana seperti: kantor, 
laboratorium, ruang rapat dan diskusi, ruang informasi, ruang konservasi, per­
pustakaan, tempat pendidikan dan pelatihan, tempat istirahat, toilet, dan se­
bagainya.13 
Zona 3 (land use ,·ontrol area) berfungsi sebagai zona pendukung umum. Di 
sini disediakan berbagai pelayanan pengunjung seperti restoran, toko cinde­
ramata, akomodasi, kantor pos, bank, biro perjalanan, terminal, pasar, dan 
sebagainya. Meskipun zona ini merupakan daerah komersial, tetapi perlu dijaga 
agar tetap teratur, tidak terlalu padat dan tetap bersuasana hijau. Penggunaan 
lahan dikendalikan agar tidak terjadi pengembangan yang dapat mengganggu 
kelestarian lingkungan situs Candi Borobudur. Termasuk ke dalam zona ini 
ialah desa-desa yang perlu dipreservasi lingkungannya sesuai dengan konsep 
1� Hasil ekskavasi terse but dibukukan dalam laporan Pacific Consultant International dan 
Japan City Planning Inc.(PCI-JCP), 1984. 
L' Bangunan yang boleh didirikan dalam zona ini ialah yang langsung mendukung upaya 
perlindungan dan pengelolaan candi. 
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anhaeologit"al park village. Zona 4 (historit"al mnery preservation zone) untuk 
melestarikan pemandangan sejauh kira-kira 3 km ke semua arah dari teras atas 
Candi Borobudur, dan sekitarnya. Agar suasana histories terjaga dan terlindungi, 
Zona 5 (national archaeological park zone) merupakan zona kesatuan ekologis ben­
tang alam, masyarakat, dan kebudayanya, yang dibatasi oleh lereng bukit dan 
gunung di sekitar Borobudur, sebagai penyangga untuk melindungi Zona 1 
hingga Zona 4. 
Dari tahun 1980 hingga 1983 telah terjadi keresahan penduduk desa-desa 
berkenaan dengan perolehan lahan. Keadaan ini sebenarnya tidak berdiri sendiri, 
karena sebelumnya telah terjadi pula hal serupa, yaitu berturut-turut ketika 
tahun 1970 Proyek Pemugaran Candi Borobudur memperluas lahan sekitarnya 
untuk daerah kerja pemugaran. Kemudian pada tahun 1972 ketika dilakukan 
pembangunan terminal kendaraan umum, dan tahun 1974 dalam kaitannya 
dengan pembangunan rumah makan Dagi, dan perluasan lahan untuk kepen­
tingan proyek pemugaran Candi Borobudur. Keresahan ini muncul lagi an tara 
tahun 1970-1977 ketika akan dibangun kios-kios oleh Pemerin tah Daerah se­
tempat di kaki bukit. Itulah sebabnya mengapa kemudian pada tahun 1983 
Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup menugas­
kan satu tim yang terdiri dari beberapa peneliti dari Pusat Studi Lingkungan 
UI, UNPAD, ITB, UNDIP dan UGM untuk melakukan Studi Evaluasi 
Lingkungan (SEL). Hasil studinya digunakan sebagai dasar kebijakan dan tin­
dakan yang diperlukan selanjutnya untuk mengatasi masalah keresahan sosial 
yang timbul berkali-kali (Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1983). 
Situs yang perlu segera mendapatkan perhatian adalah situs Kota Majapahit 
di Trowulan Qawa Timur),'� yang merupakan satu-satunya kota kuno masa 
Hindu-Buddha yang ditemukan sampai kini. Sebagian situs dirusak sebagai 
akibat dari pembuatan bata oleh masyarakat secara besar-besaran. Tanah digali 
penduduk untuk: memperoleh bata kuna yang kemudian dijadikan semen me­
rah; mengeluarkan bata-bata runtuhan bangunan supaya laban menjadi subur; 
mendapatkan pasir dan kerikil untuk dijual sebagai bahan bangunan; memper­
oleh lempung di lapisan bawah untuk membuat bata baru; merendahkan permu­
kaan tanah agar dapat dibuat sawah; memperluas sawah garapan, terutama 
yang terletak di jalur saluran kuna; dan untuk mendapatkan butiran-butiran 
,. Menurut catatan terakhir ada sekitar 4000 tempat pembuatan bata masih beroperasi di 
Trowulan. 
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logam mulia dengan cara menyaring (Mundardjito 1994). 
Contoh-contoh tersebut di atas tentulah hanya merupakan sebagian kecil 
dari jumlah yang sebenarnya terjadi di negara kita. Keadaan ini agaknya dapat 
dianggap sebagai pencerminan dari ketidakberdayaan arkeologi dalam meng­
antisipasi intervensi penguasaan dan penggunaan lahan. Juga kurang kuat dalam 
mendudukkan diri pada posisi tawar-menawar yang kuat di antara berbagai 
desakan kepentingan, yang sebenarnya bertujuan sama, yakni untuk dan atas 
nama pembangunan. Pada waktu yang akan datang sudah tentu semakin ban yak 
kegiatan pembangunan fisik dan penggunaan lahan yang dapat merusak, meng­
hancurkan, mengalihfungsikan dan menenggelamkan situs. 
Banyak situs yang sudah ditemukan akan rusak atau hancur, dan banyak 
situs yang belum diteliti a tau belum diketahui tidak sempat diteliti. Kebutuhan 
pembendungan sungai-sungai besar untuk menghasilkan tenaga listrik (PLTA) 
sudah tentu akan berakibat tenggelamnya sejumlah besar situs, karena biasanya 
situs-situs arkeologi terletak di kedua tepi sungai. Penggunaan lahan-lahan luas 
untuk kawasan industri dan pemukiman yang sekarang berkembang amat pesat 
juga memiliki potensi yang besar untuk menghancurkan situs. Demikian pula 
pembuatan jalan-jalan raya. Namun demikian rasanya kita juga perlu menganti­
sipasi pelecehan arkeologi yang disebabkan oleh perubahan pola pikir dan sikap 
semen tara masyarakat yang berubah dari kesadaran menghormati dan meles­
tarikan warisan budaya menuju kepada pemikiran ekonomis konsumtif jangka 
pendek, yang akhirnya melahirkan kegiatan penjualan benda eagar budaya a tau 
pengalihan fungsi situs. Mereka seakan-akan tidak sadar telah ikut merobek­
robek lembaran sejarah kita dan sejarah mereka sendiri. Pelestarian budaya 
pada dasarnya harus diupayakan untuk kemanfaatan nasional, baik untuk kepen­
tingan ideologik (memperkuat jatidiri bangsa) dan akademik (mengembangkan 
ilmu pengetahuan) maupun ekonomik (mengembangkan sektor kepariwisa­
taan). 
Kesimpulan 
Sebagai suatu disiplin, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan 
dan masyarakat masa lalu melalui benda-benda material yang ditinggalkannya. 
Untuk mencapai tujuannya, arkeologi menggunakan pengetahuan teoritis dan 
metodologis dari berbagai disiplin termasuk sejarah, antropologi, sosial, poli� 
ekonomi, agama, linguistik, seni, arsitektur, ilmu alam, geologi, geografi, ilmu 
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tanah fisika, biologi, teknologi, komputer, matematik dan sebagainya. Tetapi 
sebagai suatu profesi, arkeologi adalah suatu pekerjaan profesional yang 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan teori, praktek dan etika yang berkemb�.ng 
sepanjang sejarah ilmu ini, baik dalam konteks nasional maupun internasionaL 
Seandainya pendekatan CRM akan diterapkan di Indonesia sebagaimana 
dicontohkan di Amerika Serikat a tau di negara lain yang patut dijadikan contoh, 
mungkin perlu dipikirkan sungguh-sungguh berkenaan dengan cakupannya 
yang luas, karena jenis somber daya yang dicakup tidak hanya terdiri dari situs­
situs arkeologi dan tinggalannya, tetapi juga somber daya yang bukan arkeologis. 
Implikasinya terkait dengan kesediaan ahli-ahli dari berbagai bidang ilmu yang. 
mau bekerja sama mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai jenis sumber 
daya; kesediaan berkoordinasi an tara sektor-sektor pemerintah pusat dan daerah, 
dengan sektor-sektor per usahaan swasta, dan dengan sektor-sektor di 
lingkungan masyarakat; dan somber daya manusia yang kualifikasinya memenuhi 
persyaratan untuk mengorganisasi pekerjaan yang kompleks, karena di satu 
pihak pekerjaan pembangunan fisik berjalan cepat, sedangkan di lain pihak 
pekerjaan arkeologi berjalan lambat. Dalam pada itu pelaksanaan CRM dapat 
berjalan dengan baik, jika didukung oleh peraturan perundangan yang man tap, 
ketersediaan dana yang memadai, dan rentang waktu yang cukup panjang. 
Mungkin diperlukan eksperimen atau latihan di suatu wilayah yang tidak 
terlalu luas dan mencoba menerapkan konsep CRM sesuai dengan keadaan 
situs. Memang pelaksanaan CRM bervariasi dari situs ke situs, dan dari wilayah 
ke wilayah, tergantung pada kondisi setempat. 
Dalam kenyataannya, konsep CRM itu seringkali tidak digunakan secara 
tepat, dan banyak arkeolog di Amerika Serikat tidak taat pada istilah dan 
pengertian yang semula diperkenalkan. Seringkali dibaurkan dengan beberapa 
istilah yang memang terkait dengan CRM seperti: historit'preservation, an·haeologi­
ml mourt'e management, dan an-haeologit'(J/ heritage management. Mungkin dalam tahap 
perkembangan sekarang kita tidak perlu terlalu khawatir dulu, karena semua 
istilah dan pengertian itu juga relatif baru, dan pada waktunya melalui proses 
panjang akan menjadi lebih baik, atau terjadi modifikasi dan pilihan-pilhan 
yang cocok untuk digunakan. Akan tetapi agar terhindar dari kesalahfahaman, 
para arkeolog harus mendefinisikan secara eksplisit istilah-istilah dan pengertian 
yang digunakannya. Dari sudut pan dang arkeologi.definisi CRM yang mungkin 
cocok digunakan saat ini adalah: 
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"Cultural resource management (CRM) encompasses recognition, demiption, mainte­
nance, semriry and the overall managaaement of mltural resourm. The of?jedives and 
authentitit of the resoum for present and future generation through conservation and 
sustainable resourche utilization" (Box 1999:3). 
Dalam upaya menerapkan konsep CRM semacam itu perlu pula dipertim­
bangkan perubahan paradigma pelestarian benda eagar budaya yang mulai ber­
kembang di Indonesia, antara lain mengenai orientasi pada artefak menjadi 
orientasi pada kawasan; pelestarian yang statis menjadi yang dinamis; pengelo­
laan sentralistik menjadi desentralistik; pengelolaan oleh pemerintah semata 
menjadi pengelolaan berbasis masyarakat; pemanfaatan bagi ilmu pengetahuan 
dan pendidikan menjadi pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. 
Hal tersebut di atas mempengaruhi konsep perlindungan (hukum, dan 
fisik seperti pemeliharaan, pemugaran, restorasi, konservasi, preservasi, reha­
bilitasi, rekonstruksi, dan lain-lain). Selain itu, juga mempengaruhi konsep pe­
ngembangan (penataan, penyajian, korelasi antara perlindungan dan peman­
faatan), dan konsep pemanfaatan (pemberdayaan BCB, situs, dan kawasan untuk 
berbagai kepentingan). 
Demikian pula perlu dipertimbangkan konsep pengelolaan benda eagar 
budaya, seperti pelestarian berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian 
berwawasan lingkungan, dan konsep satuan ruang pelestarian (penentuan 
zonasi, fungsi zona, penataan). 
Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya perkembangan dalam arkeologi 
Indonesia, antara lain: selain arkeologi terestrial juga arkeologi bawah air, 
arkeologi industri, arkeologi perkotaan dan living mlture. Perlu juga diperhatikan 
adanya kode etik arkeolog Indonesia, dan kode etik museum; penegasan konsep 
dead dan living monument, pemeringkatan situs dan tinggalan arkeologi yang 
berkaitan dengan kewenangan pengelolaan; penegasan zoning untuk daerah 
urban dan rural; serta kemitraan dengan berbagai pihak (fanudirdjo 1998:15). 
DAFfAR PUSTAKA 
Box, Paul, 1999, GIS and Cultural Resource Managemen: A Manual for Heritage 
Manager, Bangkok: UNESCO. 
Brew,J.O., 1961, Emergency Archaeology: Salvage in Advance of Technologi­
cal Progress. Proceedings of the Amerit'an Philosophit'f11 S odery 1 OS (1 ): 1-10. 
20 
1(onsep Cuftura{ �source :Management 
Cleere, H.F., 1989, "Introduction: the Rational of Archaeological Manage­
ment" dalam Cleere, H.F. (ed.) Archaeological Hen"tage Management in the 
Modern World, London: Unwin Hyman Ltd.Hlm.1-19 
Davis, H., 1972, The Crisis in American Archaaeology, Science 176:267-272. 
Ditlinbinjarah, 1986, Bukti-bukti Kejayaan Majapahit Muncul Kern bali: Rencana 
Induk Arkeologi Bekas Kota Kerajaan Majapahit, Trowulan. Jakarta: 
Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan 
Purbakala. 
Japan International Cooperation Agency OICA), 1979, Borobudur Prambanan 
National Archeological Parks. Tokyo Oapan): Soubi Printing K.K. 
Jennings, J.D., 1985, Riverbasin Surveys: Origins, Operations, and &suits, 194 5-1969. 
American Antiquity 50: 281-296. 
Lipe, WD. & Lindsay, A.J. eds., 1947, Proceedings of the 1974 Conftrente, Federal 
Center, Denver, Colorado. Technical Series 14. Flagstaff: Museum of 
Northern Arizona. 
McGimsey, C.R. & Davis, H.A., eds., 1977, The Management of An·haeologi,"Cll 
Resoun-es: TheAirlie House &port. (Special Publitation). Washington, D.C.: 
Society for American Archaeology. 
Mundardjito, 1992, "Kajian dalam Rangka Penyusunan Rencana Induk Taman 
Purbakala Nasional Candi Bqrobudur dan Candi Prambanan" dalam 
Makalah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Arkeologi VIII, Ikatan Ahli 
Arkeologi Indonesia, Komda DKI Jakarta dan J awa Bara t. Jakarta, Juli 
1992. 
Mundardjito, 1994, "Konsep Dasar Rencana Induk Arkeologi Bekas Kota 
Kerajaan Majapahit, Trowulan, 1983--85, yang disampaikan dalam Rapat 
Evaluasi Prqyek Pemugaran Bekas Kola Kercyaan Mcyapahit, Direktorat 
Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 
Trawas,Jawa Timur, 22-24 November 1994. 
Mundardjito, 1996, "Pendekatan Integratif dan Partisipatif dalam Pelestarian 
Budaya", dalam jurnaiArkeologi Indonesia, No. 2,Jakarta: Pus at Penelitian 
Arkeologi Nasional. 
Pacific Consultant International dan Japan City Planning Inc.(PCI-JCP), 1981, 
Archaeological Ex,"Clvations: Updated Former Plans and Sthematit Design for 
Borobudur and Prambanan National Archaeological Parks Prqjed. Jakarta. 
Pearson, Michael & Sharon Sullivan, 1995, Laking After Heritage Places: The 
Basics of Heritage Planning for Managers, Landowners and Adminis­
tration, Melbourne: Melbourne University Press. 
Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), 1983, Laporan Studi 
Evaluasi Lingkungan. Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup,Ja­
karta. Naskah tidak diterbitkan. 
21 
5Wuntfardjito 
Schiffer, M.B., & Gummerman, G.J., eds., 1977, Conservation Archaeology: A 
Guide for Cultural Recource Management Studies. New York: Aca­
demic. 
Tanudirdjo, Daud Aris, 1998, "Cultural Resource Management sebagai 
Manajemen Konflik", dalam BulletinArtejak, No. 19, HIMA, Fakultas 
Sastra UGM,Hl. 14-18. 
22 
Peru6alian Vrufana-urufana 1?] :Nomor 5 %/iun 1992 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG RI 
NOMOR 5 TAHUN 1992 DALAM 
KONTEKS SEKARANG DAN MASA DEP AN 
Soeroso MP 
I. Latar Belakang 
Setelah melewati usianya selama 16 tahun, kini ban yak masyarakat pemer­
hati budaya, penggiat, dan pelaku pelestarian mengharapkan dilakukannya revisi, 
perubahan bahkan penggantian Undang-Undang nomor 5 Tahun 1992. Harap­
an perlunya dilakukan revisi, perubahan atau bahkan penggantian undang­
undang tersebtit juga didukung oleh basil evaluasi yang dilakukan selama 
undang-undang itu dilaksanaan yang memperlihatkan adanya berbagai 
kelemahan oleh karena adanya faktor-faktor internal yang sangat mendasar. 
Hasil evaluasi memperlihatkan adanya sejumlah pasal yang tidak aplikatif untuk 
dapat diterapkan, bahkan muncul gejala pelanggaran yang makin meningkat 
karena ancaman pidananya terlalu ringan dan tidak mampu membuat jera para 
pelaku pelanggaran. Keinginan daerah ten tang perlunya perubahan Undang­
undang Nomor 5 tahun 1992 tersebut kian menguat khususnya setelah sejak 
terjadinya reformasi serta diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 22 
tahun 1999 selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang RI nomor 32 tahun 
2004. yang mengubah sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralisasi 
menjadi desentralisasi. Dalam sis tern pemerintahan yang desentralistik tersebut, 
kewenangan pemerintah di bidang pemerintahan telah berubah dari yang semula 
merupakan operator tunggal dalam pengelolaan benda eagar budaya kini harus 
menjadi fasilitator, dinamisator dan koordinator.Sebaliknya pemerintah daerah/ 
kota yang tadinya hanya diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pen­
daftaran dan memberikan perijinan an tar daerah kini harus menjadi pelaksana 
baik di bidang perlindungan, pemeliharaan maupun pemugaran. Dampak lebih 
lanjut dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tersebut 
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antara lain juga mendorong terjadinya pemekaran \vilayah Kabupaten/kota 
yang imbasnya juga berpengaruh pada upaya pelestarian benda eagar budaya. 
Banyak situs-situs penting yang semula berlokasi pada satu wilayah adminis­
tratif kemudian terpeeah menjadi dua wilayah administratif sehingga peta 
persebaran situs-pun ikut berubah. 
Di luar perubahan yang terjadi sebagai akibat dari pergantian sistem pe­
merintahan tersebut, kemajuan ten tang konsep pelestarian di berbagai belahan 
dunia dalam beberapa tahun belakangan juga mengalami kemajuan yang pesat. 
Perluasan bidang garapan yang semula hanya terfokus pada peninggalan­
peninggalan di darat, kini meluas meneakup peninggalan yang ada di dalam air 
yang selama ini kurang mendapatkan perhatikan. Demikian pula halnya konsep 
pelestarian yang semula lebih difokuskan pada upaya melindungi dan memeli­
hara benda eagar budaya sebagai aset bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
(akademik) dan pembentukan identitas/jatidiri (idiologik) dituntut pula untuk 
dapat berperan dalam memajukan kemakmuran rakyat (ekonomik). Dengan 
demikian upaya pelestarian benda eagar budaya bubn sekedar ditujukan untuk 
mempertahankan sifat-sifat keunikan maupun kelangkaannya agar tetap lestari 
melainkan juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan ma­
syarakat. Lain daripada itu untuk memberikan perlindungan yang lebih opti­
mal dan kontekstual terhadap obyek yang dilestarikan maka fungsi kawasan 
eagar budaya sebagai yang harus dikonservasi juga menjadi isue yang sangat 
kuat dan mengemuka, bahkan diangkat dan ditetapkan oleh UNESCO sebagai 
bagian yang tak terpisahkan dengan pelestarian benda eagar budaya. Dengan 
kenyataan-kenyataan tersebut di atas akhirnya perubahan yang perlu dilakukan 
bukan hanya menyangkut segi yuridisnya saja melainkan juga paradigrnanya 
juga perlu diubah sehingga upaya pelestarian yang semula bersifat statis menjadi 
pelestarian yang bersifat dinamis. 
Memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas serta mem­
perhatikan bahwa perubahan tersebut meneakup materi pokok yang saling 
berkaitan an tara bab dan pasal-pasalnya maka langkah yang harus diambil bukan 
lagi sekedar melakukan revisi melainkan harus merubah Undang-Undang No.5 
tahun 1992 itu dengan undang-undang yang baru dengan tujuan agar termino­
logi dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Raneangan Undang-undang yang 
baru itu lebih sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. 
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II. Rancangan Perubahan Undang-undang 
Di sadari bahwa membuat a tau merubah sebuah undang-undang bukanlah 
pekerjaan yang mudah, karena harus diusahakan meneakup berbagai perm .sa­
lahan yang terkait seeara komprehensif serta mampu menampung berbagai 
aspirasi dan perkembangan pemikiran yang sudah diterima seeara luas di dalam 
masyarakat. Difahami bahwa pada hakekatnya pemberlakuan suatu undang­
undang seperti halnya undang-undang tentang benda eagar budaya ditujukan 
dalam rangka proses "penyadaran" yang mampu mendorong peran aktif bagi 
seluruh lapisan masyarakat dalam melestarikan benda eagar budaya. Oleh karena 
itu agar upaya ini mampu menjawab tuntutan yang berkembang di tengah masya­
rakat maka pengaturan terhadap hak dan kewajiban bagi seluruh masyarakat di 
dalam pelestarian benda eagar budaya harus dilakukan seeara seimbang. 
Seeara filosofis dan yuridis, perubahan Undang-UndangNo.S Tahun 1992 
berlandaskan pada Undang-UndangDasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis 
tertinggi bagi bangsa Indonesia. Sebagai sumber hukum tertulis tertinggi, pasal 
32 ( amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal33 mengamanatkan 
kepada kita semua sebagai berikut. 
(1) N egara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban 
- dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memeliharan dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya. 
(2 ) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan 
nasional. 
Sementara itu, pada pasal33 ayat (3 ) berbunyi "bumi dan air dan kekayaan 
a/am yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar­
besar kemakmuran raf;yaf'. 
Selanjutnya sesuai dengan ketentuan, seeara teknis yuridis perubahan 
Undang-Undang No.5 Tahun 1992 merujuk pada tata eara dan aturan perun­
dang-undangan yang berlaku ialah Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang selanjutnya dituangkan 
dalam Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersi­
apkan Raneangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Penggan­
ti Undang-Undang, Raneangan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. 
Menyadari bahwa benda eagar budaya pada dasarnya bukan sekedar warisan 
yang perlu dilindungi dan dipelihara melainkan juga merupakan pusaka sekaligus 
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aset yang dapat dimanfaatkan maka perubahan undang-undang nomor.S tahun 
1992 dimaksudkan untuk memberikan rambu-rambu hukum yang-jelas dan 
tegas bagi masyarakat di dalam rangka perlindungan benda eagar budaya., Oleh 
karena itulah maka perubahan undang-undang perlu dilakukan secaca eermat 
dan integral dengan melibatkan berbagai komponen di dalam masyarakat untuk 
met}lperoleh dukungan komitmen dian tara para pelaku, pecinta dan penggiat 
budaya .serta masyarakat sebagai,pemangku budaya. Beberapa segi png mehjadi 
pus at perhatian di dalam ·raneangan perubahan undang-undang terse but meli-
puti: . ,,· · 
1. Cakupan pel�starian d,ari yangbersifat st_atis menjadi .pelestarian yang ber­
sifat dinamis dengap. mengedepankan prin�ip perlindungan, pengembangan 
dat.1 pemat.lfaatannya .yang seimbang dan_ be.rkelanjutan; ... 
2 .. _Peri).bagian kewenavg�n dati pemerlpta�.yang semula.menjadi. operator 
. _ : tu,nggd dil,impahk3,n menjad.i kewenangan daet:ah. . 
.:?. . Perlman masyarakat yang leb.ih ak�f -dengan fasilitasi dari peme#ntah. 
4 .. , Kontekstualitas pele�tarian yang.semula.hanya terdiri dari.benda dan situs 
diperhias dengan kawasannya. 
5.. .Cakupan ruang yang semula lebih ban yak mengenai BCB di daratan kini 
: diarahkan pula pada BCB di dalam air .. 
Selanjutnya pembentukan undang-undang ataupun perubahan suatu un­
dang-undang harus memiliki dasar yang kuat baik dilihat dari segi ftlosofis, 
yuridis, akademis dan sosiologis. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang­
UndaQg n.Qmor. 5 tahun 1992, landasan akademis yang mendasari an tara lain 
perubah,an sudut pandang dari yang semula Artefak oriented dan site oriented 
kemudian berubah menjadi region oriented Demikian pula ranah garapannya 
tidak terb�ta�pada arkeologi terrestrial tetapi juga benda yang ada di.dalam air, 
arke9logi perkotaan, arkeologi pedesaan, arkeologi lansekap dan lain-lain. Dari 
sisi_yucidis perubahan tersebut diarahkan pada kewenangan pemerintah yang 
bersifat sentralistik menjadi desentralistik• (Arnandemen UUD 1945, UU No. 
32. tahun 2004). Dengan demikian peran pemerintah yang semula menjadi 
operator tunggal di dalam melaksanakan pelestarian benda eagar budaya kini 
fungsinya lebih diarahkan sebagai fasilitator, dinamisator, dan koordinator 
(Good Gopernam-e) sedangkan peran masyarakat diberikan kesempatan lebih luas 
sebagai operator pelestarian. 
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III. Sistematika Rancangan Perubahan Undang­
undang. 
Konsekuensi logis dengan terjadinya berbagai perubahan baik yang nie­
nyangkut aspek filosofis, yuridis dan akademis sebagaimana diuraikan di depan 
maka sistematika Rancangan Perubahan Undang-Undang No.5 tahun 1992 
juga mengalami perubahan. Apabila semula hanya terdiri dari 10 bab maka 
dalam rancangan yang baru berubah menjadi 13 bab dengan susunan sebagai 
berikut. 
Bab I Ketentuan Umum 
Bab II Asas, Tujuan, dan Lingkup 
Bab III Penguasaan dan Kepemilikan 
Bab IV 
BabV 
Pengelolaan 
Perlindungan 
Bab VI Pengembangan 
Bab VII Pemanfaatan 
Bab VIII Larangan 
Bab IX Penemuan dan Pencarian 
Bab X Pengawasan dan Penyidikan 
Bab XI Ketentuan Pidana 
Bab XII Ketentuan Lain/Ketentuan Peralihan 
Bab XIII Ketentuan Penutup 
IV. Perubahan Esensi Undang-undang 
Jika diperhatikan dari perubahan sistimatika tersebut terlihat adanya per­
ubahan yang sangat signifikan dilihat dari esensinya sebagaimana diuraikan di 
bawah ini. 
Dalam Bah I yang mencakup tentang Ketentuan Urnurn dimuat pe­
ngertian-pengertian, prinsip, dan batasan-batasan yang terkait dengan penger­
tian Benda Cagar Budaya, Situs, Kawasan, Pelestarian, Pemintakatan, Perlin­
dungan, Pemugaran, Preservasi, Konservasi, Registrasi, Inventarisasi, Penge­
lolaan,Penguasaan, Pemilikan, Penghapusan, Pengalihan dan lain-lain sebagai­
mana diatur di dalam pasal-pasal Rancangan Undang-undang. 
Pada Bah II menyangkut tentang Tujuan dan Lingkup meliputi: 
Kelestarian, Kemanfaatan, Keberlanjutan dan yang mencerminkan Kebhineka 
Tunggal Ika-an. Tujuan yang hendak dicapai selain untuk membina dan me-
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lindungi benda eagar budaya, situs dan kawasan, juga mengembangkan dan 
memanfaatkan selain untuk memajukan kebudayaan nasional serta bagi kemak­
muran rakyat sebagimana diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar 1945 
(yang diamandemen). Dalam lingkup pengaturan, maka yang akan diatur di 
dalam raneangan perubahan undang-undang ini meliputi 2 (dua) hal pokok 
ialah berkaitan dengan pengelolaan (yang meliputi pereneanaan, pelaksanaan, 
pengendalian dan evaluasi) serta pelestarian (yang meliputi pembinaan, perlin­
dungan, pengembangan dan pemanfaatan). 
Bah III mengatur mengenai Penguasaan dan Pemilikan yang meskipun 
seeara umum tidak banyak perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang 
N omor 5 tahun 1992 namun ada beberapa hal yang mendasar yang perlu di­
kemukakan meliputi pengalihan kepemilikan, dan penghapusan. Apabila di 
dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 pengalihan atas kepemilikan benda 
eagar budaya tertentu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia seeara turun 
temurun atau karena pewarisan hanya dapat dilakukan kepada negara, maka 
dalam raneangan perubahan ini pengaturan kepemilikan dapat dilakukan mela­
lui hibah, tukar menukar, pewarisan, penetapan atau putusan hakim. Lain dari­
pada itu, dalam hal penguasaan dan pemilikan maka aspek tentang hak dan 
kewajiban akan diposisikan seeara seimbang sehingga proses "penyadaran" 
masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam upaya pelestarian dapat berjalan 
lanear. Sementara itu masalah penghapusan benda eagar budaya yang hilang 
karena dieuri atau musnah dan tidak ditemukan kembali diberikan toleransi 
dengan jangka waktu 6 tahun. Apabila pada batas waktu tersebutn benda eagar 
budaya yang rusak atau hilang tidak ditemukan lagi maka pemerintah dapat 
melakukan penghapusan dari daftar register nasional 
Bah IV mengatur peran Pemerintah dan masyarakat dalam Pengelolaan 
BCB. Apabila di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1992 Bab pengelolaan 
hanya terdiri dari 1 pasal, maka di dalam Raneangan Undang-Undang ini bab 
yang mengatur pengelolaan di berikan porsi yang lebih besar dengan harapan, 
agar masyarakat lebih berperan serta. 
Bah V merupakan bab yang mengatur tentang Perlindungan dalam arti 
Kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan 
fisik (penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, perawatan, pemugaran) serta 
perlindungan hukum (pendaftaran dan penetapan). Hal menarik dalam ran­
eangan perubahan bab yang mengatur mengenai perlindungan adalah 
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dimasukkannya substansi yang menyangkut ten tang pemeringkatan benda eagar 
budaya (termasuk situs dan kawasan) yang terdiri dari peringkat lokal, regional 
maupun nasional serta pembagian kewenangan antara pemerintah, proviui 
dan kabupaten/kota; kewenangan pemerintah untuk mengusulkan eagar bu­
daya, situs atau kawasan yang berperingkat nasional menjadi warisan budaya 
dunia, serta makin berfungsinya peranan tim pemeringkatan yang terdiri dari 
ahli-ahli yang bersertiflkasi di bidangnya. 
Bah VI mengatur ten tang pengembangan Pengelolaan eagar budaya yang 
harus dilakukan dengan tetap mengaeu pada prinsip-prinsip pelestarian yang 
berwawasan pada ilmu pengetahuan, teknologi, kearifan tradisional, dan kondisi 
sosial budaya masyarakat. 
Bah VII mengatur tentang Pemanfaatan yang berwawasan pelestarian 
untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, 
dan pariwisata. 
Bah VIII mengatur ten tang Larangan merusak dan/ a tau mernisahkan 
benda eagar budaya, mengambil benda eagar budaya baik sebagian maupun 
seluruhnya dari kesatuan, a tau kelompok, a tau dari letak asal. 
Bah IX mengatur tentang Penemuan dan pemberian imbalan serta 
Pencari_an dan ganti rugi (bagi hasil) beb di bawah air. Bagian ini menjadi 
sangat menarik karena di dalam salah satu konvensi yang ditetapkan UNESCO 
ten tang peninggalan bawah air seluruhnya diarahkan untuk pelestarian. Namun 
dernikian bagi negara Indonesia sendiri konvensi terse but meskipun telah dihim­
bau untuk dilakukan ratiftkasi hingga saat ini belum dilakukan dengan pertim­
bangan bahwa tidak mungkin bagi kita untuk dapat melestariakan situs-situs 
bawah air yang jumlahnya meneapai ratusan selain karena faktor keterbatasan 
sumberdaya manusia juga karena faktor luasnya wilayah perairan Indonesia. 
Bah X adalah bab yang mengatur ten tang kewenangan pemerintah untuk 
melakukan Pengawasan dan Penyidikan atas pelanggaran terhadap beb/ 
situs dan kawasan sesuai KUHAP. Dalam bab ini terlihat adanya peningkatan 
perauan PPNS sebagai pegawai negeri sipil yang ditugaskan untu melindungi 
benda eagar budaya, situs dan kawasan dalam membantu aparat keamanan 
menegakkan peraturan perundang-undangan. 
Bah XI yang mengatur ten tang Ketentuan Pidana sangat berbeda dengan 
ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 karena 
sangsi yang dieantumkan dalam raneangan ini pidana atau sangsi tidak diean-
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tumkan yang maksimal melainkan yang minimal. Peneantuman sangsi dengan 
matas minimal tersebut pada hakikatnya bukan diarahkan pada kepentingan 
represif melainkan meningkatkan aspek jera kepada siapa saja yang dengan 
sengaja melakukan pengrusakan benda eagar budaya. 
Bah XII, XIII memuat Ketentuan Lain/Ketentuan Peralihan dan 
Ketentuan Penutup yang tidak jauh berbeda dengan isi yang termuat dalam 
Undang-undang nomor 5 tahun 1992. 
V. Harapan dari Perubahan Undang-undang 
1. Pemerintah sebagai fasilitator dapat lebih memfokuskan diri untuk menyiap­
kan instrumen yang diperlukan daerah dalam bentuk pedoman, aturan, 
kriteria, juklak, juknis dan lain-lain sehingga daerah dan masyarakat dapat 
lebih mandiri di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelestarian 
seeara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang benar. 
2. Daerah dapat melaksanakan pengelolaan (manajemen) sumberdaya budaya 
yang ada di wilayahnya seeara tepat dan benar atas dasar prinsip pelestarian 
berwawasan pemanfaatan dan pemanfaatan yang berwawasan pelestarian 
3. Masyarakat dan dunia us aha dapat lebih berperan aktif melakukan pelesta­
rian atas prinsip pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan. 
4. Terwujudnya hubungan segitiga pengelolaan benda eagar budaya yang 
lestari. 
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KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
KEBUDAYAAN DI INDONESIA1 
Nina SardjunanF 
I. Pendahuluan 
Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan 
bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Identitas budaya terdiri dari perangkat 
konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan an tara man usia dengan Tuhan 
dan antara sesama manusia serta antara manusia dengan alam sernesta yang 
berujud dalam sejumlah wahana, seperti: bahasa sebagai alat konseptualisasi, 
komunikasi dan ekspresi seni; struktur sosial yang menata kedudukan anggota 
masyarakat satu dengan masyarakat lainnya; teknologi yang dihasilkan sebagai 
perwujudan kemajuan untuk membantu memudahkan dan meningkatkan kua­
litas hidup manusia; dan berbagai bentuk karya seni yang memiliki gaya, citra 
dan teknik yang unik sesuai dengan realitas masyarakat dan konteks jamannya. 
Dalam memasuki milenium ketiga, bangsa Indonesia menghadapi tan­
tangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan, yang antara lain 
ditandai dengan terjadinya perubahan dalam tata nilai sebagai akibat dari per­
temuan antarbudaya dalam proses globalisasi yang sedang melanda dunia. Selain 
itu perubahan tata nilai yang terjadi, juga diakibatkan oleh terjadinya krisis 
ekonomi yang melanda negara kita sejak tahun 1997, yang berdampak pada 
stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indo­
nesia yang sebelumnya dikenal karena memiliki budaya tinggi, luhur, ramah, 
san tun, beradab, bertoleransi tinggi an tar sesama berubah menjadi bangs a yang 
1 Disampaikan pada acara Kongres IAAI 2008 dan PIA XI di Solo, Tanggal13-16 Juni 
2008. 
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Negara 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
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mudah tersinggung, dan emosional. Untuk itu pembangunan karakter bangsa 
(character buildin� masih membutuhkan upaya keras yang persisten dan konsisten 
sehingga mampu mengejar ketertinggalan. Belum berhasilnya pembangunan 
karakter ini dapat dilihat dari semakin melunturnya kebauggaan terhadap berba­
gai identitas bangs a, seperti: nilai, budaya, dan bahasa. Melemahnya kebanggaan 
terhadap identitas bangsa tentunya akan berdampak pada menurunnya modal 
sosial yang ada dalam suatu bangs a dalam wujud kepercayaan (trnsl). Degradasi 
modal sosial ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap menurunnya 
daya saing bangsa. 
Kondisi objektif bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang di­
tandai dengan keragaman budaya, suku dan agama. Keragaman suatu bangsa 
bisa menjadi suatu potens� karena apabila dioptimalkan akan mampu mengom­
binasikan berbagai kekuatan menuju satu kekuatan yang maksimal. Akan tetapi 
apabila tidak dikelola dengan baik, justru akan dapat menjadi ancaman yang 
memungkinkan terjadinya persaingan dan konflik yang tidak sehat. Kondisi 
objektif saat ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum terampil dalam 
mengelola keragaman budaya, etnik dan agama sehingga tidak menjadi kekuatan 
malah menjadi ancaman disharmoni dan disintegritas bangsa yang ditunjukkan 
oleh berkembangnya konflik sosial horizontal dan konflik politik vertikal. Oleh 
sebab itu, upaya untuk memperkuat kemampuan dalam mengelola keragaman 
budaya sangat diperlukan, an tara lain melalui perkuatan kelembagaan dan pem­
. berdayaan partisipasi masyarakat: 
Dalam mengisi kemerdekaan, pembangunan sumber daya manusia ter­
utama pada aspek budaya belum mendapat perhatian yang proporsional. Pem­
bangunan yang terlampau berorientasi pada materi telah menumbuhkan kultur 
yang tidak sejalan dengan kultur yang ingin dikembangkan, yaitu kultur Pancasila. 
Keberhasilan pembangunan ekonorni yang kurang diimbangi dengan pemba­
ngunan karakter bangsa telah mengakibatkan goncangan dan krisis budaya, 
yang kemudian berujung pada lemahnya ketahanan budaya. Kebudayaan na­
sional yang diharapkan mampu sebagai katalisator dalam mengadopsi nilai­
nilai universal yang luhur dan sekaligus sebagai filter terhadap masuknya budaya 
global yang bersifat negatif ternyata belum mampu berfungsi sebagaimana 
mestinya. Tanpa adanya sikap adaptif-kritis, maka adopsi budaya negatif- an tara 
lain: sikap konsumtif, individualis-hedonis, akan lebih cepat prosesnya di­
bandingkan dengan adopsi budaya positif-produktif. 
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Lemahnya ketahanan budaya juga ditunjukkan oleh terjadinya gejala Krisis 
Identitas sebagai akibat semakin melemahnya norma-norma lama dan belum 
terkonsolidasinya norma baru, yang telah mengakibatkan terjadinya sikap am Ji­
valensi dan disorientasi tata nilai. Disorientasi tata nilai, ditambah dengan tum­
buh suburnya semangat kebebasan, telah menyuburkan tumbuhnya pandangan 
yang serba boleh (permisi.IJ yang telah mengakibatkan menguatnya berbagai 
macam divergensi dalam berbagai tata kehidupan masyarakat, yang apabila hal 
tersebut berkembang secara berlebihan, selain akan menyulitkan upaya untuk 
memadukan gerak langkah pembangunan, juga cenderung memicu konflik di 
berbagai tataran kehidupan. 
Sementara itu, identitas peradaban sebuah bangsa tidak dapat dilepaskan 
dari peninggalan budaya dan sejarah bangsa. Upaya untuk meningkatkan kesa­
daran dan pemahaman terhadap sejarah dan pelestarian Benda Cagar Budaya 
(BCB) yang memiliki nilai luhur masih belum berkembang secara optimal, 
walaupun pemahaman dan minat masyarakat terhadap sejarah dan BCB sudah 
mulai meningkat. Di sisi lain, kualitas pemeliharaan kekayaan budaya bangsa, 
seperti situs, candi, museum dan taman budaya masih sangat beragam di era 
otonomi daerah. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
pengelolaan kekayaan budaya menjadi suatu keniscayaan sehingga simbol iden­
titas keberadaban dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan. Terkait 
dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan 
budaya menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan. 
Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan yang masih dihadapi 
dalam pembangunan kebudayaan ke depan antara lain: (1) belum optimalnya 
kemampuan bangs a dalam mengelola keragaman budaya, yang ditandai dengan 
adanya disorientasi tata nilai seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, kera­
mah-tamahan so sial dan rasa cinta tanah air yang berpotensi merusak integrasi 
bangsa; (2) terjadinya krisis identitas nasional yang ditandai oleh (a) belum 
memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang 
mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai mate­
rialisme; dan (b) kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai 
dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang 
positif; serta (3) belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, yang dise­
babkan oleh kurangnya pemahaman, apresias� kesadaran, dan komitmen peme­
rintah serta masyarakat, yang ditandai oleh (a) masih adanya berbagai kekayaan 
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budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum 
dan HAM; dan (b) masih terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam 
pengelolaan kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan 
manajerial. 
II. Posisi dan Peran Strategis Kebudayaan dalam 
Pembangunan yang Berkelanjutan 
Krisis multi-dimensi memberikan pelajaran bahwa pembangunan yang 
hanya bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kera­
puhan pada sendi-sendi kehidupan bangsa yang pada akhirnya berujung pada 
krisis sosial. Lemahnya daya tahan dalam menghadapi krisis dan lambatnya 
pemulihan ekonomi an tara lain disebabkan kurangnya dukungan pranata sosial 
yang memadai sehingga terjadi ketidakselarasan bahkan kesenjangan. Untuk 
merespon kondisi tersebut, diperlukan suatu pranata sosial yang mampu men­
jembatani hubungan dalam masyarakat sehingga kemajemukan yang ada bisa 
menjadi kekuatan sinergis dalam wujud modal sosial (social capita� bagi pem­
bangunan bangsa. 
Dalam era ilmu pengetahuan dan serba-kompetisi ini, kemajuan dan kelang­
sungan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuannya 
un tuk belajar yang perlu dilakukan secara terus menerus agar proses akumulasi 
ilmu, pengetahuan dan teknologi dapat meningkat secara berkelanjutan. Krisis 
ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi-dimensional telah secara mahal 
memberikan pelajaran bagi kita, bahwa meletakkan pembangunan ekonomi 
sebagai dominasi tunggal dalam pembangunan suatu bangsa akan mengaki­
batkan kerapuhan pada sendi-sendi kehidupan bangsa yang pada akhirnya ber­
ujung pada krisis sosial. 
Di samping itu, lemahnya daya tab an bangs a Indonesia dalam menghadapi 
krisis moneter dan lambatnya pemulihan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari 
rapuhnya pranata ekonomi yang tidak didukung oleh pranata sosial yang me­
madai. Pembangunan ekonomi yang dilakukan selama ini lebih berorientasi 
pada pertumbuhan sehingga kurang memperhatikan sisi pemerataan dan sta­
bilitas. Kondisi inilah yang kemudian dikenal sebagai anomie dalam kebudayaan 
sehingga bangsa Indonesia kehilangan "panutan" dalam menjalani kehidup­
annya (disorientai nilai), yang pada titik kulminasinya menjadi kondisi yang 
anarkhis. 
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Berdasarkan alasan tersebut, maka era dominasi tunggal ekonomi dalam 
pembangunan nasional harus ditinggalkan, dan disempurnakan dengan era 
pembangunan yang menjamin terjadinya keseirnbangan dan keserasian gerak 
dari semua aspek kehidupanan masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan 
mengacu pada konsepsi kebudayaan dari Malinowski, Koen(jaraningrat (1985) 
mengidentiflkasi tujuh buah unsur universal kebudayaan, yaitu: (1) bahasa, (2) 
sistem teknologi, (3) sistem mata pencaharian hidup a tau ekonomi, ( 4) organisasi 
sosial, (5) sistem pengetahuan, (6) religi, dan (7) kesenian. Ketujuh unsur ke­
budayaan itulah yang pada dasarnya akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai 
yang dimiliki oleh masyarakat, yang selanjutnya akan membentuk pranata sosial. 
Berdasarkan konsepsi terse but, konsep kebudayaan memiliki ruang lingkup 
yang sangat luas yang meliputi seluruh aspek yang ada dalam kehidupan man usia. 
Bahkan ekonomi sekalipun sebagai sistem mata pencaharian merupakan salah 
satu bagian dari sistem kebudayaan. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi 
baru bisa berhasil dan berkelanjutan jika mempertimbangkan aspek-aspek ling­
kungan sekitar (nature), budaya, tradisi dan jati diri bangsa (nationa/iry) atau aspek 
kebudayaan secara holistik. Sifat cara pan dang holistik ini meletakan kebudayaan 
sebagai dasar dan sekaligus kendali agar pembangunan selalu berjalan sesuai 
dengan nilai-nilai dan tatanan keseirnbangan dan keserasian. Oleh karena itu 
di masa depan, kita dituntut untuk meletakkan kebudayaan sebagai landasan 
yang memberikan jiwa dan semangat, dan sekaligus kendali roda pembangunan 
sehingga kebudayaan tidak sekedar hanya sebagai industri mengenai suatu 
produk kreatif masa lalu. 
Sehubungan dengan tersebut, maka tidak berlebihan apabila dalam Ren­
cana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menempatkan kebuda­
yaan sebagai salah satu alat ukur tercapainya tujuan pembangunan yaitu untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, 
berbudaya, dan beradab. 
III. Tantangan Pembangunan Kebudayaan 
Kebudayaan merupakan nilai-nilai abstrak (potensial), namun hal tersebut 
dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan rii/ (manifest). Kebudayaan masyarakat 
senantiasa memiliki keunikan dan keunggulan yang mampu menjadi modal 
sosial (sotial tapita�. Nilai-nilai budaya bangsa sebagai modal sosial tampak jelas 
ketika terjadi berbagai bencana di Indonesia, baik bencana alam maupun ben-
35 
:Nina Sardjunani 
cana karena ulah manusia. Hal tersebut tampak dalam wujud kesetiakawanan 
sosial. Nilai kesetiakawanan sosial ini muncul tanpa harus digalang oleh pe­
merintah. Sayangnya, aktualisasi nilai dan kekayaan budaya sebagai modal sosial 
terse but baru muncul disaat bangsa mengalami kesulitan seperti terjadinya ben­
cana dan kurang bergema dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita 
semua ditantang untuk menyusun semacam rekayasa sosial (sotial engineerinj) 
dalam bentuk strategi pembangunan kebudayaan yang mampu mengaktuali­
sasikan potensi kebudayaan menjadi suatu sumberdaya permanen yang dapat 
dikelola setiap saat, sebagaimana layaknya sumberdaya lainnya. Apabila hal 
tersebut dapat diwujudkan, diharapkan modal sosial tersebut dapat digunakan 
sebagai substitusi dan sekaligus sebagai komplemen terhadap monetary capital. 
Dalam konteks terse but, pembangunan kebudayaan dihadapkan pada be­
berapa tantangan aktualisasi. Pertama, mengeksplorasi nilai-nilai dan kekayaan 
budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat untuk didayagunakan sehingga 
bermanfaat bagi semua bidang pembangunan nasional. Di dalam proses eks­
plorasi ini terjadi proses penemuan-penemuan dan sekaligus seleksi nilai-nilai 
dan kekayaan budaya positif yang dapat mendorong upaya pembangunan na­
sional. Kedua, memobilisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai dan kekayaan 
budaya yang asalnya berserak dan masih berupa kekuatan abstrak menjadi 
kekuatan yang besar dalam bentuk modal sosial. Ketiga, mengalokasikan nilai­
nilai dan kekayaan budaya yang sudah termobilisasi sebagai kekuatan riil pada 
semua bidang· pembangunan nasional sehingga menjadi "daya pendorong" 
bagi keberhasilan setiap bidang pembangunan. Keempat, meningkatkan kemam­
puan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang kasat mata (tangible) dan 
yang tidak kasat mata (intangible), terutama dalam peningkatan kualitas penge­
lolaan yang berlandaskan pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pe­
merintah dan masyarakat terhadap nilai dan kekayaan budaya. 
IV. Arab Kebijakan Pembangunan Kebudayaan 
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025 mengamanatkan bahwa arab kebijakan pembangunan antara lain adalah 
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbu­
daya, ditandai oleh (a) terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, 
dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan 
masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi 
iptek; dan (b) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam mening­
katnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperln .1t 
jati diri dan kepribadian bangsa. 
Terciptanya kondisi masyarakat yang bermoral dan beretika sangat penting 
bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang 
rasa, dan harmonis. Di samping itu kesadaran akan budaya memberikan arah 
bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan 
kekayaan budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis se­
hingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara 
positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. 
Pembangunan dan pemantapan jatidiri bangsa ditujukan untuk mewujud­
kan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. 
Jatidiri terse but merupakan kombinasi an tara nilai luhur bangs a, seperti religius, 
kebersamaan dan persatuan--dan nilai modern yang universal-seperti etos 
kerja dan prinsip tata kepemerintahan yang baik. Pembangunan jatidiri bangsa 
tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai 
budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai mo­
dern yang membangun. 
Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar bangsa 
Indonesia menguasai iptek serta mampu berjaya di era persaingan global. Pe­
ngembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghar­
gaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan 
menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif 
dalam rangka pengembangan tradisi iptek, bersam�an dengan mengarahkan 
budaya konsumtif menuju budaya produkti£ Bentuk-bentuk pengungkapan 
kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan 
keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional. Pengembangan iptek 
serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan 
peradaban manusia. 
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2004-2009, pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur 
dilaksanakan untuk mencapai sasaran: 
1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat. 
2. Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 
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berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 
3. Semakin berkembangnya pen era pan nilai baru yang positif dan produktif 
dalam rangka memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap 
aspek kebijakan pembangunan; dan 
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya. 
Untuk mewujudkan sasaran tersebut maka arah kebijakan yang dilakukan 
adalah: 
1. Mengembangkan modal sosial dengan mendorong terciptanya ruang yang 
terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan; 
2. Mendorong percepatan proses modernisasi yang dicirikan dengan terwu­
judnya Negara kebangsaan Indonesia modern yang berkelanjutan, dan me­
nguatnya masyarakat sipil; 
3. Reaktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai salah satu dasar pengembangan 
etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional; dan 
4. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk-produk 
dalam negeri. 
Dalam tataran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, pembangun­
an kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dilaksanakan untuk 
mencapru sasaran: 
1. Terwujudnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya karakter dan jati 
diri bangsa yang ditandai dengan kecintaan terhadap kebudayaan Indone­
sia dalam menghadapi arus globalisasi. 
2. Meningkatnya kesadaran budaya yang ditandai dengan sikap saling meng­
hormati dan menghargai keberagaman budaya dalam rangka memperkukuh 
NKRI. 
3. Terbentuknya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka 
memantapkan budaya nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan 
pembangunan. 
4. Terpeliharanya kerjasama yang sinergis antar pihak terkait dalam upaya 
pengelolaan kekayaan budaya. 
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas dan merujuk pada RPJMN 
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2004-2009 maka kebijakan pembangunan kebudayaan yang akan ditempuh 
pada tahun 2009 mencakup: 
1. Meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman buda, a 
dan menciptakan keserasian hubungan baik antarunit sosial dan budaya 
maupun an tara budaya lokal dan budaya nasional, dalam bingkai keutuhan 
NKRI, melalui (a) penyelenggaraan berbagai dialog kebudayaan dan ke­
bangsaan; (b) pengembangan dan pelestarian kesenian; (c) pengembangan 
galeri nasional, perfilman nasional, dan penyelenggaraan sensor film; (e) 
pendukungan pengembangan keragaman budaya daerah; dan (f) pendu­
kungan pengelolaan taman budaya daerah. 
2. Memperkukuh jati diri dan ketahanan budaya nasional untuk menangkal 
penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi teradopsinya 
budaya asing yang bernilai positif dan produktif, melalui (a) pembangunan 
karakter dan pekerti bangsa; (b) pelestarian dan pengaktualisasian nilai­
nilai tradisi; (c) pengembangan masyarakat adat; (d) pengembangan nilai 
budaya daerah; (d) penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan informasi 
kepada masyarakat; dan (e) memanfaatkan naskah kuno nusantara. 
3. Meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem 
pengelolaannya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana 
edukasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan, melalui (a) pemahaman 
terhadap nilai sejarah dan geografi sejarah; (b) pengelolaan peninggalan 
kepurbakalaan dan peninggalan bawah air; (c) pengembangan permuseum­
an; dan (d) pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno. 
V. Program Pembangunan Kebudayaan 
Berdasarkan arah kebijakan tersebut, dalam operasionalisasinya dilak­
sanakan melalui 3 program yaitu: 
1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 
Program ini bertujuan untuk menciptakan keserasian hubungan antarunit 
sosial dan antarbudaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman 
konflik sekaligus untuk memperkuat NKRI. 
2. Program Pengembangan Nilai Budaya 
Program ini bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa (identitas na­
sional) dan memantapkan budaya nasional. Tujuan tersebut dicapai antara 
lain melalui upfiya memperkokoh ketahanan budaya nasional sehingga 
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mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan 
memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif 
dan produktif. Di samping itu, diupayakan pula pembangunan moral bangs a 
yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, 
disiplin, etos kerja, gotong-royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu 
dan tanggungjawab. 
3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan 
masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat 
mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible). 
VI. Penutup 
Mengingat pentingnya peran kebudayaan dalam Pembangunan Nasional, 
kedepan diharapkan semua stakeholder dapat secara bersama-sama menyusun 
strategi yang terbaik dalam pembangunan dengan memperhatikan keberpihakan 
pada masyarakat dan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan wisata dan 
budaya. Posisi strategis kebudayaan dalam pembangunan Indonesia jelas nyata 
tetapi yang mendesak untuk dilakukan adalah bagaimana kita memposisikan 
kebudayaan Indonesia dalam pergeseran pola globalisasi dunia secara baik, 
tepat dan benar. Untuk itu diperlukan pemahaman yang sama bagi seluruh 
elemen stakeholders kebudayaan untuk pengembangan kebudayaan nasional. 
Untuk mewujudkan kebijakan terse but diperlukan optimalisasi koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi dengan mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada 
dengan memformulasikan metode yang tepat sehingga elemen kebudayaan 
dapat berperan aktif didalamnya. Berdasarkan hal tersebut diharapkan semua 
jajaran Kementerian/Lembaga yang menangani Kebudayaan dan Pariwisata 
berikut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kebudayaan dan 
Pariwisata di seluruh Indonesia beserta seluruh elemen terkait harus menya­
makan visi dan menyatukan langkah dengan menyikapi secara bijak semua 
perbedaan pendapat demi pembangunan kebudayaan khususnya dalam rangka 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kedua Tahun 
2010-2014. 
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KONSEP TATA RUANG BERBENDA 
CAGAR BUDAY A* 
ImanErnawi 
I. LA TAR BELAKANG 
Dalam Undang Undang No. 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang dinya­
takan bahwa ruang mengandung pengertian sebagai "wadah yang meliputi ruang 
daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat 
manusia dan mahluk lainnya hidup, melakukan kegiatan serta memelihara ke­
langsungan hidupnya. Untuk itu maka ruang perlu dimanfaatkan dengan sebaik­
baiknya dan seeara arif agar kehidupan manusia dapat tetap berlangsung dengan 
baik. 
Ruang bersifat terbatas dan relatif tetap, sedangkan manusia beserta aktivi­
tasnya berkembang dengan pesat, yang tentunya memerlukan ketersediaan ru­
ang yang semakin meningkat pula. Untuk itu ruang perlu dikelola dengan baik, 
agar tidak terjadi konflik antara kebutuhan akan ruang dengan ketersediaan 
ruang, dan alat yang dapat dipakai untuk mengelola ruang seeara baik tersebut 
adalah reneana tata ruang. Dengan demikian maka jelas bahwa reneana tata 
ruang merupakan awal dari upaya untuk menjaga dan memanfaatkan ruang 
seeara baik. Reneana tata ruang yang baik harus disusun dengan berpedoman 
pada kaidah-kaidah penataan ruang, dalam rangka mewujudkan ruang nus an tara 
yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan . 
Di dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan 
bahwa penataan ruang harus memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber 
daya manusia dan sumber daya buatan. Salah satu bentuk potensi tersebut 
adalah benda eagar budaya. Benda eagar budaya seperti diamanahkan dalam 
Disampaikan pada acara Kongres IAAI 2008 dan PIA XI Surakarta, 13-16 Juni 2008 
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Undang- Undang N omor 5 Tahun 1992 ten tang Benda Cagar Budaya, adalah: 
a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan 
atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur 
sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang 
khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, 
serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan 
dan kebudayaan; 
b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan. 
Selain itu terdapat pula situs, yang merupakan lokasi yang mengandung 
atau diduga mengandung benda eagar budaya termasuk lingkungan yang 
diperlukan bagi pengamanannya. 
Dalam UU No.5 Tahun 1992, dinyatakan bahwa benda eagar budaya 
dikuasai oleh negara dan pengelolaannya menjadi tangg.ungjawab pemerintah, 
tetapi keberadaan situs menjadi tangg.ungjawab semua pihak. Masyarakat, 
kelompok atau perorangan dapat berperan aktif melindungi pusaka arkeologi 
untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Perlu pula mengenali dan meng­
hargai hak dan potensi masyarakat serta melakukan upaya pendampingan guna 
menguatkan kembali keberdayaan dalam melestarikan dan memanfaatkan 
pusaka untuk kesejahteraan yang berkelanjutan. 
Terminologi dalam kegiatan mempertahankan pelestarian budaya adalah 
konservasi dan preservasi. Konservasi atau pelestarian adalah semua kegiatan 
perawatan suatu tempat untuk mempertahankan signiflkasi budayanya. Signi­
flkasi budaya sendiri adalah kegiatan perawatan dan keselarasan dengan keada­
annya, dan meneakup kegiatan preservasi, restorasi, rekonstruksi dan adaptasi. 
Adapun preservasi adalah upaya untuk mempertahankan keutuhan suatu 
tempat seperti apa adanya dan memperlambat penurunan kondisi tersebut. 
Benda eagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting 
artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan 
kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesa­
daran jatidiri bangs a dan kepentingan nasional. Hal ini dipertegas oleh Undang­
Undang Penataan Ruang dengan memasukkan kawasan berbenda eagar budaya 
kedalam klasiflkasi kawasan strategis, yaitu wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karen a mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kehidupan 
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sosial dan budaya. 
Keberadaan benda eagar budaya memberikan eiri khas keunikan suatu 
kota sehingga tidak jarang membuat kota terse but menjadi daerah tujuan wisa�-.. 
Adanya kegiatan wisata akan memaeu tumbuhnya kegiatan ekonomi yang 
mendukung kegiatan tersebut, seperti jasa penginapan, jasa transportasi lokal, 
perdagangan (art shop) dan sebagainya. Oleh karena itu benda eagar budaya 
menjadi perlu benar-benar diperhatikan, karena selain menjadi aset budaya 
yang perlu diapresiasi dan dilestarikan juga menjadi potensi ekonomi lokal. 
Namun pada kenyataannya, tidak sedikit peninggalan sejarah berupa benda 
maupun bangunan-bangunan tua yang ditelantarkan. Bahkan, yang ironis, satu 
per satu bangunan yang seharusnya menjadi eagar budaya mulai hilang, diganti 
dengan_bangunan komersial baru yang modern dan megah. Pelan namun pasti, 
benda-benda atau bangunan-bangunan tua yang memiliki nilai-nilai budaya, 
yang semestinya dilindungi, mulai tergusur, dan kawasan yang seharusnya diper­
tahankan peruntukkannya sebagai kawasan budaya, tak lagi steril dari pengaruh 
kekuatan komersial. Beberapa kasus dapat digambarkan sebagai berikut: 
•Candi Borobudur merupakan salah satu benda eagar budaya yang sudah diakui 
dunia, namun demikian keberadaan benda eagar budaya tersebut dinilai 
kurang mendapat perlindungan. UNESCO sebagai badan yang memberi 
perhatian khusus kepada kawasan warisan dunia, menilai bahwa Candi 
Borobudur dan sekitarnya mengalami degradasi lingkungan, yaitu dilihat 
dari lingkungan yang tidak tertata dan eenderung kumuh akibat jumlah 
wisatawan yang berlebihan baik lokal maupun maneanegara yang memberi 
beban bagi Candi Borobudur, dan selain itu keberadaan pedagang kaki 
lima disekitar area eandi membuat kondisi kawasan Candi menjadi semrawut 
terutama di area pintu masuk. 
•Kota Surakarta dikenal sebagai kota lama yang masih kental dengan nuansa 
budaya tradisional, di antaranya, lingkungan Keraton Kasunanan dan 
Mangkunegaraan. Di kota Surakarta terdapat kawasan Gladak dimana ter­
dapat Benteng Vastenburg yang didirikan oleh Gubernur Jenderal Baron 
Van Imhoff pada tahun 1775-1779 atau 32 tahun setelah berdirinya Sura­
karta, selain itu juga terdapat bangunan Bank Indonesia sampai Pasar Gede 
Hardjonagoro yang merupakan bangunan kuno yang dipengaruhi napas 
arsitektur kolonial. Namun demikian, lam bat laun kawasan Gladak berubah 
menjadi kawasan yang gersang dan kehilangan kualitas makna sinibolis 
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keasrian sejarahnya. Kondisi ini ditemukan di situs bangunan Benteng 
Vas ten burg peninggalan Belanda. Sejak tahun 1980-an bangunan Benteng 
tertutup rapat dengan pagar seng yang mengelilingi lahan seluas 40.672 
meter persegi. Banyak warga Surakarta tidak tahu, ketidakterawatan situs 
yang berumur lebih dari 230 tahun ini membentuk area mati di tengah 
kebisingan pusat kota. 
•Stasiun Surabaya Kota yang populer dengan nama Stasiun Semut, dibangun 
pada tahun 1870 dan diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878. Dengan me­
ningkatnya penggunaan kereta api, pada tanggal 11 November 1911 ba­
ngunan stasiun ini mengalami perluasan hingga ke bentuknya yang sekarang. 
Stasiun kereta api ini ditetapkan sebagai eagar budaya oleh Walikota Sura­
baya dengan Surat Keputusan Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 tanggal 
26 September 1996, stasiun ini ditetapkan sebagai bangunan yang harus 
dipertahankan bersama 60 bangunan lainnya di kota Surabaya. N amun 
demik.ian keberadaan dan keaslian lanskap stasiun ini terancam sejalan 
dengan adanya rencana pembangunan pusat perbelanjaan dan kawasan 
pertokoan. 
•Sobokarti, pus at kegiatan kesenian tradisional di Kota Semarang yang memi­
liki ciri khas keunikan gedung teater zaman Belanda yang masih alami dan 
sangat representatif, sekarang ini kurang mendapat perhatian dan terkesan 
terlantar. 
•Kota Tua Jakarta yang mempunyai nilai sejarah dalam perkembangan kota 
Jakarta mengalami penurunan kualitas lingkungan fisik yang ditunjukkan 
dengan bangunan yang tidak teratur dan banyak yang tidak terawat, serta 
kurangnya penyediaan prasarana dan sarana. 
II. PERAN PENATAAN RUANG DALAM 
PEMANFAATAN BENDA CAGAR BUDAY A 
Pada dasarnya setiap kota memiliki sejarah dan karakteristik yang menjadi 
ciri khas keunikan, baik pola atau bentuk tertentu, yang keberadaaannya mencer­
minkan citra kota (image of the tity) itu sendiri. Untuk itu penataan ruang harus 
mampu mengakomodir hal tersebut, sehingga ciri khas keunikan kota dapat 
dipertahankan dan dikembangkan. Lebih jauh lagi, keunikan tersebut dapat 
menjadi daya tarik pariwisata yang dapat membangkitkan kegiatan ekonomi 
lokal, sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan cara yang 
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tentunya sesuai arahan reneana tata ruang. 
Sebagai eontoh adalah Kawasan Braga eli Bandung yang merupakan salah 
satu icon Kota Bandung. Wilayah jalan Braga eli kota Bandung terkenal sebagai 
daerah komersial elit pada zaman Kolonial Belanda dulu. Penataan khas ]alan 
Braga seperti kota-kota tua eli Eropa yang bereampur dengan unsur alarniah 
lokal, menjadikannya prestisius seperti Orchad Road eli Singapura ataupun Ginza 
eli Tokyo. Namun hingga akhir tahun 70-an, popularitas kawasan Braga me­
mudar seiring bergulirnya pusat perbelanjaan gaya baru seperti mal,jactory out­
let (PO), dan plaza. Padahal lokasinya yang straL�..."' r1i tengah kota dan terletak 
eli lingkungan bernilai historis memiliki peluang menjaeli tempat yang menarik. 
Kemuelian pada tahun 2004 kawasan ini dikembangkan dengan prinsip urban 
revitalization yang berpegang teguh pada karakter memorial yang ada. Tema 
yang eliangkat adalah pejalan kaki, sehingga eliberi nama Braga City Walk. Suasana 
yang ingin elitampilkan tidak seperti layaknya mal tetapi suasana berbelanja 
seperti pada kota-kota eli Eropa dengan identitas utama art deco-nya. Pemerintah 
Kota Bandung terlihat ikut mendukung konsep ini dengan memperbesar pe­
destrian yang dulunya 2 meter menjaeli 2,5 meter eli kedua sisi Jalan Braga. 
Diharapkan Braga City Walk ini dapat menyatu dengan lingkungan eli sekitarnya, 
dan menjaeli lokomotif penggerak bagi kawasan Braga untuk hidup kembali. 
Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kawasan berbenda eagar budaya tidak 
hanya untuk elipertahankan dan konservasi saja, namun sebaliknya, perlu dikem­
bangkan dengan konsep yang lebih up to date dan dilengkapi kegiatan-kegiatan 
pendukung yang sesuai dengan peruntukannya, tanpa meninggalkan bentuk 
awalnya. 
Namun demikian pada praktiknya eli lapangan, tidak jarang terjaeli benturan 
antara kebutuhan ekonomi pembangunan dan kepentingan sejarah pelestarian 
wilayah eagar budaya. Permasalahan yang dihadapi kawasan berbenda eagar 
budaya seringkali akibat benturan antara perkembangan kegiatan perkotaan 
dan kebutuhan ekonomi pembangunan yang eenderung berorientasi ekonomi 
dengan kepentingan sejarah pelestarian wilayah eagar budaya, yaitu seperti yang 
telah eliuraikan eliatas mengenai permasalahan-permasalahan yang elialarni oleh 
berbagai BCB yang ada. 
Dengan melihat berbagai potensi bagi perlindungan dan pengembangan 
BCB, namun dilain pihak ban yak pula permasalahan yang dihadapi, maka BCB 
perlu clilindungi. Adapun tujuan dilakukan perlindungan benda eagar budaya 
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dan juga situs adalah untuk melestarikan dan memanfaatkannya untuk me­
majukan kebudayaan nasional Indonesia. Pelestarian benda eagar budaya dapat 
dilakukan dengan : 
a. Mempertahankan keaslian kawasan dan atau bangunan eagar budaya yang 
mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; 
b. Memulihkan keaslian kawasan dan atau bangunan yang mengandung 
sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; 
c. Melindungi dan memelihara kawasan dan a tau bangunan eagar budaya dari 
kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses 
alam; 
d. Mewujudkan kawasan dan atau bangunan caga1; budaya sebagai kekayaan 
budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya 
dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif 
Kota. 
III. SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG 
Dalam UU no. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa 
rencana tata ruang disusun secara berjenjang, mulai dari Rencana Tata Ruang 
yang bersifat makro pada tataran nasional yang disebut Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (RTRWN) sampai dengan rencana tata ruang pada tataran 
wilayah kota yang disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota). 
Namun demikian, setiap tahapan rencana terse but, mulai dari RTRWN, RTRW 
Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota harus saling komplementer. Kebijakan­
kebijakan serta program yang telah ditetapkan pada tataran yang lebih tinggi 
harus termuat didalam RTRW dibawahnya. Dengan demikian bila pada tataran 
nasional a tau provinsi diidentifikasi adanya benda eagar budaya dan dinyatakan 
sebagai kawasan strategis nasional/provinsi, apabila lokasi benda eagar budaya 
tersebut berada didalam suatu kota maka dalam RTRW Kota tersebut harus 
ditegaskan mengenai keberadaan benda eagar budaya terse but sebagai kawasan 
strategis nasional/provinsi. Selain itu bila di kota terdapat pula benda eagar 
budaya dalam skala kota dan dinyatakan sebagai kawasan strategis, maka didalam 
RTRW Kota hal tersebut pun harus dinyatakan secara tegas sebagai kawasan 
strategis kota. Keberadaan kawasan strategis nasional/provinsi/kota dengan 
benda eagar budaya sebagai objekl tersebut, selanjutnya dapat menjadi salah 
satu unsur pembentuk struktur kota. 
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Selanjutnya keberadaan kawasan strategis nasional/?rovinsi/kota dengan 
benda eagar budaya sebagai focal pointnya terse but perlu diatur dalam rencana 
detail tata ruang kota (RDTR Kota) dan peraturan zonasinya agar keberadaan 
kawasan benda eagar budaya terse but dapat menonjol dan menjadi objek yang 
menarik. 
IV. KONSEP TATA RUANG KOTA BERBENDA 
CAGAR BUDAYA 
Kawasan berbenda eagar budaya sebagai aset ucrnilai tinggi dimana di 
dalamnya terdapat elemen-elemen pembentuknya seperti bangunan, ruang ter­
buka, beserta infrastrukturnya yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan 
identitas dan menunjukkan karakter tertentu yang perlu tetap dijaga dan 
dipelihara. 
Untuk mengembangkan kembali kawasan berbenda eagar budaya yang 
kualitas ruangnya mulai menurun dapat dilakukan melalui langkah-langkah se­
perti revitalisasi dan konservasi. Dalam kaitannya dengan upaya revitalisasi 
dan konseravasi benda eagar budaya pada tataran kota, maka selanjutnya Renca­
na Tata Ruang Wilayah Kota atau rencana tata ruang perkotaan didalam wilayah 
kabupaten harus dirinci kedalam rencana detail (RDTR) yang dilengkapi dengan 
peraturan zonasi, agar bersifat operasional. Dalam RDTR dan peraturan zonasi 
terse but diatur rencana pemanfaatan ruang dalam skala rinci, termasuk rencana 
pemanfaatan ruang secara rinci untuk lebih menonjolkan benda eagar budaya 
yang ada di kota, dan kemudian dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan 
pengendalian pemanfaatan ruang, untuk mengatur fungsi-fungsi bangunan yang 
boleh atau tidak boleh ada dalam kawasan sekitar benda eagar budaya, untuk 
mengatur kepadatan bangunan yang ditunjukan dengan ketentuan KDB, untuk 
mengatur ketinggian bangunan yang ditunjukan dengan ketentuan KLB, untuk 
mengatur jarak bangunan yang ditunjukan dengan ketentuan garis sempadan 
bangunan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan. 
Untuk menunjang perwujudan rencana terse but, selanjutnya perlu dikem­
bangkan pola insentif dan disinsentif, yaitu kebijakan-kebijakan untuk men­
dorong perwujudan kegiatan-kegiatan yang memang diarahkan untuk 
berkembang untuk menunjang pengembangan kawasan berbenda eagar budaya 
tersebut, dan sementara itu menghambat kegiatan-kegiatan yang dapat meng­
ganggu fungsi kawasan. Beberapa contoh pola insentif dan disinsentif yang 
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dapat clikemhangkan misalnya sehagai herikut : 
• Melarang peruhahan fungsi hangunan di sekitar kawasan her henda eagar 
hudaya yang dapat menunjang karakter kawasan her henda eagar hudaya, 
dan kepada pemilik hangunan diherikan pengurangan atau pemhehasan 
pemhayaran PBB. 
• Mendorong herkemhangnya kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang karakter 
kawasan her henda eagar hudaya melalui penyediaan sarana dan prasarana 
yang memadai. 
•Mengemhangkan kehijakan-kehijakan yang dapat menunjang pelaksanaan 
transfer of development right (IDR). 
Setelah adanya RTRW Kota, RDTR yang dilengkapi dengan peraturan 
zonasi, serta pola insentif dan disinsentif, langkah herikutnya yang perlu dilaku­
kan adalah mengemhangkan sanksi hila terjadi pelanggaran terhadap reneana 
serta aturan yang telah ditetapkan tersehut. Perumusan sanksi tersehut dapat 
dilakukan dengan mengacu pada UU no. 26 tahun 2007 ten tang Penataan Ruang 
dan disesuaikan dengan kondisi kemasyarakatan yang herkemhang. 
Beherapa contoh dari upaya pengamanan dan pengemhangan kawasan 
herhenda eagar hudaya adalah sehagai herikut : 
V. STUDI KASUS KAWASAN CANDI 
BOROBUDUR DAN BENTENG 
VASTENBURG 
Berikut akan disampaikan heherapa eontoh pengaturan seeara ruang ter­
hadap kawasan herhenda eagar hudaya, yaitu pertama Kawasan Candi Boro­
hudur walaupun tidak herada dalan kawasan perkotaan namun dapat mem­
herikan eontoh gamharan penanganan kawasan her-henda eagar hudaya seeara 
ruang, dan yang kedua Kawasan Benteng Vanstenburg di Kota Solo. 
A.Kasus Kawasan Candi Borobudur 
1. Latar Belakang 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 26 tahun 20008 ten tang Reneana 
Tata Ruang wilayah Nasional, Kawasan Borobudur termasuk dalam 
kawasan strategis nasional, dalam arti penataan ruangnya diprioritaskan 
karena mempunyai pegaruh sangat penting seeara nasional khususnya 
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terhadap aspek sosial dan budaya . Pada tahun 1991, UNESCO 
memasukkan Candi Borobudur ke dalam daftar warisan dunia dengan 
nomor C 592. 
Dalam perkembangannya Candi Borobudur dan sekitarnya mengalami 
degradasi lingkungan. Ini dilihat dari kondisi lingkungan Candi Borobudur 
yang tidak tertata dan kumuh. Jumlah wisatawan yang berlebihan baik 
lokal maupun mancanegara memberi beban bagi Candi Borobudur. Area 
pintu masuk nampak kumuh dan tidak tertata akibat bertumpuknya 
wisatawan dan para pedagang. Hal ini ditambah lagi dengan penataan 
PKL di sekitar candi yang semrawut. 
Lemahnya jejaring (linkage) Candi Borobudur dengan potensi-potensi di 
sekitar kawasannya seperti aktifitas sosial, ekonomi lokal, budaya, pariwisata 
dan lainnya mengakibatkan kegiatan wisata hanya terkonsentrasi pada Candi 
Borobudur. Ini yang mengakibatkan candi ini terisolasi dengan lingkungan 
luar (isolated statue). 
Selain itu, di kawasan Borobudur kecenderungan perkembangan kawasan 
lebih dominan berciri kawasan perkotaan, yang sebenarnya tidak sesuai 
dengan ciri lingkungan kawasan Candi Borobudur yang bercirikan rural 
area. Saat ini, pada kawasan Borobudur tumbuh dengan pesat bangunan­
bangunan komersil yang menjamur membentuk kawasan perdagangan. 
Selain tidak tertata, kawasan ini juga membentuk kualitas lingkungan yang 
buruk, perubahan skenik dan orientasi, sirkulasi yang tidak memadai, dan 
sebagainya. Akibatnya, pembangunan yang terjadi cenderung mengancam 
keberadaan Candi Borobudur. 
U ntuk itu perlu dilakukan penataan ruang yang dapat menjarnin keberadaan 
dan revitalisasi Kawasan Candi Borobudur. 
2. Aspek Penataan Ruang dalam Penataan Kawasan Candi Borobudur 
Dalam pengatur:mnya Kawasan Candi Borobudur dibagi kedalam 
beberapa blok yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang layak untuk 
dikembangkan di masing-masing blok tersebut, agar secara keseluruhan 
terbentuk pemanfaatan ruang yang menunjang kawasan Candi Borobudur 
sebagai objek wisata. Pengaturan blok berikut arahan pemanfaatan ruang 
untuk masing-masing blok adalah sebagaimana peta di halaman berikut. 
Selanjutnya dilakukan pengaturan mengenai besaran dan ketinggian 
bangunan yang berada di sekitar Candi Borobudur agar tidak mengganggu 
49 
Virel(tur Jentiera[ Penataan 'l(uang Vepartemen PeKf_rjaan 1.1mum 
keberadaan Candi, yang ditunjukan dengan pengaturan KDB, KLB, KDH, 
serta garis sempadan bangunan. 
Beberapa contoh pengaturan KDB, KLB, KDH, serta garis sempadan 
bangunan antara lain sebagai berikut: 
o Tinggi bangunan pada kawasan disekitar Candi Borobudur ditetapkan 
maksimal 7 meter (2lantai) 
o Tampilan bangunan diisyaratkan memiliki langgam arsitektur tradisional 
Jawa a tau vernakuler tradisional Jawa. 
o Segala bentuk reklame dan penempatannya tidak boleh menghalangi 
pandangan/vista ke arah Candi Borobudur. Area Candi Borobudur, 
Pawon dan Mendut merupakan kawasan-kawasan yang terlarang adanya 
pemasangan tata informasi. 
3. Implikasi yang Harus Dilakukan · 
Selanjutnya rencana pemanfaatan ruang kawasan Candi Borobudur berikut 
peraturan zonasinya sebagai kawasan strategis nasional harus ditetapkan 
aspek legaknya dengan Peraturan Presiden agar mengikat di dalam pelak­
sanaannya. Dengan adanya pengaturan-pengaturan tersebut maka selan­
jutnya pelaksanaan pengembangan Kawasan Candi Borobudur yang dilak­
sanakan oleh semua stakeholders harus mengacu kepada rencana pemanfaatan 
ruang yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi pelanggaran maka kepada 
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pelanggar dapat dikenakan sanksi hukurn. 
B. Kasus Benteng Vanstenburg 
1. Latar Belakang 
Benteng Vastenburg didirikan oleh 
Jenderal Baron Van Imhoff pada 
tahun 1745 sebagai benteng per­
tahanan tentara Hindia Belanda 
wilayah Jawa Tengah. Benteng di­
dirikan di pusat Kota Surakarta, 
dekat dengan Keraton Kasunanan 
agar dapat lebih mudah mengawasi 
gerak gerik Keraton Kasunanan 
Surakarta. 
Benteng ini dahulu merupakan benteng pertabanan yang berkaitan dengan 
rumah Gubernur Belanda. Benteng dikelilingi oleh kompleks bangunan 
lain yang berfungsi sebagai bangunan rumab tinggal perwira dan asrama/ 
mess perwtra. 
Namun demikian, sejak tabun 1980-an bangunan tersebut tertutup rapat 
dengan pagar seng yang mengelilingi laban seluas 40.672 meter persegi. 
Bangunan yang sudab berumur lebih dari 230 tahun, dan merupakan bagian 
sejarah bangsa Indonesia khususnya bagian sejarab awal keberadaan Kota 
Surakarta ini menjadi area mati di tengab kebisingan pusat kota. 
2. Aspek Penataan Ruang dalam Penataan Kawasan Benteng Vanstenburg 
Benteng Vastenburg sangat potensial untuk upaya pengembangan melalui 
usaha pelestarian. Dengan fisik tapak yang letaknya strategis di tengah 
kota dan memiliki laban luas, kompleks ini dapat dimanfaatkan sebagai 
ruang umum bagi semua warga Surakarta dan ditata sebagai ruang publik 
taman kota yang asri dengan bangunan utamanya sebagai elemen fasilitas 
umum. 
Kegiatan penataan ruang diperlukan untuk menjamin keberadaan dan 
revitalisasi Kawasan Benteng Vastenburg. Penataan Ruang dapat dilakUkan 
melalui pengaturan blok peruntukkan berikut araban pemanfaatan ruang 
untuk masing-masing blok sebagaimana ditunjukkan peta berikut. 
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Zona pengembangan eli Kawasan Benteng Vastenburg clibagi berdasarkan 
kegiatan, yang meliputi zona eagar budaya, zona komersial, zona pelayanan 
dan zona perumahan. 
Selanjutnya dilakukan pengaturan mengenai besaran dan kecinggian 
bangunan melalui pengaturan KDB, KLB, KDH, serta garis sempadan 
bangunan. Beberapa contoh pengaturan KDB, KLB, KDH, serta garis 
sempadan bangunan antara lain sebagai berikut: 
• Pengaturan KDB clisesuaikan dengan fungsi kawasan serta fungsi 
jaringan jalan yang ada, dan ditetapkan agar tidak mengganggu 
keberadaan bangunan benteng. · Pengaturan KLB juga disesuaikan 
dengan fungsi kawasan serta fungsi jaringan jalan yang ada, dan 
clitetapkan agar tidak mengganggu keberadaan bangunan benteng.-
• Pengaturan KDH clitetapkan sesuai dengan fungsi kawasan. Kawasan 
dengan fungsi yang dapat menarik atau dikunjungi oleh banyak 
penduduk cliarahkan untuk memiliki KDH yang lebih besar. 
Pengaturan GSB clisesuaikan dengan fungsi jaringan jalan, dan khusus 
pada kawasan clisekitar benteng clitetapkan GSB yang lebih besar untuk 
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memberikan ruang terbuka yang lebih luas sehingga bangunan benteng 
bisa lebih menonjol. 
3. Implikasi yang Harus Dilakukan 
Selanjutnya rencana pemanfaatan ruang kawasan Benteng Vastenburg ber­
ikut peraturan zonasinya sebagai kawasan strategis Kota harus ditetapkan 
aspek legaknya dengan Peraturan Daerah agar mengikat didalam pelaksa­
naannya. Dengan adanya pengaturan-pengaturan terse but maka selanjutnya 
pelaksanaan pengembangan Kawasan Bentf"ng Vastenburg yang dilaksana­
kan oleh semua stakeholders harus mengacu kep<.<da rencana pemanfaatan 
ruang yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi pelanggaran maka kepada 
pelanggar dapat dikenakan sanksi hukum. 
VI. KESIMPULAN 
Kawasan her benda eagar budaya merupakan aset bangsa yang harus diper­
tahankan dan bahkan dikembangkan keberadaannya, mengingat aset tersebut 
menunjukan salah satu bukti sejarah bangsa. Upaya untuk mempertahankan 
atau bahkan mengembangkan kawasam ber-benda eagar budaya tersebut per­
tama-tama harus dilakukan melalui penataan ruang. Dalam rencana tata ruang 
wilayah kota (RTRW Kota) perlu ditunjukkan secara tegas keberadaan kawasan 
ber-benda eagar budaya terse but, dan dijadikan sebagai salah satu pusat sebagai 
pembentuk struktur kota. 
Untuk lebih mengoperasionalisasikan RTRW Kota tersebut, selanjutnya 
perlu disusun RDTR beserta peraturan zonasinya yang mengatur secara lebih 
rinci pemanfaatan ruang. Dengan adanya RDTR dan peraturan zonasi terse but 
maka kebijakan dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka memelihara 
dan mengembangkan kawasan ber-benda eagar budaya dapat ditetapkan secara 
tegas. 
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TINJAUAN KONSERV ASI ARSITEKTUR 
BATAVIASCHE KUNTSKRING* 
Arya Abieta 
1. Perkembangan kota Batavia 
Dengan clihapusnya Peraturan Sis tern Bercocok Tanam (CultuurstelseO se­
cara bertahap, sejak 1871 dan pemerintah memberlakukan peraturan baru yang 
lebih liberal, yang akan membuka kesempatan bagi siapa pun untuk menguasai 
sebidang lahan untuk dijadikan ladang agro-bisnis. Pada waktu yang sama pe­
merintah Kerajaan Belanda juga menghapus larangan memasuki wilayah Hindia 
Belanda bagi mereka yang bukan pejabat Pemerintah Jajahan. Dengan demikian 
Hindia Belanda dinyatakan sebagai wilayah terbuka. Maka ban yak warga Eropa 
ke Hindia Belanda untuk mencoba peruntungan mereka, baik dalam bidang 
agro-bisnis di atas maupun bidang pekerjaan lainnya. 
*) Makalah ini disampaikan pada Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Pertemuan Ilmiah 
Arkeologi ke-11, Solo 13-16 Juni 2008. 
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Kedatangan penduduk baru ini me­
ningkatkan kepadatan di kota-kota. Un­
tuk mengatasinya Pemerintah Kerajaan 
Belanda memperluas lingkungan per­
kotaan atau mendirikan kota-kota baru 
untuk permukiman bagi warga pen­
datang. Mereka dengan cepat tumbuh 
menjadi kelas elit baru di Indonesia, mu­
la-mula tetap bertahan dengan gaya hi­
dup Eropa namun lama-kelamaan ber-. 
kembang menjadi sebuah gaya hidup 
baru yang disebut Indo-Eropa a tau Indis. 
Di dalam gaya hidup ini termasuk per­
ubahan pada gaya bangunannya, juga pada pola perencanaan permukiman dan 
perkotaannya. 
Batavia, sebagai kota pusat perdagangan di Hindia Belanda juga mengalami 
peningkatan kepadatan penduduk, karenanya di Batavia juga merencanakan 
pengembangan dengan membangun kota kota baru untuk menampung warga 
pend a tang. 
Nieuwe Gondangdia, Menteng 
Salah satu kota yang direncanakan untuk dikembangkan adalah permu­
kiman Weltevreden dimulai dengan mengacu pada daerah pencapaian dari Konings-
Rancangan ptrtama pola jalan di Menteng 
t 
u 
Masterplan karya P A.] Moojen 
plein (sekarang dikenal dengan sebutan 
Kawasan Monas atau Medan Merdeka). 
K awasan Weltevreden ini, lama tidak 
mendapat perhatian untuk dibangun, 
meskipun dinilai memiliki potensi bagus 
karena posisi topograftnya yang relatif 
tinggi yang dapat menjamin kelancaran 
sanitasi. 
Sejak tahun 1912, Weltevreden di­
rencanakan oleh kantor pekerjaan umum 
(BOW) Batavia, sebagai pusat permu­
kiman penduduk Hindia-Belanda ketu 
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runan Eropa. Weltevreden dirancang sebagai kota baru, yang diharapkan dapat 
memberikan citra baru Batavia. 
Perancangan eli Nieuwe Gondangdia, sebagai kawasan perkembangan 
Weltevreden sudah dimulai dengan usulan teknis oleh arsitek P.A.J. Moojen eli 
tahun 1910. Rancangan Moojen berupaya untuk menciptakan konsep idaman, 
kota taman, tuinstad, garden city, yarig didominasi oleh permukiman ripe villa 
dan taman. Dari ripe villa ini diharapkan akan tercipta ruang hijau pribadi yang 
bisa memberikan kontribusi bagi lingkungan kota. Sementara eli dalam 
perancangan jalan umum, diharapkan dapat tercipta jalinan pedestrian, jalan­
jalan teduh berpohon, dan taman-taman umum . 
Pengembangan Kawasan Nieuwe Gondangdia, yang kemudian kita kenal 
sebagai kawasan Menteng Kawasan Menteng merupakan contoh nyata ber­
langsungnya perkembangan di atas. ]alan masuknya dicapai dari arah Weltevreden. 
Pola pembangunannya memakai konsep yang sekarang disebut Otorita Ka­
wasan. Kantornya didirikan tepat di mulut jalan masuk dan disebut Bouwploeg. 
Kawasan Menteng merupakan sebuah perluasan kota untuk hunian yang 
direncanakan, dengan matang, untuk pertama kalinya di Hindia Belanda, oleh 
karenanya Menteng menjadi model bagi perluasan dan pengembangan wilayah­
wilayah permukiman baru di kota-kota lain di Pulau Jawa seperri di Surabaya 
dan Semarang. 
Perkembangan kawasan Menteng dimulai dengan dibangunnya daerah se­
kitar Taman Cut Meutia dan ujung sebelah utara Jl Teuku Umar,Jl Sam Ratulangi 
dan sepanjang Jl Cut Nyak Dien. 
Kawasan Nieuwe Gondangdia, yang kemudian lebih dikenal sebagai Kawasan 
Menteng, nama ini merujuk pada kawasan permukiman yang sudah ada sebe­
lumnya, yaitu Gondangdia yang terletak persis disebelah Timur Menteng. 
Pintu masuk utama Menteng dari arah Weltevreden adalah di Jl Cut Meuria 
dengan taman ditengahnya. Terdapat dua buah bangunan indah yang seolah­
olah menjadi gerbang masuk bagi kawasan ini yaitu Gedung Bouwploeg (kini 
Mesjid Cut Meuria) dan Bataviasche Kunstkring (kini ex Kantor Imigrasi). Kedua 
bangunan tersebut dirancang oleh PAJ Moojen, seorang arsitek yang juga me­
rancang kawasan Menteng pertama kali. 
Pada perkembangan kedua Menteng yaitu sekitar tahun 1922, kawasan ini 
mulai berkembang kearah selatan dengan konsentrasi tetap pada sisi utara­
timur kawasan. Pada masa ini, pola kawasan Menteng berubah menurut ran-
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cangan F Kubatz, seorang ar­
sitek yang elitugaskan untuk 
rnenyernpurnakan rancangan 
kawasan Menteng oleh 
Gemeente Batavia. 
Setelah itu pada sekitar 
tahun 1930an pernbangunan 
eli Menteng seelikit terhenti 
akibat krisis ekonorni yang 
rnelanda dunia. Kernuelian ka­
wasan Menteng berkernbang 
lagi hingga seperti sekarang 
lnl. 
Gaya perurnahan eli Men­
teng rnernang dirancang sejak 
awalnya dalarn keragarnan 
yang serasi sebagai kota taman yang pertarna eli Indonesia. Seperti dinyatakan 
oleh H.P. Berlage yang sernpat rnelihat Menteng dan rnenulis, "Gaya lingkungan 
perurnahan eli daerah baru Weltvreden Selatan, villa-villanya telah jaeli, rnernberi 
kesan seakan-akan kita berada eli Den Bosch; sangat serasi dalarn keragarnan 
bentuknya narnun berhasil rneniadakan pandangan yang moncton". P ada waktu 
itu, kehijauan lingkungan rnasih belurn serirnbun sekarang, sehingga vila-vila 
tersebut rnerupakan perurnahan yang terbuka. 
Karakteristik arsitektural dari bangunan rurnah yang paling terlihat rne­
nonjol secara fisik adalah bentuk atap, ketinggian bangunan dan yang juga 
elianggap penting adalah teras, karena teras• rnerupakan salah satu ciri khas 
arsitektur tropis yang secara konsisten diterapkan eli Menteng. Unsur-unsur 
lain yang juga rnerupakan ciri khas dari kawasan ini dapat dilihat dari detail­
detail bangunan seperti pintu, jendela, kaca patri, dinding, dan lubang angin. 
Unsur-unsur taeli dapat rnernperkuat bangunan-bimgunan yang berada dalarn 
kawasan ini sebagai ciri gaya arsitektur kawasan ini yang khas untuk jarnannya. 
2. Bataviasche Kuntskring 
Aktivitas kesenian ikut bergerak sejalan dengan kebijakan pernerintah 
Hinelia Belanda rnernbuka diri untuk kedatangan orang asing. Apresiasi pada 
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kesenian murni seperti, seni lukis, seni patung, seni grafis meningkat. Pameran 
seni murni barat dan timur sering kali eliadakan. 
Hal ini mendorong NV Bouwploeg (1912), menyumbangkan sebidang tanah, 
elikawasan Nieuw-Gondangdia, eliarea yang paling strategis, Entree Gondangdia, 
untuk pusat kegiatan seni eli Batavia, Bataviasche Kunstkring. 
P.A.J. Moojen (1879-1955), arsitek professional dan pelukis, lulusan 
Antwerpen (kloetinge 1879,ede 1955) yang juga elirektur NV Bouwploeg, ber­
tanggung jawab untuk merancang gedung Kunstkring. Arsitek ini jugalah yang 
membangun Kunstkring eli Bandung (1904) dan kantor pusat Nillmij (1909) eli 
Jl. Juanda dan gedung NV Bouwploeg. Gedung ini bersama gedung Kunstkring, 
menjaeli gerbang masuk ke kawasan permukiman elite Menteng, yang saat itu 
masih dalam masa pengembangan. Keadaan ini, hila dikaitkan dengan pola 
pengembangan kawasan pemukiman baru saat ini, pembangunan kantor pe­
masaran dan pus at kegiatan eliawal pengembangan kawasan merupakan bagian 
dari strategi pemasaran untuk menjual kawasan tersebut. 
Gedung Bataviasche 
Kunstkring dirancang 
dengan menggunakan 
teknik dan material ba­
ngunan yang mutahir 
pada masanya, seperti 
penggunaan, rangka 
atap baja, material Port­
land Cement (PC) dan 
konstruksi beton bertu­
lang. R.ancangan Gedung 
Batavia.rche lvmstkring 1914 ini juga memperlihatkan 
perkembangan arsitektur Hin­
dia Belanda dengan signifikan. 
Arsitektur bangunan yang me­
gab, pemilihan material dan pe­
maduan material lama dan baru 
serta detail-detail dan ornamen 
bangunan yang sederhana men­
jadikan bangunan ini, mendapat 
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pujian dan disebut sebagai pelopor arsitektur modern di Batavia dari Profesor 
H.P. Berlage, professor arsitek yang disegani di negeri belanda, karena 
. melakukan kepeloporan gaya bangunan baru, Indische Bouwstijl yang mempunyai 
2 ciri yaitu: gaya bangunan tropis seperti banyak terdapat pada bangunan di 
Indonesia pada a bad ke-19, dan arsitektur modern yang mengintegrasikan 
unsur-unsur bangunan dengan rasional, sederhana, efisien dan benar. 
Karena keterbatasan dana pengelolaan, gedung kunstkring harus dapat 
menghidupi dirinya sendiri, hal ini menjadi batasan perencanaan yang diter­
jemahkan oleh arsitek dengan baik, bangunan yang mempunyai 2 ( dua) fasilitas 
yang berbeda, saling mendukung dan tidak saling mengganggu. Diterjemahkan 
dengan rancangan bangunan dengan 2 pintu masuk yang tidak saling berhu­
bungan, yaitu; pintu masuk sisi utara, untuk masuk ke ruang-ruang lantai dasar 
dan pintu masuk barat untuk masuk ke ruang-ruang lantai atas. Keterbatasan 
dana juga terlihat dari kwalitas material yang digunakan. 
Gedung Bataviasche Kunstkring, diresmikan pada tanggal 17 April 1914 
oleh gubernur jendral, dengan lantai dasar disewakan sebagai restauran, Stam 
en Wryns, selama 10 tahun, dan lantai atas sebagai gallery dan kegiatan kesenian 
lainnya. Pameran pertama yang diselenggarakan disini adalah pameran lukisan 
karya pelukis Belanda yang lahir di Hindia Belanda, disini juga digunakan untuk 
konser-konser musik. Gedung ini juga dilengkapi dengan perpustakaan khusus 
buku-buku kesenian, pada tahun 1933, Gedung ini juga digunakan untuk kon­
ferensi niaga Belanda- Jepang. Dan pada tahun 1936, dibuka museum untuk 
seni lukis dengan memamerkan karya pelukis berkelas internasional, seperti, 
Marc Chagall, Van Gogh dan Picaso. 
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Pada masa pecah pe­
rang dunia kedua, masa 
pendudukan Jepang, 
1942-1945 gedung ini di­
gunakan untuk kantor 
"Madjlis Islam 'Alaa In­
donesia". 
Pada masa kemerde­
kaan, gedung ini diguna­
kan sebagai kantor Imi­
grasi Jakarta sampai ta-
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hun 1998, selama itu, kantor imigrasi kurang memperhatikan nilai budaya dari 
bangunan dan menggunakannya seperti bangunan pada umumnya, walaupun 
sesuai surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 
D.IV-6098/d/33/1975 tentang Penetapan Daerah Menteng Sebagai 
Lingkungan Pemugaran. Bangunan ini di tetapkan sebagai bangunan golongan 
pemugaran A, sesuai dengan peta No. 29/PMG-P3K/DTK 75. 
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Ja­
karta No 475 tahun 1993, gedung ini ditetapkan sebagai bangunan eagar budaya 
yang dilindungi dimana seluruh kegiatan memugar, memperbaiki, mengubah 
bentuk, mengubah warna, mengganti elemen bangunan, memindahkan, 
membongkar, mengubah peruntukan, mernisahkan sebagian bangunan maupun 
memindahkan benda-benda bergerak yang merupakan bagian dari bangunan 
eagar budaya serta lingkungan pekarangannya harus dengan izin Gubernur 
Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan rekomendasi dari instansi yang 
bertanggung jawab dalam pelestarian benda eagar budaya. 
berakibat semua reneana terse but 
tidak terlaksana, bahkan bangun­
an ini diterlantarkan oleh perni­
liknya, kondisi bangunan sangat 
tidak terpelihara, sampai akhirnya 
pada tahun 1999, seluruh kusen, 
pintu dan jendela kaea patri ge­
dung ini 'di jarah' hilang oleh se­
kelompok orang yang tidak ber-
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Pada tahun 1998, ge­
dung ini berpindah tangan 
kepada pihak swasta dengan 
eara tukar guling dan diren­
eanakan untuk pugar dan 
dikembangkan, digunakan 
sesuai dengan fungsi aslinya, 
sebagai galeri dan restaurant, 
tetapi karena terjadi krisis 
ekonorni global pada masa 
itu, termasuk di Indonesia, 
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tanggung jawab. Atas desakan masyarakat dan rasa keprihatinan atas kondisi 
bangunan ini, maka pada tahun 2002 pemerintah DKI Jakarta membeli gedung 
ini sebagai asset pemerintah daerah, dan pada tahun 2004 - 2006 gedung ini 
dipugar dengan semangat melaksanakan pemugaran yang benar, sesuai kaidah­
kaidah yang berlaku, dan pada tahun 2007, pengelolaan gedung ini diberikan 
kepada pihak swasta untuk dijadikan restaurant dan gallery, dengan kondisi, 
gedung harus tetap dapat di kunjungi oleh masyarakat umum sebagai 'public 
building 
3. PERENCANAAN KONSERV ASI 
Sesuai dengan semangat untuk melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan 
konservasi dengan benar, sesuai prosedur konservasi bangunan yang berlaku, 
maka dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. 
a. Pembentukan team 
Oleh karena di DKI Jakarta belum ada peraturan baku untuk jenis 
pekerjaan perencanaan konservasi bangunan tua, maka 'proyek konservasi' ini 
masuk dalam kategori 'proyek rehabilitasi', kategori yang biasa di peruntukan 
untuk pekerjaan merehabilitasi, baca 'memperbaiki' bangunan sederhana seperti, 
pasar a tau sekolah, yang rusak karena mutu pekerjaan yang kurang baik. Berdasar 
pada kenyataan ini, setelah konsultan konservasi terpilih, Dinas Kebudayaan 
dan Per museuman DKI Jakarta, dinas yang bertanggung jawab pada 
pelaksanaan proyek ini, bersama Tim Sidang Pemugaran (fSP), bersepakat 
meminta kepada pemerintah DKI Jakarta untuk membentuk team pendamping 
konsultan konservasi, yang bertugas untuk mengawasi, mengarahkan dan 
memberi pertimbangan konservasi, bersama team TSP. kepada konsultan 
konservasi. 
Tim pendamping ini terdiri dari para ahli a tau professional dalam bidangnya 
dan wakil dari pemangku bangunan, stake holder, yaitu; ahli perencana konservas� 
ahli teknik konservasi, wakil asosiasi profesi Ikatan Arsitek Indenesia (IAI), 
wakil masyarakat menteng dan wakil pemerintah DKI Jakarta. 
Tim ini bersama arsitek perencana konservasi bertemu dan mendisku­
sikan semua permasalahan secara berkala setiap minggu selama masa konservasi 
dan bila diperlukan diadakan pertemuan, sidang khusus dengan Tim Sidang 
Pemugaran (TSP). 
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b. Dokumentasi dan penelitian 
Karena tidak adanya dokumen gambar, foto dan dokumen lainnya yang 
memadai untuk memberikan informasi tentang keadaan asli dan sejarah 
perkembangan bangunan ini, maka pekerjaan dokumentasi dan penelitian 
bangunan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pekerjaan dokumentasi 
dan penelitian meliputi: 
• Pengukuran, secara manual, seluruh bagian bangunan dan detail bangunan. 
Pengukuran hanya dilakukan untuk mendokumentasikan semua bagian 
bangunan yang telihat mata. 
• Penelitian kerusakan bangunan, dilaksanakan bersamaan dengan proses 
pengukuran 
• Penggambaran kembali semua informasi yang didapatkan secara digital, 
dengan teliti, lengkap dan akurat sesuai dengan kondisi eksisting bangunan 
pada saat pengukuran. 
• Pendokumentasian bangunan dan detail bangunan dengan foto. 
dokumetl 
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dokumen pengukuran, tampak barat 
c. Pengetesan kekuatan struktur bangunan 
Melengkapi pendokumentasian dan penelitian arsitektur, dilaksanakan 
pengetesan struktur bangunan, hal ini dilakukan untuk mengetahui daya dukung 
bangunan dan kekuatan struktur bangunan, pengetesan ini dilaksanakan dengan 
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sistem pembebanan lantai atas de­
ngan metoda basah, pembebanan 
dengan kantung air, metoda ini ku­
rang tepat, tetapi harus dilaksanakan 
karena keterbatasan waktu dan bia­
ya. Selain itu juga dilakukan penge­
tesan mutu beton dengan 'hammer 
test' 
Dari pengetesan ini diketahui 
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bahwa lantai atas hanya direkomendasikan untuk dibebani dengan 300 kg/ 
m2, sedangkan mutu beton cukup baik. 
d. Perencanaan konservasi 
Berdasarkan gambar pengukuran, dokumen foto dan studi literature di­
lakukan tahapan perencanaan konservasi, tahapan pekerjaan ini meliputi: 
• Analisis arsitektur dari semua data yang ada untuk menggali semua infor­
masi mengenai bahan dan material bangum11 dan detail. 
• Analisis perubahan-perubahan bangunan dan u._. il bangunan sejak ba­
ngunan ini dibangun sampai saat ini. 
• Analisis untuk menentukan bangunan atau bagian bangunan asli atau tam­
bahan semua kesimpulan dari analisa terse but diperlukan untuk menentukan 
dan membuat dokumen teknis konservasi dimana didalamnya menjelaskan 
seluruh tahapan pekerjaan konservasi; yaitu menentukan bagian-bagian yang 
di-rehabilitasi, di-restorasi dan direkonstruksi. 
Dokumen konservasi 
tampak barat 
--
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Dalam setiap tindakan, analisa dan pengambilan kepitusan dalam peren­
canaan konservasi, harus selalu didasari oleh 3 kaidah perencanaan konservasi 
yaitu: 
• Maximum Retention, menjaga semaksimal mungkin bagian bangunan yang 
asli dan masih dalam kondisi baik, dan tidak membayakan; 
• Sensitive Restoration, us aha untuk memperbaiki bagian bangunan yang rusak 
harus dilakukan dengan teliti, terencana, dan dilaksanakan oleh ahli; dan 
• Cariful Repair, semua perbaikan, penggantian material harus dilakukan dengan 
hati-hati, menggunakan material dan metoda kerja sama jenis, sama kualitas 
dengan aslinya. 
3. Pelaksanaan Konservasi 
Dalam melaksanakan pekerjaan konservasi, masalah pertama yang ditemui 
adalah kesulitan mendapatkan kontraktor pelaksana konservasi yang memenuhi 
kriteria yang ditetapkan, yaitu mempunyai pengalaman melaksanakan pekerjaan 
konservasi dengan skala proyek yang sama dengan menggunakan metoda kon­
servasi yang benar, dalam 10 tahun terakhir, serta memiliki tenaga ahli kon­
servasi. Untuk itu dalam penilaian, kontraktor pelaksana diminta untuk mem­
presentasikan metoda pelaksanaan konservasi di depan team sidang pemugaran 
(TSP). Sebelum diadakan penilaian pada penawaran biaya. 
Masalah lain yang ditemui dalam persiapan pelaksanaan adalah, masalah 
anggaran biaya pekerjaan konservasi, mengingat pekerjaan konservasi belum 
pernah di lakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, maka belum ada standart 
baku perhitungan biaya, untuk itu perencana Konservasi harus menjelaskan 
secara khusus dan mendapatkan persetujuan dari team anggaran pemerintah 
DKI Jakarta, bahwa dalam pekerjaan konservasi akan banyak ditemukan hal­
hal diluar dugaan dan atau berbeda dengan yang telah direncanakan. Dan pe­
kerjaan konservasi juga akan mengunakan metoda membangun dan material 
bangunan yang berbeda dengan pembangunan bias a, yang mengakibatkan biaya 
konservasi lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan pada umumnya. 
Hal ini merupakan perjuangan tersendiri dari konsultan perencana konservasi. 
Selama progress pelaksanaan, konsultan perencana konservasi bersama tim 
pendamping terus mengadakan pengamatan dan penelitian, karena selama 
proses pelaksanaan sangat mungkin didapatkan informasi-informasi baru ten­
tang sejarah, material, serta metoda membangun. 
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a. Pekerjaan Persiapan 
Sebelum memulai pekerjaan konservasi dilakukan pengamanan pada semua 
bagian bangunan gedung, terutama pada bagian yang masih asli, seperti, pela­
pisan lantai teraso asli dengan menggunakan papan kayu lapis, mulrypleks, diatas 
sryrofoam, untuk menghindari perusakan yang disebabkan proses pelaksanaan. 
Mengamankan bagian bangunan dan ornamen-ornamen bangunan yang 
masih tersisa, untuk dipelajari dimensi dan jenis materialnya; seperti bagian 
dari kusen, pintu dan jendela yang tersisa, termasuk engsel dan grendel dan 
alat penggantung lainnya. Ornamen besi 'mahKv� �-�da pagar bangunan dan 
pagar teras atas. 
Dalam pekerjaan persiapan juga dilakukan pengerokan plaster dinding 
untuk di- kirim ke laboratorium Konservasi Borobudur di Jogyakarta, untuk 
mendapatkan komposisi material yang digunakan dan mendapatkan material 
yang serupa, semutu dengan aslinya. 
b. Atap 
Sebelum memutuskan perencanaan konservasi atap, dalam studi literatur 
foto, didapati bentuk atap utama yang mengalami beberapa kali perubahan. 
Dalam analisa sejarah penggunaan bangunan dan perancangan arsitektur, di 
Dalam foto, searah jamm jam, terlihat pembahan atap, dari period a I, a tap perisai murn� perioda II, masa 
gedung digunakon sebagai museum dan kontor madjlis Islam alaa Indonesia, atap ditambah dengan ventilasi, 
lubang angin dan pada masa ill, masa gedung digunakon sebagai kontor imigrasz; 1996, atap bagian depan 
leemba/i berbenhlk perisai murnz� 
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mana setiap perubahan, terutama perubahan bagian utama bangunan, selalu 
memiliki alasan yang kuat dan sifatnya memperbaiki dari rancangan sebelumnya, 
maka dalam konservasi ini diusulkan oleh perencana konservasi dan diserujui 
oleh team pendamping dan TSP untuk tidak merubah bentuk atap lagi, artinya 
atap di konservasi seperti pada tahun 2002. keadaan ini sekaligus merupakan 
catatan sejarah arsitektur bangunan ini, karena secara keseluruhan atap utama 
pada bagian depan lubang angin, ventilasi, sudah di hilangkan sedangkan pada 
bagian belakang masih terdapat lubang angin, ventilasi. 
AtapUtama 
Atap dengan konstruksi baja dengan penutup genting. Bagian atap ini 
semua konstruksi baja harus dibersihkan dari semua karat yang ada dan dilapis 
dengan lapisan anti karat. 
Konstruksi atap ditambah­
kan lapisan metal tipis, 
yang dipasang diatas kayu 
lapis, untuk mengurangi 
radiasi panas sekaligus me­
ngurangi resiko kebocoran. 
Semua genting tanah 
liat di turunkan dan diber­
sihkan untuk kemudian 
dipasang kembali. Untuk bagian genting yang rusak atau pecah dilakukan 
penggantian dengangenting yang mempunyai bentuk, ukuran dan warna sama, 
semua genting baru dipasang berkelompok pada bagian a tap yang tidak terlihat 
dari luar. 
AtapDatar 
Dengan memper­
timbangkan kekuatan 
konstruksi bangunan asli, 
di mana dinding luar 
bangunan tidak memiliki 
struktur pengikat, ring ba­
lok beton, dan konstruk-
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si atap asli menggunakan rangka kayu, mengakibatkan dinding terluar 
mengalami memiringan. Untuk menghindari terjadinya kerusakan yang lebih 
fatal, diusulkan oleh perencana konservasi untuk mengganti rangka a tap datar 
dengan menggunakan bahan besi, dengan pertimbangan rangka besi dapat 
bekerja, difungsikan sebagai 'pengikat' struktural untuk clinding terluar. 
Penutup atap datar asli adalah metal tipis, zink, karena material sejenis 
sudah tidak dapat ditemukan dengan mutu yang sama, direncanakan untuk 
menggantinya dengan lapisan temba-ga, pertimbangan yang diambil adalah 
untuk memberikan mutu kekuatan dan keandala'" t�rial yang lebih baik dan 
pemeliharaan yang lebih mudah. mengingat voluma dan frekuensi hujan di 
Jakarta yang cukup tinggi. 
c. Talang 
T alang datar atap utama 
Semua rangka talang, list 
plang kayu yang dalam keadaan 
rusak, harus diperbaiki dengan 
menggunakan material asli yang 
masih baik, terutama untuk area 
yang terbuka dan terlihat dari luar. 
untuk penambahan material baru, 
material harus digunakan material 
dari mutu dan jenis yang sama, 
dan dipasang di area yang tidak 
terlihat dari luar. 
Talang dataryang terbuat dari 
zink, hampir seluruhnya dalamkeadaan rusak dan perlu diganti, karena mate­
rial sejenis dengan mutu yang setara sudah tidak diproduksi, semua material 
zink, dengan pertimbangan pemeliharaan dan keandalan dirancang untuk 
menggunakan material tembaga. 
Talang Tegak, Kantung Talang, Klem 
Beberapa talang tegak, kantung talang dan klem talang rusak, tidak ber­
fungsi dan di cat dengan keadaan yang kurang baik, selebihnya rusak berat 
atau hilang. Untuk itu direncanakan untuk membersihkan semua talang tegak 
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yang masih 'baik' dari cat dan karat, untuk kondisi talang yang masih cukup 
baik, akan direparasi dengan material sejenis, kemu.dian dilapis material anti 
karat yang tidak merubah tampilan metal Zink. dan untuk talang yang tidak 
dapat diperbaiki akan diganti dengan material talang, metal sheet, karena ma­
terial zink yang ada mutunya tidak setara dengan material asli. Dengan bentuk 
dan ukuran sesuai aslinya. 
d. Dinding, Plaster, Cat Dinding 
Seperti yang telah dijelaskan di pekerjaan persiapan, hasil analisa plaster 
dinding dari laboratorium konservasi Borobudur, dicoba dengan beberapa 
kondisi dinding, basah, setengah basah dan kering dan beberapa jenis material 
(kapur, semen merah). Hal ini untuk memastikan didaptkan plaster dinding 
yang terbaik sesuai dengan aslinya. 
Setelah semua bagian plaster yang rusak, lembab, di kupas, terutama pada 
dinding eksterior, dinding interior kondisinya jauh lebih baik. dinding di plas­
ter kembali dengan campuran semen merah, kapur dan pasir. Hal ini dilakukan 
untuk menjamin dinding bangunan dapat 'bernafas'. 
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Masalah yang timbul dalam 
pekerjaan ini adalah waktu penge­
ringan plaster kapur yang cukup 
lama sebelum dapat di cat, ditam­
bah lagi cuaca yang tidak mendu­
kung, untuk itu dilakukan penge­
ringan dengan cara memanasi din­
ding dengan lampu. Hal ini mung­
kin akan mengurangi mutu plas-
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ter. 
Selama masa pengupasan plasteran clincling, kami menemukan banyak infor­
masi baru tentang sejarah bangunan seperti: Ditemukannya tulisan "Immigratie 
Dienst- Djawatan Irnigrasi" eli muka bangunan sebagai nama bangunan. Tulisan 
yang mengunakan 2 (belarida dan Indonesia) bahasa ini memberikan informasi 
bahwa pada tahun 1947- 1948, pada waktu sekutu masuk ke Indonesia, Belanda 
menggunakan gedung ini sebagai kantor jawatan irnigrasi. Dan kantor ini 
selanjutnya eligunakan sebagai kantor Irnigrasi Republik Indonesia. 
Dari pengupasan plaster, juga dapat elijakinkan bahwa gedung ini pernah 
elijadikan museum, terbaca dari tulisan MUSEUM elibawah kata "Immigratie 
Dienst - Djawatan Irnigrasi" 
Diguna­
kannya semen 
PC (portland 
cement) seba­
gal ornamen 
bangunan, hal 
1m menun-
jukkan bahwa 
semenPCpa­
da waktu itu 
(1914) adalah 
mateterial ba­
ru yang eli eks-
plorasi secara 
saat konservasi sebe/um konservasi 
kreatif oleh arsitek menjaeli ornamen bangunan bersarna dengan kerarnik, yang 
populer digunakan sebagai ornamen bangunan. Semua ornamen ini harus eliper­
tahankan dan dikembalikan seperti aslinya saat konservasi sebelum konservasi. 
Dengan memperbandingkan temuan ornamen eli sisi barat dan sisi timur 
bangunan dapat elisimpulkan bahwa pada awalnya kedua sisi banguan adalah 
teras, pada satu masa, teras sisi timur eli eligunakan sebagai ruang dengan 
menambahkan jendela, jendela ini ukuran kayu dan metoda pemasangannya 
lebih 'benar' dari kusen lain nya, artinya benar bahwa bangun­
an ini elibangun dengan budget yang sangat kecil, sehingga harus mengorbankan 
metoda pemasangan serta memperkecil ukuran kayu kusen. 
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Pe m b o ­
bokan plaster 
eli dinding as 7 
DG, ditemu­
kan jejak buka­
an besar, yang 
m e r up a k a n  
cermin dari bu­
kaan utama eli 
pintu masuk, 
bukaan ini eli­
putuskan un­
tuk tidak di­
kembalikan ke 
keadaan asli­
nya,dengan pertimbangan kekuatan struktur, karena dinding pengisi adalah 
dinding pendukung, bear-ing wa/4 dan kwalitas ruang, karena bukaan ini me­
nuju ruang yang lebih kecil. 
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Pembobokan plaster dinding juga memberikan temuan dinding-dinding 
yang retak, terlebih disebabkan oleh kusen yang dibongkar paksa, pembong­
karan ini mengakibatkan hilangnya 'penyalur beban' yang di sebelumnya di 
pikul oleh kusen. Untuk ini dirancang cara perkuatan dengan 'menyisipkan' 
struktur deton atau baja diatas bukaan yang retak. 
e. Kusen, Pintu dan Jendela 
Pekerjaan Kayu 
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Seperti telah disam­
paikan, gedung ini kehi­
langan sebagian besar ku­
sen, daun pintu, dan daun 
jendela karena dijarah. Jen­
dela yang tersisa hanya jen­
dela sisi timur, yang sesung­
guhnya jendela 'baru' yang 
dipasang kar en a ke bu­
tuhan penambahan ruang, 
dengan menutup bukaan 
teras dengan jendela. Jen-
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dela ini mempunyai kua­
litas dan metoda pema­
sangan yang lebih baik dari 
kusen jendela lainnya. 
Dengan mempelajari 
sisa-sisa kusen, pintu dan 
jendela yang ada dan mem­
pelajari foto-foto serta 
ukuran lubang di lapangan, 
perencana dapat membuat 
gambar rekonstruksi se­
mua pekerjaan kayu. Re­
konstrusi hanya dapat dilakukan pada semua rancangan yang lengkap informa­
sinya, tanpa interpretasi, karena alasan ini maka semua kaca yang digunakan 
adalah kaca polos, karena data kaca timah, stain glass, sangat minim dan bel urn 
bisa digunakan sebagai patokan perencanaan. 
' Pada semua kusen yang masih utuh, atau rusak kecil, harus diperbaiki � 
dengan tnenggunakan material yang sejenis dan sekualitas. Semua cat kusen, 
daun pintu, daun jendela di kerok dengan hati-hati untuk kemudian di politur. 
Alat-alat Penggantung 
Alat-alat penggantung, engsel, gredel, espmryolet, handle kunci dan ke­
lengkapan lainnya, hampir seluruhnya hilang bersama pintu dan jendela. Untuk 
ihi akan dibuat replikanya. Untuk mendapatkan contoh yang 'benar' perencana 
mengadakan eksplorasi pada beberapa gedung tua yang semasa, sejenis dan 
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masih terpelihara, untuk mendapatkan jenis engsel, gredel, espanyolet, dan 
kunci asli. Hal ini cukup sulit, karena kunci adalah elemen bangunan yang 
mudah rusak, dan menyangkut keamanan, jadi kecenderungan umum, walaupun 
bangunan lama, hampir semua alat penggantungnya baru. 
Handle kunci dan espanyolet, yang dibuat pada masa yang sama dapat 
ditemukan di gedung panti asuhan pria Vincentius,Ja-karta, yang menggunakan 
material kuningan cor. Berdasarkan contoh ini, kemudian dibuat replikanya 
dari material kuningan murni. Selain membuat replika dari contoh asli, replika 
tarikan pintu utama dibuat berdasarkan foto lama. 
f. Plafon 
Perbaikan plafon dapat dibagi dalam: 
Plafon Utama 
Plafon di lantai atas, merupakan 
plafon dekoratip yang terbuat dari rang­
ka kayu dengan material pengisi 'hard 
board tipis yang dpat dilengkungkan, 
plafon ini juga dilengkapi dengan 'slg 
lighl, dengan sumber cahaya buatan, de­
ngan penutup kaca es. Seluruh kondisi 
plafon rusak kecuali rangka, masih sa­
ngat baik, dari data-data foto, dan pengerokan cat, dik.etahui bahwa warna asli 
plafon adalah politur, bukan warna hijau seperti yang terlihat saat di konservasi, 
untuk itu seluruh rangka harus dik.erok dengan hati-hati dan di warnai dengan 
sistem pewarnaan politur. Pengisi plafon diganti dengan gibsum board, dengan 
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pertimbangan 'hard board sudah tidak didapat dipasar, dan tampilan gibsum 
akan sama tampilan'hard board' setelah diwarnai dengan cat. 
Kaca es, kondisi kaca es sudah sangata buruk, pecah dan kotor, dengan 
pertimbangan keamanan, kaca es lama tebak 4 mm, diganti dengan kaca es 
baru tebal 6 mm. 
Plafon 'Portland Cement' 
Plafon 'portland cement digunakan di semua bagian bangunan lantai atas 
selain a tap utama, plafon ini dibuat dari campuran semen PC dengan pasir dan 
kapur, yang diplasterkan pada rangka anyaman metal, plafon diikat ke rangka 
utama, kayu, dengan kawat. Plafon ini sangat membahayakan karena hampir 
Pada plafon di atas 
ruang tangga, dibuat se­
cara khusus, plafon 'port­
land cement ini dilapis de­
ngan Jresco' lukisan cetak 
saring, melihat kondisi 
'fresco' yang sudah memu­
dar dan material plafon 
yang 'membahayakan' 
diusulkan untuk melaku­
semua rangka plafon, berupa 
kawat, sudah berkarat dan lapuk 
sementara plafon'portland cement 
cukup berat. Dengan pertim­
bangan keamanan dan penga­
daan material, diputuskan plafon 
'portland cement diganti dengan 
plafon gibsum dengan rangka 
kayu. Plafon ini di finish dengan 
cat. Perlu dicatat, plafon ini tidak 
menggunakan list plafon. 
kan perlindungan pada lapisan 'fresco' dan memberikan perkuatan dengan 
memasang rangka besi dibawah plafon, sedernikian rupa tidak merusak 
keindahan palfon. 
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Plafon Beton 
Plafon beton elitemui elisemua bagian lantai dasar yang terdapat struktur 
beton lantai atasnya, struktur beton lantai eli rancang sedemikian rupa menjaeli 
plafon untuk lantai elibawahnya. Palfon ini sangat dekoratip dan ornamental, 
dirancang untuk menjadi bagian ormanen utama bangunan. Kondisi plafon 
ini masih sangat baik, hanya banyak ornamen tertutup cat yang tebal, beberapa 
bagian ornamen terbuat dari bahan gibs. Perbaikan yang perlu dilakukan hanya 
menerok cat dan mereparasi atau mereplika bagian ornamen gibs yang rusak. 
Finishing plafon adalah cat dengan warna asli sesuai hasil pengerokan cat. 
g. Lantai 
Material lantai eli gedung ini dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok 
yaitu: 
Lantai Teraso 
Material utama lantai elidalm bangunan, baik lantai dasar maupun lantai 
atas, adalah ub� teraso, ukuran 20X20 em, keadaan ubin teraso ini cukup baik, 
perbaikan hanya perlu dilakukan d�­
ngan menambal dengan material se­
jenis dan sewarna. Setelah itu selu­
rui: permukaan lantai eli poles dan 
eliberi lapisan, coating yang telah teruji 
mutu dan manfaatnya, untuk me­
nambah usia material dan memudah­
kan pemeliharaan. 
Keadaan lantai teraso yang pa­
ling buruk, adalah eli area anak tangga, hampir seluruh anak tangga rusak karena 
railing tangga eli copot dengan paksa, teraso pecah. U ntuk itu dilakukan replika, 
dengan menggunakan material warna dan teknik pemasangan sejenis dengan 
aslinya. 
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l.Antai Klinker 
Lantai teras bangunan elibuat dari material ubin Klinker ukuran 14X14 
em, keadaan ubin ini relatip masih sangata baik,cukup dengan eli cuci. Hanya 
teras utama sisi depan, yang telah beberapa kali mengalami pelapisan, karena, 
masalah bocor, dalam pengupasan elitemukan 3 lapis lantai dengan masing­
masing eli lapis dengan 'water proofing sistem 'coating karena itu sebagian besar 
ubin klinker pecah dan rusak. Karena ubin klinker serupa sudah tidak elipro­
duksi, dilakukan upaya membuat 'ubin klinker', karena proses pembuatan sulit, 
maka dilakukan percobaan dengan 'mereplika bentuk ubin' dengan sistem pem­
buatan keramik, cara ini sulit tercapai mutu yang baik, karena pembakaran 
keramik membuat ubin melengkung. Percobaan lain dengan menggunakan 
sistem pembuatan ubin teraso, dengan cetakan elibuat dari metal secara khusus, 
sistem ini hasilnya cukup baik. Pemasangan 'ubin teraso baru' dikelompokkan 
eli satu lokasi tertentu, untuk membedakan dengan keramik klinker asli. 
h. Elemen, Ornamen Arsitektur 
Selain orna­
men bangunan 
yang terbuat dari 
portland semen (PC) 
yang elipasang eli 
bagian atas dan 
bagian bawah bu­
kaan-bukaan. Se­
perti yang sudah 
elijelaskan dalam bab sebelumnya, bangunan ini juga banyak mempunyai 
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Ornamen yang terbuat dari besi, yang dipasang sebagai mahkota pada bagian­
bangian tertentu bangunan, seperti, ornamen pad teras bangunan, ornamen 
ini sekaligus sebagai kaki lampu. Hal serupa juga dipasang di pagar lingkungan, 
untuk menunjukkan bagian utama, peperti, ujung pagar, pintu masuk utama. 
Railing Tangga, semua rail­
ing tangga hilang, data yang 
didapat hanya foto-foto, dengan 
memperkirakan ukuran besi 
yang digunakan sama dengan 
dimensi yang digunakan dalam 
'mahkota' di ujung-ujung ba­
ngunan, dicoba untuk melakukan 
replika railing, hal ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil 
yang sangat baik. 
Tidak semua orna­
men bangunan dapat 
diketahui dengan baik 
bentuk, material dan 
ukurannya, seperti, or­
namen architrave, yang 
terdapat di semua bu­
kan pintu. Tetapi kare­
n a minimnya infor­
masi tentang bentuk, 
material dan ukuran, 
maka diputuskan untuk tidak melakukan replika pada ornamen kayu di pintu­
pintu. 
Pilaster di lantai atas, dari penelitian foto diketahui, bangunan telah 
menghilangkan bagian bawah ornament kolom, karena keterbatasan data pe­
rencanaan ornamen ini dalam perencanaan tidak dapat digambarkan, tetapi 
dalam masa pelaksanaan konservasi, setelah dinding di kupas catnya dan lantai 
dibersihkan, ditemukan 'tanda-tanda' posisi dan dimensi ornamen. Setelah 
diukur dengan teliti, bagian ornament yang dihilangkan tersebut merupakan 
cermin dari ornament diatasnya. Dengan data-data yang ada dapat dilakukan 
rekonstruksi ornament dengan menggunakan material yang sesuai dengan 
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aslinya. 
datafoto kondisi asli 
4. Pasca Konservasi 
Pada kasus ornamen lapisan kayu, yang kami 
temukan di foto, tidak, belum di rekonstruksi, 
dengan pertimbangan, biaya konservasi tidak 
mencukupi, dan kami berkeyakinan panel kayu 
pada dinding lantai atas ini adalah 'tambahan' 
karena tidak ditemukan bekas-bekas system 
pemasangan dinding kayu pada plaster dinding 
�etelah dilakukan pengerokan. 
Torehan IMMIGRATIE DIENST- DJAWATAN IMIGRASI, dikembalikon, tetapi tidak 
diwamai. 
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ornament besi petryangga lampu 
tampak barat bangunan 
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interior 1'71ang utama /antai ata.r, kblom Ielah ditambah ornamen 
82 
'Iinjauan 'l(pnservasi JlrsiteK_tur 'Bataviascfie '](jtntsf<:ring 
interior ruang utama lantai bawah 
interior ruang samping 
detail ruang tangga, ornament PC dan plajon fresco 
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replica kllsen, daun pintu, daun jendela dan alat-alat penggantung 
Kepustakaan 
2001, Adolf Heuken SJ - Grace Pamungkas ST, 
Menteng, "kota taman" pertama di Indonesia 
2005, Buletin KNOB, Koninklijke Nederlandse Oudheidkundinge Bond 
Pauline K.M. van Roomalen, Harapan menyala, kelahiran kembali 
gedung lingkat seni Hindia-Belanda di Batavia Oakarta) 
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KEBIJAKAN PENGELOLAAN 
ARKEOLOGI BAWAH AIR 
DI INDONESIA DAN 
PERMASALAHANNYA 
Surya Helmi 
I. Pengantar 
Letak Indonesia yang secara geografis sangat strategis dalam posisi silang 
dunia, menjembatani dua benua (Asia sebelah utara dan Australia di bagian 
selatan), serta diapit oleh dua samudera (Pasifik dan Indonesia). Posisi ini mem­
buat kepulauan Indonesia menjadi tempat persilangan budaya dalam pergaulan 
an tar bangsa di dunia. Bahkan sejak jaman purba kawasan ini telah dimanfaatkan 
sebagai jalur pelayaran internasional yang kemudian mengalahkan populeritas 
jalur sutera (silk route) dalam kancah perdagangan internasional, yang merupakan 
jalur perjalanan darat paling ramai sepanjang sejarah perdagangan dunia di 
masa lampau (Edi Sedyawati, ed, 2005). 
Dari bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di beberapa tempat di Kepu­
lauan Indonesia, dapat diketahui bahwa sejak sekitar 800.000 tahun yang lalu 
man usia purba telah mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan me­
hlui laut. Kegiatan perlayaran laut ini semakin berkembang sejak kedatangan 
manusia Homo Sapiens sekitar 75.000 tahun yang lalu, mereka telah mampu 
menyeberangi laut luas sampai ke benua Australia. (Bambang Budi Utomo, ed, 
2007). 
Pada awal a bad masehi aktivitas penjelajahan laut ini semakin berkembang, 
tidak hanya perjalanan laut yang dilakukan oleh penghuni an tar pulau di wilayah 
Indonesia, tapi juga oleh para penjelajah dunia untuk berbagai aktivitas, seperti 
misalnya kegiatan politik, agama, perdagangan, peperangan, dan lain sebagainya. 
Bahkan dari berbagai sumber sejarah dapat diketahui bahwa mulai dari abad 
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ke 4 M sampai a bad awal a bad ke 19M, perairan Nusantara ini adalah merupakan 
suatu kawasan yang paling ramai dilayari oleh kapal-kapal dari berbagai bangs a 
di dunia. 
Disebabkan oleh berbagai hal, seperti terbatasnya pengetahuan tentang 
teknologi navigasi, masih rendahnya perhatian terhadap tingkat keselamatan 
pelayaran, diserang badai, tertabrak karang, dibajak perompak, peperangan 
dan karena beberapa faktor lainnya, maka mudah dimengerti jika di dasar laut 
kini banyak kapal-kapal, baik berukuran kecil maupun besar, baik yang terbuat 
dari kayu maupun dari besi yang ditemukan tenggelam di dasar laut. 
Kapal karam dan muatannya yang berada di dasar laut, kini lebih dikenal 
dengan istilah Shipwreck and Sunken Treasure, atau dalam dunia arkeologi kita 
kenai dengan istilah Underwater Archaeology, pada saat ini banyak dicari dan 
dieksploitasi untuk kepentingan komersial/ ekonomi. Hal ini didasari oleh 
pandangan yang menganggap tinggalan terse but adalah sebagai "harta karun" 
yang tidak diketahui pemiliknya. Dengan adanya berbagai aktifitas di atas yang 
tidak terpantau dan terkendali, jelas sangat mengancam terhadap kelestarian 
tinggalan arkeologi bawah laut tersebut. Apalagi diabaikannya beberapa prinsip 
dasar akademis, yaitu kaidah-kaidah arkeologis dalam pelaksanaan eksploitasi. 
Ancaman yang menganggu kelestarian tinggalan-tinggalan arkeologi bawah 
laut ini tentu memerlukan penanganan yang terarah dan serius serta bersifat 
instansional. Untuk itulah pada tahun 2006 didirikan Direktorat Peninggalan 
Bawah Air yang berada dalam jajaran Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 
II. Potensi Arkeologi Bawah Air di Indonesia 
Dilihat dari segi potensi, jumlah kapal yang karam di perairan Nusantara 
tergolong ban yak jumlahnya dan beragam. Berdasarkan catatan para sejarahwan 
Cina, antara abad X sampai abad ke XX tercatat kurang lebih 30.000 kapal 
Cina yang berlayar, diantaranya ke Nusantara tidak pernah kembali ke pelabuhan 
asal karena berbagai sebab (Koos Siti Rochmani: 2001 ). Belum lagi kapal-kapal 
dari Eropa yang diantaranya juga banyak yang karam di perairan Indonesia 
(Agus Supangat, 2007), sebagai contoh: 
• Sejak tahun 1650, sekitar 800 kapal Portugis berlayar dari Lisabon ke Asia 
Tenggara, dan sekitar 150 hilang tanpa jejak 
• Antara tahun 1600 sampai tahun 1800, kapal-kapal dari perusahaan dagang 
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Inggris, English east India Compa'!Y (EIC) telah kehilangan lebih dari 7000 
kapal dan kebanyakan tenggelam ke dasar laut 
• VOC, perusahaan dagang Belanda tidak kurang dari 290 buah kapalnya yang 
karam di Indonesia 
• Belum termasuk kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal perang dari Swedia, 
Spanyol, Perancis,Jepang, dll. 
Pada umumnya kapal-kapal yang berlayar ke Nusantara membawa kargo 
yang diperlukan pada waktu itu, baik sebagai komoditi dagang maupun untuk 
kepentingan agama. Kapal-kapal yang datang dari Asia Barat dan Asia Selatan 
umumnya membawa barang-barang kaca, manik-manik dari batu mulia, area­
area batu/logam dan barang-barang lainnya seperti sutera serta barang-barang 
seni. Dari Asia Timur (Cina), kapal-kapal membawa barang-barang keramik, 
emas dan bahan-bahan brokat. Pada waktu kembali ke negara asalnya, kapal­
kapal tersebut membawa komoditi yang berasal dari beberapa pulau di Nusan­
tara, seperti kapur barus, damar, kayu cendana, pala, lada, kemenyan, mutiara, 
gading gajah, dll. (O.W Wolters, 1974). 
III. Kebijakan Pengelolaan 
Perhatian terhadap Arkeologi Bawah Air di Indonesia relatif masih sangat 
baru, demikian juga halnya dengan negara-negara Asia lainnya. Tidak demikian 
halnya dengan Eropa, beberapa Negara di Eropa sudah lama melakukan pe­
nyelaman dan penyelamatan terhadap peninggalan-peninggalan Arkeologi 
BawahAir. 
Perhatian terhadap peninggalan maritim pertamakali dimulai pada abad 
ke 15 M, dengan adanya penemuan beberapa bangkai kapal kayu di Danau 
N emi, !tali. Kemudian pada tahun 1830, dilakukan pengangkatan bangkai kapal 
Royal George yang tengelam pada tahun 1782. Namun umumnya kegiatan­
kegiatan di atas dilakukan bukan demi alasan arkeologis (Per Akesson, 1996). 
Penelitian dan pengangkatan bangkai kapal Mary Rose oleh Dean ber­
saudara pada tahun 1836, mungkin adalah penelitian tinggalan arkeologi bawah 
air yang pertama dilakukan dengan menggunakan metode arkeologis. Demikian 
juga penelitian yang dilakukan oleh para ahli sejarah pada tahun 1856 terhadap 
pemukiman yang tenggelam di Danau Zurich (Per Akesson, 1996). 
Di Indonesia, pengangkatan muatan kapal Geldermarsen milik VOC pada 
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tahun 1985 yang tenggelam di perairan Karang Heliputan, Kepulauan Riau 
telah menjadi cikal-bakal Arkeologi Bawah Air mulai mendapat perhatian di 
Indonesia. Pada waktu itu Michael Hatcher, seorang pemburu harta karun 
kapal yang tenggelam telah berhasil mengangkat muatan kapal Geldermarsen 
yang berbentuk keramik dari Dinasti Ching dan ratusan batangan Logam mulia. 
Hasil -jarahan- ini dilelang oleh Hatcher di Amsterdam, Belanda dengan 
nilai yang cukup spektakuler, hampir mencapai USD 17 juta. 
Pengangkatan yang dilakukan oleh Michael Hatcher terhadap kapal 
Geldermarsen pada tahun 1985 ini, dan juga pengangkatan terhadap kapal 
Tek Sing pada tahun 1997, dilakukan tanpa melalui prosedur pengangkatan 
yang benar. 
Sebenarnya pada awal tahun 1980, Direktorat Jenderal Kebudayaan sudah 
mulai merintis untuk melakukan penanganan terhadap peninggalan-peninggalan 
arkeologi bawah air di Indonesia. Pada waktu itu telah dikirirn beberapa orang 
arkeolog dan tenaga teknis untuk belajar di bidang, penyelaman, konservasi, 
dan dokumentasi bawah air di Thailand. Namun kegiatan ini terhenti pada saat 
terjadi suatu musibah yang menirnpa seorang arkeolog muda Santoso Pribadi, 
yang hilang saat melakukan penyelaman di perairan Karang Heliputan, 
Kepulauan Riau pada tahun 1985. 
Semangat untuk menghidupkan kembali kegiatan arkeologi bawah air mun­
cul sekitar tahun 1990-an, di mana Direktorat Perlindungan dan Pembinaan 
Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah), melalui Subdit perlin­
dungan bekerjasama dengan Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia 
(POSSI) mengadakan kegiatan sertiftkasi selam, yaitu kegiatan yang bertujuan 
untuk peningkatan kemampuan selam secara berjenjang. 
Pada tahun 2000, di bawah struktur Direktorat Purbakala untuk perta­
makali penanganan arkeologi bawah air dilakukan secara kelembagaan, yaitu 
dengan dibentuknya Subdit Peninggalan Bawah Air. Mengingat semakin me­
ningkatnya terjadi kegiatan-kegiatan eksplorasi terhadap peninggalan­
peninggalan arkeologi bawah air, maka pada tahun 2006 dibentuklah Direktorat 
Peninggalan Bawah Air, yang berada dibawah jajaran Direktorat Jenderal Sejarah 
dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Direktorat Pening­
galan Bawah Air memiliki kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan 
dan mengembangkan kegiatan peninggalan bawah air untuk pelestarian (per­
lindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) bagi kepentingan masyarakat 
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secara luas. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah membuat kebijakan 
dan peraturan pengelolaan peninggalan bawah air (seperti: pedoman, standar, 
kriteria, rekomendasi), melakukan bimbingan teknis (seperti: pelatihan eks­
kavas� surve� konservas� dokumentasi), melakukan kerjasama dan koordinasi 
(internal maupun eksternal), serta penyebarluasan informasi (seperti: pameran, 
media cetak, audio visual). Sedangkan lingkup kegiatannya meliputi bidang 
perlindungan, eksploras� konservas� dokumentasi-publikasi, dan pengendalian 
pemanfaatan (lihat table di bawah) 
NO. PROG RAM KEG IATAN KE1ERANGAN TUJUAN 
I PERLI NDU NGAN 
a. Pengamanan Pengamanan situs Secara hukum Mencegah dan 
hasil inventarisasi maupun fisik menanggulangi 
kegiatan perusakan 
dan pencurian 
b. Pengawasan Prosedur akademik Secara langsung Melindungi aset 
dan administratif dan tidak budaya bangsa 
kegiatan survei, langsung 
ekskavasi, dan 
konservasi 
c. Penertiban Perijinan Prosedur Mencegah 
administratif eksploitasi secara 
ilegal 
Penyelamatan Ekskavasi, L aboratorium, Mencegah dan 
konservasi, dan bengkel kerja, menanggulangi 
penyunpanan dan warehouse kerusakan benda 
dan situs eagar 
budaya bawah air 
I I .  EKSPLO RASI 
a. I nventarisasi Survei Permukaan dan Mengetahui 
Situs Bawah Air bawah air keberadaan dan 
potensi 
b. Penilaian Ekskavasi dan BawahAir Mengetahui 
pengangkatan signifikansi nilai 
sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan 
kebudayaan 
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III. KONSERVASI 
a. Penanganan situs Perawatan dan 
dan benda eagar pengawetan in-situ 
budaya bawah dan ex-situ 
au: 
IV DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI 
a.  Pengembangan Pembangunan 
sistem informasi database 
b. Pengemasan dan Pembuatan film/ 
penyebarluasan video, website, 
informasi majalah, journal, 
booklet, leaflet, dll. 
v PEMANFAATAN 
a. Pendidikan Objek penelitian, 
pengembangan kuri-
kulum sekolah dan 
perguruan tinggi 
b. Ekonomi - Pengembangan 
menjadi objek 
wisata 
- Dijual 
VI PENELITIAN 
a. Perekaman data Penulisan sejarah 
arkeologi, sejarah kebudayaan 
sosial-budaya maritim 
b. Pariwisata budaya Penyusunan prinsip-
prinsip pengelolaan 
pariwisata budaya 
IV. Permasalahan 
a. Regulasi 
Laboratorium, Memperlambat 
bengkel kerja, proses pelapukan 
dan di bawah air dan memperpan-
liang umur benda 
Data hasil survei Mengetahui 
dan ekskavasi kekayaan hasil 
budaya bawah air 
Sosialisasi, Memberikan 
penerbitan, pengetahuan dan 
kampanye, meningkatkan 
pameran, dll. kesadaran masya-
rakat untuk meles-
tarikan PBA 
Penelitian Pengembangan ka-
arkeologi bawah rakter daerah dan 
air, pembangunan bangsa untuk mem-
museum situs perkokoh jati diri 
bangs a 
- Pengembangan - Memberi peluang 
pariwisata pengelolaan dan 
berkelanjutan kesejahteraan rna-
syarakat secara 
berkelanjutan 
- Jumlahnya banyak - Pendapatan 
negara 
Pendidikan dan Pengembangan 
pengembangan ilmu karakter daerah 
pengetahuan dan bangsa untuk 
memperkokoh 
jatidiri bangsa 
Pengembangan Pendidikan dan 
pariwisata kesejah teraan 
budaya masyarakat. 
Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pijakan bagi 
pengelolaan peninggalan bawah air di Indonesia masih terbatas dan belum 
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tegas. Sebagai contoh untuk terminologi atau istilah yang digunakan masih 
beragam, mulai dari benda eagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui 
pemiliknya, sampai dengan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam 
(BMK1). Meskipun lahirnya istilah-istilah tersebut memiliki latar belakang 
tertentu (spt. akademis, ekonomis, dan politis) dan merupakan produk hukum 
formal Pemerintah RI, tetapi dalam aplikasinya di lapangan acapkali menim­
bulkan kegamari.gan dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Hal ini ini ten­
tunya dapat menjadi preseden yang kurang baik dalam penerapan produk hu­
kum di Indonesia. 
Peninggalan budaya bawah air saat ini tidak hanya menjadi 'domain'-nya 
lembaga pemerintah yang menangani kebudayaan, demikian pula halnya dalam 
penanganan peninggalan bawah air. Lembaga pemerintah yang memiliki ke­
wenangan dalam menangani peninggalan bawah air tidak hanya Departemen 
Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi juga diantaranya Departemen Kelautan dan 
Perikanan, Departemen Kehutanan, lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi 
anggota Panitia Nasional, dan Pemerintah Daerah. Koordinasi untuk mensi­
nergiskan kinerja dalam pelestarian-khususnya pengembangan dan peman­
faatan-peninggalan bawah air masih belum optimal. 
Dalam tataran penanganan teknis di lapangan, baik dalam aspek perlin­
dungan, pengembangan, maupun pemanfaatan, masih banyak kendala yang 
dihadapi mengingat sampai saat ini belum ada standard procedure operational (SOP) 
yang baku dan dapat dijadikan acuan oleh semua pihak dalam pengelolaan 
peninggalan bawah air. Akibatnya sering terjadi ketidaksamaan dalam pena­
nganan teknis dan hal ini tentunya dapat mengganggu kelestarian, baik artefak 
maupun situs peninggalan bawah air. 
b. Sumber Day a Manusia (SDM) 
Keberhasilan kinerja suatu lembaga harus didukung oleh sumber daya 
manusia yang kompeten dalam bidangnya dan ditempatkan pada posisi yang 
tepat (the right man on the right plat-e), sehingga seluruh energi dan kemampuannya 
menjadi tepat guna. Untuk menangani peninggalan bawah air di Indonesia 
dibutuhkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari arkeolog, sejarahwan, antropolog, 
ahli kelautan, dokumentator, penyelam sampai dengan konservator. Kualitas 
dan kuantitas SDM di lembaga pemerintah yang mampu menangani pening­
galan bawah air masih sangat terbatas. Demikian pula halnya dengan lulusan 
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perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang ini masih sangat langka. 
c. Sarana Prasarana 
Pengelolaan peninggalan bawah air termasuk kegiatan yang memerlukan 
seperangkat sarana dan prasarana yang memadai agar dapat berjalan dengan 
baik. Sebagai contoh pada tahap survey, ekskavasi, pengangkatan, pengolahan 
data, konservasi, penyimpanan, sampai dengan pengembangan serta peman­
faatan harus didukung oleh berbagai peralatan khusus, sesuai dengan karak­
teristik lingkungan kerja, jenis obyek kajian, dan tujuan yang akan dihasilkan. 
Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut menjadi kendala dalam peningkatan 
pengelolaan peninggalan bawah air di Indonesia. 
d. Anggaran 
Kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air termasuk aktivitas yang 
membutuhkan biaya tinggi (high cos�, mengingat membutuhkan biaya pengadaan 
peralatan khusus, waktu yang panjang (baik di lapangan, pengolahan data, 
penanganan temuan, dll.), dan pembinaan SDM yang berjenjang. Anggaran 
yang sangat terbatas telah menjadi kendala dalam pengelolaan peninggalan 
bawah air yang berkesinambungan. 
e. Apresiasi 
Apresiasi atau nilai penghargaan terhadap tinggalan budaya bawah air di 
Indonesia masih rendah, baik c;li kalangan Pemerintah maupun masyarakat 
umum. Hal ini dapat terlihat dari persepsi masyarakat umum yang memiliki 
anggapan bahwa tinggalan budaya bawah air identik dengan 'harta karun', serta 
masih terbatasnya dukungan dan peran serta lembaga pemerintah dan masya­
rakat dalam kegiatan pelestarian. Kondisi seperti ini telah menjadi kendala dalam 
pengelolaan peninggalan bawah air di Indonesia. 
f Jejaring 
Jejaring (networkiniJ merupakan sebuah keniscayaan dalam pengelolaan 
peninggalan bawah air di Indonesia, karena dapat menjadi salah satu indikasi 
tingkat keberhasilan upaya pelestarian. Melalui jejaring yang luas dan harmonis 
diharapkan kegiatan pengelolaan dapat dilakukan secara sinergis an tara lembaga 
pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholder). Keterbatasan dalam me-
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ningkatkan dan membina jejaring merupakan salah satu kendala yang bersifat 
mendasar dalam pengelolaan peninggalan bawah air di Indonesia. 
V. Kondisi saat ini 
a. Regulasi 
Pada titaran peraturan perundang-undangan, Pemerintah secara bertahap 
dan berkesinambungan sudah melakukan berbagai kajian dan harmonisasi, 
agar berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan peninggalan bawah 
air di Indonesia dapat berjalan optimal dan proporsional. Sebagai contoh dalam 
Revisi Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
aspek pemanfaatan untuk tujuan selain ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 
dan budaya mulai mendapat perhatian yang serius. Hal ini sebagai respons 
untuk mengakomodasi perubahan paradigma pelestarian, yang semula lebih 
besar porsinya un tuk perlindungan, sekarang lingkupnya meliputi perlindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatan. Dengan demikian kegiatan di bidang kebu­
dayaan diharapkan dapat mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat (pro-poor dan pro1ob). 
Selain itu telah dilakukan juga kajian-kajian berkenaan dengan konvensi 
internasional, seperti The UNESCO Convention on the Protection of the Undenvater 
Cultural Heritage (2001) dan The 1982 UN Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS), untuk memahami berbagai aturan dan model pengelolaan pening­
galan bawah air di dunia, serta menjajagi kemungkinan untuk meratifikasinya. 
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penanganan peninggalan bawah 
air, Direktorat Peninggalan Bawah telah membuat draft Pedoman Pengelolaan 
Peninggalan Bawah Air. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan 
atau petunjuk teknis penanganan peninggalan bawah air di Indonesia, baik 
dalam bidang eksplorasi, perlindungan, konservasi, dokumentasi-publikasi, 
maupun pengendalian pemanfaatan. 
b. Sumber Day a Manusia (SDM) 
Pada saat Direktorat Peninggalan Bawah Air dibentuk (tahun 2006) sampai 
dengan sekarang, kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan penge­
lolaan peninggalan bawah air tetap dilanjutkan, mengingat SDM yang ada masih 
sangat terbatas dan perlu senantiasa ditingkatkan. Mulai dari peningkatan jenjang 
sertifikasi selam (tingkat A.2 dan A.3), bimbingan teknis perawatan peralatan 
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selam, survey dan ekskavasi, konservasi, sampai dengan fotografi bawah air. 
Selain melalui berbagai jenjang bimbingan teknis, dalam rangka untuk 
memenuhi SDM yang kompeten, Direktorat Peninggalan Bawah Air telah 
menfasilitasi penyusunan silabus dan kurikulum berkenaan dengan arkeologi 
bawah air dengan berbagai perguruan tinggi. Melalui upaya ini diharapkan dapat 
dihasilkan lulusan arkeolog yang memiliki kemampuan untuk menangani 
peninggalan bawah air. Konsep link and match an tara lembaga pendidikan (pen­
cetak SD:M) dan lembaga pemerintah (pemakai) diharapkan dapat diwujudkan 
melalui program perintisan terse but. Selain itu dalam berbagai kegiatan, acapkali 
dilibatkan juga SDM dari berbagai instansi terkait dan lembaga swadaya ma­
syarakat (outsourdn�, agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, 
seperti tenaga surveyor, pemetaan, dan instruktur. 
c. Sarana Prasarana 
Pengadaan saran a dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan pening­
galan bawah air telah menjadi salah satu prioritas Direkt<;>rat Peninggalan Bawah 
Air, mengingat aktivitas pelestarian tidak dapat berjalan tanpa didukung oleh 
peralatan yang memadai. Secara bertahap telah dilakukan pengadaan berbagai 
peralatan, mulai dari peralatan selam, pemetaan, konservasi, dokumentasi, dan 
pengolahan data, sehingga kegiatan di lapangan maupun di dalam ruangan 
(penanganan temuan dan pengolahan data) sudah dapat dilakukan. Selanjutnya 
secara bertahap Direktorat Peninggalan Bawah Air terus melengkapi peralatan­
peralatan pendukung lainnya. 
d.Anggaran 
Meskipun kegiatan pengelolaan peninggalan bawah air termasuk aktivitas 
yang membutuhkan biaya tinggi (high L"OS�, tetapi pada kenyataannya sampai 
saat ini alokasi anggarannya masih sangat tetbatas. Hal tersebut menyebabkan 
tidak semua aspek pelestarian dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi pro­
gram dan kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan 
kondisi anggaran yang tersedia. Melalui kegiatan yang dilakukan secara lintas 
sektoral, baik secara internal (dengan UPT) maupun eksternal (instansi peme­
rintah terkait dan pemangku kepentingan), berbagai kegiatan dapat dilaksanakan 
dengan baik meski kondisi anggarannya terbatas. 
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e. Apresiasi 
Pembentukan persepsi masyarakat terns dilakukan melalui berbagai cara dan 
upaya. Forum diskusi dan sosialisasi disdenggarakan dengan mengundang berbgai 
lapisan masyarakat, demikian juga dengan kegiatan pameran yang tdah dilakukan 
dengan segmentasi pengunjung yang beragam. Informasi dan data yang ada telah 
dikemas dalam berbagai produk media cetak ( seperti buku, leaflet, booklet, katalog, 
jurnal sampai dengan banner), bahkan dalam bentuk audio visual, berbagai aktivitas 
di lapangan (survei dan ekskavas� tdah dikemas dalam keping CD. 
f Jejaring 
Sejak berdirinya lembaga Direktorat Peninggalan Bawah air 2 tahun yang 
lalu, jejaring (networking) secara bertahap mulai terbentuk, baik dian tara lembaga 
pemerintah yang memiliki kewenangan dan perhatian terhadap tinggalan budaya 
bawah air, maupun dengan para pemangku kepentingan lain (stakeholder). Hal 
tersebut mulai terlihat dari semakin terkoordinasinya upaya penyiapan berbagai 
produk aturan, penanganan kasus, publikasi, survei dan pemetaan, pembinaan 
SDM, penyediaan peralatan pendukung, dll. 
VI. Penutup 
Peninggalan arkeologi bawah air merupakan aset budaya bangs a yang tidak 
hanya memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan, 
tetapi juga memiliki nilai ekonorni yang tinggi, sehingga harus dikelola dengan 
baik agar memberikan nilai manfaat bagi masyarakat secara luas. Fokus peles­
tariannya tidak hanya dititikberatkan pada aspek perlindungan, tetapi juga harus 
memperhatikan aspek pengembangan dan pemanfaatannya, secara seimbang 
dan proporsional. Aspek regulasi, sum her daya manusia, sarana-nrasarana, ang­
garan, apresiasi, dan jejaring harus dilakukan dengan sinergis. Di samping itu 
di masa yang akan datang sebaiknya perlu dilakukan penetapan zonasi perlin­
dungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bawah air di Indone­
sia agar pengelolaan peninggalan arkeologi bawah air dapat berjalan dengan 
optimal. 
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PENGELOLAAN SITUS DAN TEMUAN 
BAWAHAIR 
S.Wirasantosa, Nia Naelul, dan Ira Dilenia 
I. PENDAHULUAN 
Sesuai dengan tema Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke 11, yaitu Arkeologi 
untuk Masa Depan, makalah ini akan membahas pengelolaan situs dan temuan 
bawah air berwawasan konservasi sebagai suatu konsep pengelolaan aset atau 
sumberdaya non-renewable. Pembahasan mengenai pengelolaan situs dan temuan 
bawah air tidak dap.at dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya. Oleh karena itu, makalah ini dimulai dengan mengutip peraturan 
perupdang-undangan yang terkait agar aspek pengelolaan situs dan temuan 
bawah air dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Pada butir menimbaog Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 ten tang Benda 
Cagar Budaya dinyatakan bahwa benda eagar budaya merupakan kekayaan budaya 
bangs a yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, 
dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran 
jatidiri bangs a dan kepentingan nasiona/. Penjelasan lebih Ian jut menyatakan bahwa 
benda eagar budaya adalah (ps.1 (1 )) (a) benda buatan manusia, bergerak atau tidak 
bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya,yang 
berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gt:f}a sekurang­
kurangnya 50 (limapuluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, 
ilmu pengetahuan, dan kebudqyaan; (b) benda a/am yang dianggap mempunyai nilai penting 
bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudqyaan. Sedangkan situs didefinisikan sebagai 
(ps.1 (2)) lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda eagar budqya termasuk 
lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanamrya. Mengenai pengelolaannya, 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1992, pada bab V pasal 18, mengatur (1) 
pengelolaan benda eagar budaya dan situs adalah tanggung jawab Pemerintah, (2) 
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masyarakat, kelompok, atau perorangan berperanserta dalam pengelolaan benda eagar 
budaya dan situs, (3) ketentuan mengenai tala eara pengelolaan benda eagar budaya dan 
situs ditetapkan dengan Peraturan Pemen'ntah. 
Kutipan peraturan perundang-undangan diatas menyatakan bahwa penge­
lolaan benda eagar budaya dan situs adalah tanggung jawab pemerintah 
dengan masyarakat berperanserta. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1993 
tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
menetapkan bahwa pengelolaan yang dimaksud meneakup perlindungan, 
pemeliharaan, perizinan, pemanfaatan, pengawasan dan pelestarian benda eagar 
budaya tersebut (ps. 3 (3)). Kewenangan untuk menetapkan suatu temuan dan 
situs sebagai benda eagar budaya merupakan kewenangan pemerintah, demikian 
juga pemanfaatannya harus seijin pemerintah. Definisi mengenai benda eagar 
budaya menunjukkan suatu kategori yang luas untuk benda-benda yang dapat 
ditetapkan sebagai benda eagar budaya dengan catatan benda-benda tersebut 
sekurang-kurangnya berumur 50 tah�n dan memenuhi kriteria yang dipersya­
ratkan. Benda temuan a tau situs dimaksud dapat berup':l kapal tenggelam dengan 
muatannya, bangunan ditepi pantai a tau sisa bangunan dibawah air, kapal perang 
yang tenggelam, dan lain sebagainya. 
II. POTENSI SITUS BAWAH AIR 
Kegiatan perdagangan, muhibah politik dan kebudayaan di wilayah Asia, 
Asia Tenggara, Tirnur Tengah sampai ke Afrika pada mas a lalu umumnya dila­
kukan melalui jalur laut. Peninggalan dan eatatan sejarah menunjukkan bahwa 
perdagangan di wilayah Nusantara telah diidentiftkasi sejak abad I Masehi, 
bahkan diduga telah dimulai sejak sekitar abad 4 SM. Temuan manik-manik 
kaea di situs Gilimanuk diduga berasal dari tahun 195 SM sampai 95 M. Se­
mentara itu, temuan manik-manik di Thailand, Semenanjung Tanah Melayu, 
Vietnam dan Filipina menunjukkan bahwa manik-manik sebagai komoditas 
yang berasal dari India telah diperdagangkan pada abad 4 SM. Informasi ber­
dasarkan eatatan sejarah di negeri Tiongkok menunjukkan bahwa Sriwijaya 
sudah menjadi pusat perdagangan dan pusat agama Budha sejak abad ke 7. 
Posisi geografis Sriwijaya, yang diperkirakan terletak di sekitar Palembang, dapat 
menguasai jalur pelayaran mulai dari Selat Malaka, perairan Bangka-Belitung 
sampai ke selatan. Selain Sriwijaya, di pulau Jawa diperkirakan telah berdiri 
kerajaan Tarumanegara pada abad ke 7, yang dalam eatatan sejarah juga diin-
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elikasikan melakukan kegiatan perdagangan dengan negeri Tiongkok. Di sekitar 
Jambi diperkirakan kerajaan Melayu telah berdiri pada abad ke 7 sebagaimana 
kerajaan Tulang Bawang eli Sumatra Selatan. 
Kegiatan perdagangan, politik dan kebudayaan elisekitar Palembang dan 
Jawa Barat meluas ke arab timur sesuai dengan berturnbuh dan berkembangnya 
kerajaan-kerajaan eli pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sekitar 
abad ke 10 a tau bahkan sebelumnya, kapal dagang dari bagian barat Nusantara 
telah berlayar eli laut Jawa kearah timur. Temuan kapal tenggelam eli laut Jawa 
utara Cirebon memberikan inclikasi kapal abad ke 10. Pada abad ke XIV dan 
XV, wilayah laut Jawa merupakan salah satu wilayah yang ramai karena 
perdagangan rempah-rempah, kayu gaharu, beras dan sebagainya. 
Seeara singkat dapat dikatakan bahwa perdagangan antar pulau melalui 
laut telah menjaeli bagian yang tidak terpisahkan dati jalur perdagangan inter­
nasional pada mas a itu. lndikasi ramainya kegiatan ekonomi, politik dan kebu­
dayaan yang melintasi laut Nusantara sebagaimana elisebutkan eliatas, elitun­
jukkan dengan banyaknya temuan arkeologis eli laut baik berupa benda muatan 
kapal yang tenggelam (BMKT) maupun aset arkeologis bawah air lainnya. 
III. PEMANFAATAN SITUS DAN TEMUAN 
BAWAHAIR 
Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya me­
nentukan dan menetapkan bahwa pengelolaan benda eagar budaya dan situs 
adalah tanggung jawab Pemerintah, dan masyarakat, kelompok, a tau perorangan 
boleh berperanserta dalam pengelolaannya dengan tata eara pengelolaan eliatur 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah No.1 0 Tahun 1993 
tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
menetapkan bahwa pengelolaan yang climaksud meneakup perlindungan, peme­
liharaan, perizinan, pemanfaatan, pengawasan dan pelestarian benda eagar 
budaya tersebut (ps. 3 (3)). 
Pemanfaatan situs dan temuan bawah air harus dilakukan sesuai dengan 
semangat Undang undang tersebut, yaitu mengedepankan pemahaman dan 
pengembangan s�jarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan demi pemupukan kesadaran 
jatidiri bangsa dan kepentingan nasionaL Hal ini tidak mudah untuk dilakukan 
karena harus dilakukan stueli dan pengenalan temuan climaksud, sedangkan 
informasi dan tanda pengenal temuan dan situs climaksud umumnya tidak 
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mudah untuk diidentiflkasi. 
Informasi mengenai sejarah yang terkandung pada temuan dan situs me­
rupakan informasi yang menarik perhatian masyarakat. Semangat pada temuan 
dan situs menjadi "hidup" karena informasi terse but. Sebagai contoh, informasi 
sejarah yang dikemukakan pada temuan kapal Viking yang dipamerkan di mu­
seum di Norwegia memberikan gambaran tentang kehidupan dan kejayaan 
bahari bangsa Viking. Gambaran tentang semangat bahari seperti ini tidak 
akan timbul dari melihat temuannya saja, melainkan dari informasi sejarah 
tentang temuan tersebut. Demikian juga situs Pearl Harbour yang sekaligus 
menjadi monumen penting perang dunia ke 2 menjadi menarik karena informasi 
sejarah yang diberikan kepada pengunjung telah memberikan bayangan betapa 
dahsyatnya peperangan pada awal perang dunia ke 2 terse but. Informasi seperti 
inilah yang harus digali dan dikemas dalam bentuk yang menarik untuk menja­
dikan situs dan temuan sebagai pendorong semangat bahari demi pemupukan 
jatidiri bangsa. 
Konsep pengelolaan dan pemanfaatan temuan dan situs seperti dibahas 
diatas direncanakan akan diterapkan di potensi situs sekitar P. Selayar untuk 
pariwisata bahari minat khusus. Saat ini telah dilakukan tahap koordinasi an tar 
pemangku kepentingan, yaitu Direktorat Bawah Air, BRKP, Pemda Selayar, 
Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K), dan Balai Arkeologi. 
Masing-masing pemangku kepentingan akan melakukan kegiatan yang men­
dukung pengembangan potensi situs secara terkoordinasi dan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsinya. Misalnya, penelitian dan survei !aut akan dilakukan 
oleh BRKP bersama dengan Direktorat Bawah Air dan Balai Arkeologi pada 
area potensial sesuai informasi dari Pemda Selayar. Tindak lanjut mengenai 
rencana sonasi dan penataan ruang di sekitar situs akan dilakukan bersama 
dengan Di�en KP3K apabila potensi tersebut berindikasi positif. Kementerian 
Budaya dan Pariwisata akan membantu dalam hal promosi dan tindak lanjut 
penanganan temuan dan situs dalam tahap pengembangan nantinya. Dengan 
cara terkoordinasi seperti ini diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan situs 
dapat dilakukan sesuai dengan semangat UU No. 5 Tahun 1992. 
IV. PENUTUP/DISKUSI 
Pengelolaan situs dan temuan bawah air sesungguhnya dimulai dari langkah 
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paling awal, yaitu mendapatkan informasi mengenai potensi situs baik dari 
laporan, arsip, dokumen lama di pus at arsip maupun museum dan berdasarkan 
informasi masyarakat. Setelah itu, studi lapangan dan eksplorasi situs merupa­
kan tahapan penting untuk mengkonfirmasi potensi situs. Tahapan penting 
lainnya adalah penetapan temuan dan situs tersebut sebagai Benda Cagar Budaya 
a tau sebagai BMKT. Konsep pengelolaan situs kemudian dikembangkan berda­
sarkan ketetapan tersebut. Pengembangan situs Benda Cagar Budaya akan ber­
lainan dengan pemanfaatan situs BMKT. 
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KEBIJAKAN PENGELOLAN DAN 
PENGEMBANGAN MUSEUM 
Intan Mardiana N. 
A. PENDAHULUAN 
Pengertian ten tang museum dari zaman ke zaman mengalami peru bah an. 
Hal ini disebabkan karena museum senantiasa mengalami perubahan tugas 
dan kewajibannya. Museum merupakan suatu gejala sosial atau kultural dan 
mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang menggu­
nakan museum itu sebagai prasarana sosial a tau kebudayaan. Untuk memahami 
arti penting museum, alangkah baiknya jika kita mengetahui sejarah permu­
seuman di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi oleh permuseuman In­
d o n e s i a .  
Museum berakar dari kata Latin "museion", yaitu kuil untuk sembilan dewi 
Muse, anak-anak Dewa Zeus yang tugas utamanya adalah menghibur. Dalam 
perkembangannya museion menjadi tempat kerja ahli-ahli pikir zaman Yunani 
kuna, seperti sekolahnya Pythagoras dan Plato. Dianggapnya tempat penyeli­
dikan dan pendidikan f11safat sebagai ruang lingkup ilmu dan kesenian adalah 
tempat pembaktian diri terhadap ke sembilan Dewi Muse tadi. Museum yang 
tertua sebagai pusat ilmu dan kesenian adalah yang pernah terdapat di Iskan­
darsyah. 
Lama kelamaan gedung museum terse but yang pada mulanya tempat pe­
ngumpulan benda-benda dan alat-alat yang diperlukan bagi penyelidikan ilmu 
dan kesenian, ada yang berubah menjadi tempat mengumpulkan benda-benda 
yang dianggap aneh. Perkembangan ini meningkat pada abad pertengahan di 
mana yang disebut museum adalah tempat benda-benda pribadi mi1ik pangeran, 
bangsawan, para pencipta seni dan budaya, para pencipta ilmu pengetahuan, 
dimana dari kumpulan benda (koleksi) yang ada mencerminkan apa yang khusus 
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menjadi minat dan perhatian pemiliknya. 
Benda-benda hasil seni rupa sendiri ditambah dengan benda-benda dari 
luar Eropa merupakan modal koleksi yang·kelak akan menjadi dasar pertu ,n­
buhan museum-museum besar di Eropa. "museum" ini jarang dibuka untuk 
masyarakat umum karena koleksinya menjadi ajang prestise dari pemiliknya 
dan biasanya hanya diperlihatkan kepada para kerabat atau orang-orang dekat. 
Museum juga pernah diartikan sebagai lrumpulan ilmu pengetahuan dalam 
karya tulis seorang sarjana. Ini-terja<li di zaman ensiklopedis yaitu zaman sesudah 
Renaissance di Eropa Barat ditandai oleh-kegiatan orang-orang untuk memper­
dalam. dan memperluas pengetahuan mereka ten tang man usia, berbagai jenis 
flora maupun fauna serta tentang bumi dan jagat raya disekitarnya. Gejala 
berdirinya museum tampak pada akhir abad 18 seiring dengan perkembangan 
pengetahuan di Eropa1 Negeri Belanda yang merupakan bagian dari-Eropa 
dalatn hal ini juga tidak ketinggalan dalam upaya mendirikan musetlffi. ' 
Perkembangan museum eli Bdanda sangat m'empengaruhi petkembangan 
museum di- Indonesia. Diawali oleh seotang p�gawai VOC yang bern am a G. E. 
Rump hi us· pada ·a bad ke-17 telah memanfaatkan · waktunya \liltuk tnenulis 
tentang AmbonHhe Landbesd;rijving yang antara lain memberikan gambaran 
tentang sejatah kesultanan Maluku; di samping-renulisan ten tang keberadaah 
kepulauan dan kependudukan. Memasuki a bad ke� 18 perhatiari-terhadap ilmu 
pengetahuan dan kebudayaan baik pada masa VOC maupun Hindia-Bdanda 
makin ielas dertgan: berdirinya Jembaga-lembaga yang befl'ar-b'enar kompeten·, 
an tara lain adalah Bataviaach Genootschap van Kunsten en-Wetetjschappen,-sua:tu hitn­
punari masyarakat yang perduli terhadap kesenian dan iltnu pengetahuan di 
Batavia. · · 
Selain di Batavia, di beberapa daerah didirikan museum yang an tara lain 
adalah: (1) Museum Radya Pu-staka di Solo, didirikan pada tahun -1890; (2) 
Museum Zoologi Bogar, 'didirikan pada tahtin 1894; (3) Museum Zoologi di 
Bukit Tinggi, didi.rikan pada tahun 1894; ( 4} Museum Mojokerto di Jawa Timur, 
didirikan pada tanun 1912; (5) Museum Mangkunegararl di Surakarta, didirikan 
pada tahun 1918; (6) Museum Rumoh Aceh di Banda Aceh, didirikan pada 
tahun 1915; (1) Museum Trowulan di Jawa Timur, didirikan pada tahun 1920; 
(8) Museum Geologi di Bandung, didirikan pada tahun 1929; (9) Museum Bali 
di Denpasar, didirikan pada tahun 1932; (10) Museum Rumah Adat Banjuang 
di Bukittinggi, didirikan pada tahun 1933; (11) Museum Sonobudoyo, didirikan 
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pada tahun 1935; dan (12) Museum Simalungun di Pematang Sian tar, Sumatera 
Utara, didirikan pada tahun 1938. 
Sejak tahun 1950 terlihat proses Indonesianisasi terhadap berbagai hal 
yang berbau kolonial, termasuk Bataviaach Genootschap van Kunsten en Wetensthappen 
yang diganti menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). LKI memba­
wahkan 2 instansi, yaitu museum dan perpustakaan. Pada tahun 1962 LKI 
menyerahkan museum dan perpustakaan kepada pemerintah, kemudian menjadi 
Museum Pusat beserta perpustakaannya. Pada tahun 1957 pemerintah memben­
tuk bagian Urusan Museum. Pada tahun 1964 Urusan Museum diganti menjadi 
Lembaga Urusan Museum-Museum Nasional, dan pada tahun 1966 dijadikan 
Direktorat Museum. Pada tahun 1979, Direktorat Museum berubah menjadi 
Direktorat Permuseuman. 
Selain Museum Nasional, di daerah-daerah didirikan museum-museum 
daerah. Gagasan pokok untuk pendirian museum-museum daerah, adalah agar 
dapat mencerminkan falsafah umu.rn museum sebagaimana tercantum dalam 
rumusan definisi museum menurqt !COM tahun 1974. Museum umum ini 
merniliki pengertian bahwa musemn tersebut merniliki koleksi yang beraneka 
ragam. Pendirian museum-museum daerah ini sangat bermanfaat dalam pe­
ngembangan etnomuseum di daetah-daerah, melestarikan warisan budaya baik 
yang tangible maupun intangible. Gagasan awal untuk memberikan corak mu­
seum umum pada museum-museum daerah yang didukung oleh program 
penyelamatan warisan budaya melalui rehabiltasi dan perluasan museum, dan 
melalui proyek pengembanga_Q;pernmseuman (Sutaarga, 1991: 54-55). 
Perubahan politik akibat ge�an reformasi yang dipelopori oleh para ma­
hasiswa pada tahun 1998, telili mengubah tata negara Republik Indonesia. 
Perubahan ini membehkan dampak terhadap permuseuman di Indonesia. 
Direktorat Permuseuman diubah menjadi Direktorat Sejarah dan Museum di 
bawah Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2000. Pada tahun 2001, 
Direktorat Sejarah dan Museum diubah menjadi Direktorat Permuseuman. 
Susunan organisasi diubah menjadi Direktorat Purbakala dan Permuseuman 
di bawah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pada tahun 2002. 
Direktorat Purbakala dan Permuseuman diu bah menjadi Asdep Purbakala dan 
Permuseuman pada tahun 2004. Akhirnya pada tahun 2005, dibentuk kembali 
Direktorat Museum di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 
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Setelah dibentuknya kembali Direktorat Museum pasca otonomi daerah, 
maka muncul berbagai permasalahan dalam hubungan Direktorat Museum 
dengan museum-museum di daerah, bagaimanakah arah kebijakan pengeloJ _an 
museum yang harus diambil dalam pengembangan permuseuman Indonesia 
selanjutnya? 
B. ARAH KEBIJAKAN PERMUSEUMAN 
Pasca otonomi daerah, kewenangan Pemerintah Pus at porsinya lebih besar 
pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria dan prosedur, 
sedangkan kewenangan pelaksanaan terbatas pada kewenangan yang bertujuan 
mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. 
Hal ini dilakukan untuk penguatan desentralisasi pemerintahan. Kewenangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah dilaksanakan juga mencakup 
bidang permuseuman dan pengelolaan UPT Museum Negeri Provinsi di setiap 
provmst. 
Peraturan Menteri Departemen Kebudayaan dan Pariwisata No: PM/ 
HK.001 /MKP Tgl. 27 Mei 2005, Pasal 359 menyebutkan bahwa Direktorat 
Museum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, stan­
dar, norma, kriteria dan prosedur, serta pemberian bimbingan teknis dan eval­
uasi di bidang permuseuman. Pasal 360 menyebutkan bahwa Direktorat Mu­
seum menyelenggarakan fungsi: (a) Pelaksanaan dan penyiapan bahan rumusan 
kebijakan di bidang permuseuman; (b) Perumusan standar, norma, kriteria, 
dan prosedur di bidang registrasi, pengamanan, dan pengendalian, pemeliharaan 
dan perawatan, serta penyajian dan kerjasama museum; dan (c) Pemberian 
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang registrasi pengamanan dan pengen­
dalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian dan kerjasama museum. 
Penyelenggaraan museum-museum provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah 
Provinsi. Dalam hubungannya dengan museum-museum provinsi, Direktorat 
Museum memiliki tugas untuk memberikan advokasi (asistensi), pengembangan 
SDM museum, melakukan pemberdayaan, dan koordinasi. Langkah strategis 
yang diambil oleh Direktorat Museum adalah: 
1. Memberikan pencerahan kepada Pemerintah Daerah tentang tanggung­
jawabnya terhadap museum; 
2. Mendorong terwujudnya museum yang mandiri dan dinamis dalam me­
lestarikan nilai-nilai luhur budaya serta memajukan kebudayaan dan per-
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adaban bangsa 
3. Meningkatkan apresiasi masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah 
dalam pelestarian kebudayaan di museum daerah 
4. Mendorong pengelola museum agar lebih mengerti ten tang fungsi, kewa­
jiban, dan tanggungjawabnya untuk melakukan pelestarian, penelitian, pen­
didikan, dan memberikan enjqyment pada masyarakat 
5. Mendorong museum provinsi menjadi pembina teknis permuseuman di 
provmsmya. 
Dalam kaitanya dengan pengembangan museum di Indonesia, Direktorat 
Museum mengambil beberapa kebijakan, antara lain: 
• Penyusunan regulasi permuseuman Indonesia, dalam bentuk penyusunan 
pedoman pengelolaan museum Indonesia, standar, kriteria, dan norma 
• Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peran museum sebagai lembaga 
pendidikan nonformal dalam rangka ikut secara aktif di dalam proses 
mencerdaskan bangsa; 
• Peningkatan mutu SDM pengelola museum dalam rangka tercapainya mu­
seum yang mandiri dan dinarnis. 
• Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun 
luar negeri, dalam upaya pelestarian warisan budaya di museum 
• Peningkatan kesadaran penyelenggara dan pengelola museum untuk lebih 
melestarikan warisan budaya baik tangible maupun intangible 
• 
• 
Peningkatan koordinasi permuseuman, dilakukan melalui forum diskusi 
dan komunikasi museum se-Indonesia. 
Fasilitasi pengelolaan museum daerah, dilakukan dengan bantuan baik fisik 
maupun manajerial. 
C. PENGEMBANGAN MUSEUM 
N egara Republik Indonesia memiliki kurang lebih 286 museum, baik yang 
dikelolah oleh pemerintah maupun swasta. Museum-museum tersebut terdiri 
dari museum-museum khusus dan museum umum. Museum-museum daerah 
di Indonesia telah memberikan gambaran ten tang keanekaragaman suku bangsa 
di Indonesia, terdiri dari 500 suku bangsa dengan bahasa dan budaya yang 
berbeda-beda. Untuk menjembatani perbedaan ini, museum-museum harus 
bersikap aktif sebagai jendela budaya bangsa. 
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Sebagai bangsa yang mempunyai warisan budaya yang sangat kaya, sudab 
sewajarnya bangsa Indonesia memperbatikan usaba pelestariannya. Usaha 
pelestarian yang dimaksud mempunyai arti yang luas, yaitu merupakan bangsa 
yang sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional 
karena sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telab mencanangkan pen­
tingnya pembinaan dan pengembangan kebudayaan. 
Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 
32 babwa ''Pemerintab memajukan kebudayaan Indonesia". Beranjak dari 
amanat ini diambil salab satu langkab berupa pelestarian benda-benda bukti 
materiil basil budaya manusia, serta alam dan lingkungannya yang mencakup 
penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda eagar budaya 
bergerak di museum. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal22 UU No.5 
tabun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, menetapkan babwa benda eagar 
budaya bergerak atau benda eagar budaya tertentu yang dimiliki oleb negara 
maupun perorangan dapat disimpan di museum. Dengan demikian pemerintab 
berkewajiban untuk menyediakan sarana pelaksanaannya, yaitu salab satunya 
yang disebut museum dan jika merupakan satu sistem disebut permuseuman. 
Permuseuman ini bertanggung jawab pada warisan alam dan budaya baik ber­
wujud maupun tidak berwujud. Selain itu, Badan yang berwenang dan badan 
yang terkait dengan arab kebijakan dan kepengurusan museum, mempunyai 
tanggung jawab utama untuk melindungi dan mempromosikan warisan terse but 
dan juga bertanggung jawab untuk menyediakan sumberdaya manusia, fisik, 
dan keuangan untuk tujuan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ICOM 
Code of Ethic for Professional Museum ( para 1/ principle): 
"Museums are responsible for tangible and intagible natural and cultural heritages. 
Governing bodies and those com"Crned with the stategic diredion and oversight of museums 
have primary of mposibzli!J to proted an promote this heritage as well as the human, 
phisical and financial resoums made available for that purpose': 
Menurut PP No. 19 Tabun 1995 Pasal1 ayat (1) museum adalab lembaga, 
tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda 
bukti materiil basil budaya manusia serta alam dan lingkungannya guna me­
nunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Dalam 
permuseuman Indonesia dikenal dua istilab yaitu penyelenggara dan pengelola 
museum. Penyelenggara dan pengelola mempunyai dua pengertian yang ber­
beda. Penyelenggara merupakan satu kegiatan pembinaan sedangkan penge-
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lolaan adalah kegiatan otonom dari unit yang dibina. Pada umumnya dalam 
dunia permuseuman kita ketahui adanya dua unsur utama penyelenggara mu­
seum, yaitu unsur pemerintah dan unsur swasta yaitu dalam bentuk perkum­
pulan dan yayasan yang diatur kedudukan, tugas dan kewajibannya oleh undang­
undang. 
Penyelenggara dan pengelola museum, baik pemerintah maupun swasta 
di Indonesia harus menyesuaikan kebijakannya dengan dasar-dasar kebijakan 
pembina pendidikan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat 
Museum, karena semua kegiatan museum tidak hanya untuk melayani bidang 
riset kelompok tertentu tetapi juga memberikan pelayanan sosial budaya dan 
pendidikan bagi masyarakat banyak. 
Garis besar penyelenggaraan dan pembinaan museum adalah bertolak 
pada kebijakan penyusunan program-program pengelolaan yang harus dila­
kukan oleh museum sebagai unit pelaksana terutama dalam perumusan pro­
gram operasionalnya yang disesuaikan dengan fungsi dari museum, seperti 
pembinaan ketenagaan dan penyusunan anggaran. Untuk pengelolaan mu­
seum, bila semua kebijakan yang disusun oleh Direktorat Museum telah di­
turunkan menjadi stan dar operasional museum, mika kebijakan ini yang menjadi 
pedoman dalam pengelolaan museum, agar berkembang dan maju. 
Pasca otonomi daerah, beberapa daerah pemakaran memiliki keinginan 
kuat untuk mendirikan museum. Hal ini cukup baik dalam pengembangan 
museum di Indonesia. Tetapi dalam menyelenggarakan museum kita harus 
mengetahui terlebih dahulu ten tang apa tujuan mendirikan, visi dan misi mu­
seum itu. Di samping itu juga harus diketahui secara jelas ten tang tujuan khu­
susnya barulah kita dapat mendirikan sebuah museum sesuai dengan yang 
diinginkan dan sesuai dengan tujuannya. Untuk itu perlu diketahui tentang 
jenis-jenis dan status museum. Hal ini disebutkan dalam ICOM Code of Ethic 
for the Professional Museum (Para 1.2): 
'The governing boc!J should ensure that museum has a written and publisice and be 
guided i?J the statement of the mission objectives and polities of museums and of the 
role and composition of the governing boc!J': 
Direktorat Museum memiliki tugas untuk memberikan asistensi dan 
supervisi dalam pendirian sebuah museum, dan pengelolaanya. 
Namun, adanya otonomi daerah tidak selalu berdampak positif bagi 
pengembangan museum. Terdapat beberapa Pemerintah Daerah baik provinsi 
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maupun kabupaten/kota yang masih belum perduli terhadap museum yang 
telah menjadi aset daerahnya, karena museum dianggap tidak dapat memberikan 
kontribusi yang besar dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah, bahkan mu­
seum banyak menyedot dana untuk biaya pemeliharaan koleksinya. Anggapan 
seperti ini sangatlah keliru, karena museum adalah aset penting daerah yang 
merupakan gambaran dari jatidiri darah tersebut. Solusi yang diambil oleh 
Direktorat Museum untuk meningkatkan keperdulian para pemangku ke­
pentingan (stakeholder), seperti Pemda, DPRD, dan Perguruan Tinggi, terhadap 
museum adalah dengan melakukan program sosialisasi pengelolaan museum. 
Diharapkan program ini dapat menambah wawasan para pemangku kepen­
tingan bahwa museum adalah lembaga not for profit, dan sangat penting keber­
adaannya. 
Selain kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap museum, terdapat 
kebijakan beberapa Pemerintah Daerah yang dengan mudah memutasi SDM 
museum yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis dalam pengelolaan 
museum ke instansi lain, sementara penggantinya adalah pegawai yang tidak 
memahami ten tang pengelolaan museum secara profesional. Atas dasar kondisi 
tersebut, Direktorat Museum memfokuskan pengembangan museum di Indo­
nesia saat ini pada peningkatan kualitas SDM museum, melalui kegiatan pe­
ningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga museum tingkat dasar, me­
nengah, dan lanjutan. Selain itu, juga dilaksanakan berbagai workshop seperti 
konservasi, museum storage management, manajemen risiko, dan manajerial. Untuk 
pendidikan formal, Direktorat Museum telah melakukakan kerjasama dengan 
perguruan tinggi (UI dan Unpad) untuk membuka S-2 Museologi. Diharapkan 
Pemerintah Daerah dapat melakukan hal yang serupa dalam melakukan 
pengembangan SDM museum di daerah. 
Dalam mengisi meningkatkan kualitas SDM museum kerjasama 
antarmuseum a tau dengan institusi terkait lainnya dapat dilakukan sebagaimana 
diamanatkan dalam ICOM code of ethics for museums (para 3. 10): 
«Museums personnel should at-knowledge and endorse the need for co-operation and 
consultation between institutions with similar interest an colletting prattim. This is 
partit'lllar!J so with institutes of higher education and certain public utilities where 
resean-h mcry generate important collections for whit-h there is no long-term set'llriry': 
Berdasarkan uraian di atas maka SDM museum harus sadar dan men­
dukung perlunya kerjasama dan konsultasi antar berbagai lembaga yang 
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mempunyai kepentingan serupa serta berbagai pelaksanaanya. Demikian juga 
secara khusus dari berbagai institusi a tau lembaga pendidikan yang lebih tinggi 
dan beberapa sarana publik di mana penelitian dapat menghasilkan berbagai 
koleksi penting yang tidak memiliki jaminan jangka panjang. Sehingga mu­
seum yang dikelola secara profesional dapat memberikan pelayanan informasi 
kepada masyarakat dengan baik. 
Direktorat Museum juga memberikan pendukungan dalam ben tuk fisik 
dalam pengembangan museum di Indonesia, yaitu dalam bentuk pendukungan 
pengelolaan museum baik yang berupa sarana dan prasarana, maupun dalam 
penyajian koleksi museum. 
Pengembangan museum akan berhasil hila masyarakat dapat turut ber­
partisipasi di dalamnya. Sehingga program peningkatan apresiasi masyarakat 
terhadap museum ini masih sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan 
partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu untuk diajak mengnjungi museum 
dan mengenal museum. Museum dapat digunakan oleh masyarakat dalam 
menyelenggarakan even-even kebudayaan, karena museum adalah milik 
masyarakat. 
D.PENUTUP 
Pasca otonomi daerah, permuseum Indonesia belum memiliki arah 
pengembangan yang jelas. Maka perlu dilakukan reposisi museum Indonesia, 
dalam pengertian menempatkan kembali tugas dan fungsi museum dengan 
adanya paradigma baru yaitu yang tadinya museum berorientasi kepada benda 
(of?jed oriented) bergeser menjadi berorientasi kepada masyarakat (publi.- oriented) 
untuk kepentingan serta penguatan identitas masyarakat. Hal ini memang perlu 
ditunjang dengan political wills dari pemerintah dan komitmen bersama an tara 
pemerintah dan pemangku kepentingan. 
Perlu untuk melakukan evaluasi kebijakan pemerintah terhadap per­
museuman di Indonesia, apakah telah sejalan dengan arah pengembangan 
museum. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kualitas SDM 
museum, menempatkan peran museum sebagai bagian dari pranata sosial di 
masyarakat, melakukan publikasi dan promosi yang imbal balik, dan mem­
perkuat jejaring kerjasama antar lembaga museum, praktisi, akedemisi dan 
birokrasi. Dan yang terakhir adalah upaya peningkatan apresiasi masyarakat 
terhadap museum, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan 
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museum. Hal ini dapat dimulai dengan pencanangan gerakan "Ayo ke Mu­
seum". 
DAFTAR PUSTAKA 
Anonim 
1992 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992. 
1993 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Undang-undang RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. 
1995 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Peme/iharaan dan 
Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di museum. 
2002 Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
2002 Keputusan Menteri Nomor 33 Tahun 2004 tentang Museum. 
2004 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
Direktorat Permuseuman 
1980 Pedoman Pembakuan Museum Umum Tingkat Propinsi. Jakarta: Proyek 
Pengembangan Permuseuman Jakarta, Ditjenbud, Depdikbud. 
1987 Petu'!Juk Pelaksanaan Teknis PemJuseuman. Jakarta: Proyek Pengembangan 
Permuseuman, Ditjenbud, Depdikbud. 
2000 Kuil Tetapi Indah: Pedoman Pendirian Museum. Jakarta: Proyek 
Pembinaan Permuseuman Jakarta, Ditjenbud, Depdikbud 
International Council of Museums 
1990 ICOM Code of Professional Ethics. 
Koen tjaraningra t 
1987 S �jarah Teori Antropologi, Universitas Indonesia press, Jakarta. 
1990 Pengan tar An tropologi, Rineka Cipta, Jakarta. 
Kotler, Neil dan P hilip Kotler 
1998 Museum Strategy and Marketing. Designing Missions, Building Audi­
ences, Generating Revenue and Resources. Jossey-Bass Inc, San Fran­
cisco, California. 
Moore, Kevin (editor) 
1994 Museum Management. Routledge, 11 New Fetter Lane, London. 
Renfrew, Colin dan Paul Bahn 
1990 Archaeology Theories, Methods, and Pradit-e, Thames and Hudson Ltd., 
111 
Intan �araiana :N. 
London. 
Sharer, Robert J. and Wendy Ashmore 
1968 Fundamentals of An·haeology, The Benjamin/ Cumming Publishing Com­
pany, Inc., California. 
Schmidt, F. 
1992 'Codes of Museum Ethics and the Financial Pressure on Museums', 
dalam The International journal of Museum Management and Curatorship 11 
(2), hal. 257-268. 
Sutaarga, Moh. Amir 
1991 S tudi Museologi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. 
1998 Pedoman Penyelenggaraan Permuseuman, Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, Jakarta. 
112 
�nunaan tentana Pennuseuman 
Renungan tentang permuseuman: 
Memandang Sebuah Paradigma 
untuk Kita Semua 
M. Bundhowi 
Sebagai penikmat seni, dan tentunya sebagai pecinta museum, saya men­
coba untuk memperkaya informasi di benak saya tentang segala seluk beluk 
seni rupa Indonesia dari berbagai surnber, termasuk internet. Namun, cukup 
tergagap saya ketika surfing di dunia ryber. Betapa tidak, ketika saya menggoogle 
dunia permuseuman Indonesia, ada sebuah blog yang mengeluhkan kondisi 
permuseuman ini. Di situ tertulis: "Sqyang, museum-museum di Indonesia, misal'!)'a 
di Jakarta, belum bisa beroperasi sepertiyang di luar negeri. Oh museumku! Orang Indo­
nesia itu mengerti tidak ya bahwa koleksi museum itu san gat berharga?" Selanjutnya 
blog ini juga mengeluhkan, mulai dari kualitas fisik, higine dan kebersihan 
serta pernilaharaan baik barang maupun fasilitas fisik serta SDM pengelola 
museum-museum tersebut. 
Penasaran dengan pernyataan di atas, ketika saya mengunjungi Jakarta 
beberapa bulan yang lalu, saya menyempatkan diri me'!)'atroni museum-mu­
seum diJakarta, mulai dari Museum Museum Nasional yang terletak di dekat 
Istana Kepresidenan, Galeri Nasional, Museum Fatahilah di Sunda Kelapa, 
dsb. Keluhan yang dilontarkan pecinta seni lewat blog-nya yang saya baca 
beberapa saat yang lalu memang tidak bisa disangkal. Betapa tidak. Satu dasa­
warsa yang lalu saya juga banyak mengunjungi museum-museum di atas. Dan 
kali ini, saya tidak (belum) melihat perkembangan yang berarti. Kondisi seperti 
ini yang kemungkinan mendorong kita, para pecinta Indonesia, untuk membuat 
kesimpulan, a tau hanya sekedar apriori yang agak miris, yaitu permuseuman di 
Indonesia stagnan. Stagnasi yang kita keluhkan ini beberapa di antaranya terlihat 
dari beberapa kondisi berikut ini: koleksi yang tak ternilai harganya berada 
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dalam kondisi yang menyedihkan, misalnya lukisan raksasa eli museum Fatahilah 
yang menggambarkan perjuangan revolusi hampir tidak visible (tampak) karena 
tertutup debu yang mengerak hitam, cat minyak berbagai lukisan peninggalan 
masa kolonial terkelupas dan bahkan ada beberapa kanvas yang berlobang­
lobang. Sedangkan koleksi eli Museum Nasional, yang k�banyakan berupa pa­
tung-patung artefak, model rumah-rumah dari pra sejarah sampai tempat ting­
gal-tempat tinggal tradisional masih dalam posisi yang sama ketika saya me­
ngujungi lebih dari satu dasawarsa yang lalu. Walaupun saya menikmati, dan 
mengambil ratusan foto ten tang koleksi eli museum ini dalam total waktu sekitar 
tiga jam (dan tentunya saya masih kekurangan waktu), serta dengan membuat 
catatan-catatan tentang sejarah peninggalan-peninggalan tersebut, debu dan 
bau apek bercampur dengan temperatur yang panas dan lembab cukup me­
nyiksa. 
Merasa prihatin dengan peninggalan sejarah dalam kondisi seperti ini, 
saya memberanikan diri untuk berbincang-bincang dengan pengurus dan, bah­
kan salah seorang manajer museum terse but. Ketika disinggung ten tang kondisi 
menyedihkan dari koleksi-koleksi tetap dari museum tersebut, seperti serentak 
semua berkata bahwa kendala yang terbesar dari aktivitas pengelolaan musum 
adalah minimnya dana. Apalagi, setelah krisis moneter yang menghantam segala 
sektor kehidupan rakyat, anggaran yang disisihkan oleh pemerintah amatlah 
minim, sehingga aktivitas permuseuman harus berjalan tertatih-tatih. Saya 
tidak tahu kesahihan alasan umum eli atas. Apakah pernyataan tersebut bisa 
digunakan untuk memberikan pembenaran terhadap stagoasi perkembangan 
sebuah museum. Bagaimana dengan dimensi non-finansial, misalnya yang 
terkait dengan budaya yang paling dasar - kebersihan ruangan, kenyamanan 
dan kebersihan (termasuk kamar kecil) untuk kenyamanan para pengunjung, 
a tau aspek-aspek yang lebih terkait langsung dengan preservasi dan konservasi 
benda museum, dsb? 
Kelemahan lain yang paling ken tara adalah mstomer servia: yang amat rendah. 
Pengunjung, sebagai clientele, kadang dibiarkan berlalu lalang kebingungan, 
semen tara itu katalog/brosur ten tang koleksi museum terse but tidak memenuhi 
kualitas yang memuaskan, a tau bahkan seringkali habis. Dengan demikian, salah 
satu pemecahnnya adalah beroperasinya pemandu museum, baik itu yang 
beroperasi secara individual (untuk para pengunjung, khususnya wisatawan 
asing), a tau yang harus diorganisir oleh pihak museum tersendiri dengan pro-
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gram tour keWing (guided tourl) museum pada jam-jam yang elitentukan yang 
dilakukan free of charge (gratis) Karena biaya tiket sudah inklusif semua fasilitas. 
Tidak bermaksud untuk membaneling-banelingkan dengan permuseuman 
eli luar negeri (baik eli kitaran Asia Tenggara, Australia, Eropa dan Amerika 
Utara (termasukAS dan Kanada), museum kita bisa merujuk pada manajemen 
pengelolaan museum eli Negara-negara eli atas. Karena dalam setiap kunjungan 
ke beberapa negara eli atas saya selalu menyempatkan untuk mengunjungi 
museum-museumnya. 
Paling tidak terdapat tiga komponen yang saya catat yang bisa telah dila­
kukan eliupayakan dengan cara yang inovatif untuk menarik minat pengunjung 
baru serta mempertahankan pengunjung lama. 
Membership 
Pelayanan pada Masyarakat: Challenges and Reward Bagaimana museum 
bisa berfokus pada klien. Dengan pendekatan fokus pengunjung. Museum 
menciptakan pengalaman-pengalaman positif untuk menarik pengunjung dan, 
salah satu yang sering diabaikan oleh museum dan art gallery, untuk 
mengundang kembali pengunjung lama. Dalam dua kunjungan saya ke Na­
tional Gallery of Australia eli Canberra dan Art Gallery of New South Wales baru­
baru ini, saya eli tanya oleh petugas yang bertugas eli loket apakah saya menjaeli 
member museum tersebut. Lebil1lanjut petugas ini menjelaskan manfaat (ben­
efit) yang saya peroleh kalau saya menjaeli anggota, misalnya eliskon untuk 
pameran-pameran kontemporer non - permanen, on line services (pelayanan 
berbasis internet untuk pembelian tiket atau cendera mata, pengumuman a tau 
update kalau ada acara yang menarik, dsb). Pada hakekatnya, museum ini mem­
berikan manfaat langsung yang bukan hanya berupa manfaat pengetahuan 
(inte/ektuaO belaka. Kiat-kiat untuk menarik pengunjung baru, untuk memper­
tahankan pengunjung lama bisa dilakukan melalui aktivitas-aktivitas museum 
yang attractive sekaligus innovative dan menjanjikan benefit baik yang berupa 
manfaat intelektual maupun manfaat langsung. Dengan demikian museum tidak 
hanya menjaeli tempat mampir bagi pengunjung, karena paraeligma masyarakat 
menghadiri museum telah berubah menjaeli museum menghampiri ma.ryarakat 
pengunjung'!)'a (dients). Dengan demikian museum bisa melakukan seluruh 
potensinya untuk melayani masyarakat. 
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Kemitraan 
Salah satu Cara untuk membangun masyarakat pelanggan lokal ( domestik) 
dan pada waktu yang sama menarik orang dari luar kawasan negeri ini bisa 
dilakukan dengan mempertimbangkan kemitraan dengan organisasi senirupa 
yang besar, pilihannya adalah organisasi internasional. Kemitraan ini tidak harus 
dilaksanakan melalui kerjasama finansial saja, karena hal ini juga bisa dilakukan 
melalui kerja sama program kesenian, program kebudayaan, pertukaran seniman 
atau pameran, atau saling pinjam koleksi untuk dipamerkan. Bahkan, secara 
lebih jauh, kemitraan bisa memberikan potensi untuk saling berbagi akuisisi 
benda sen� jadi satu benda seni (yang amat berharga a tau mahal secara fmansial) 
bisa dipinjam/ disewa/ dimiliki oleh dua a tau lebih museum dan pemajangannya 
bisa dilakukan sesuai dengan pembagian jadwal. Jadi ada stimulus internasional 
yang bisa menjadi point of attraction bagi pelanggan lokal. 
Clientele Outreach 
Kiat National Gallery of Canada dan Rt(yal Ontario Museum dalam membangun 
dient base memberikan peluang bagi para penikmat museum untuk berkembang 
bersama museum. Museum menciptakan kegiatan-kegiatan marketing dan 
promosi sebagai bagian dari program penjangkauan masyarakat (people outreach 
program). Program marketing dan promosi dalam konteks luas bisa diwujudkan 
dengan seminar, konperensi atau bahkan pendidikan masyarakat ten tang koleksi 
- koleksi museum potensi museum. School outreach (penjangkauan ke sekolah) 
bisa dilakukan dengan progam aktivitas museum yang dirancang melalui riset 
singkat oleh murid-murid sekolah pengunjung museum. Riset singkat ini bisa 
dilakukan melalui teknik kompetisi, kelompok, dsb.1 Dengan demikian mu­
seum bisa mengombinasikan koleksi-koleksinya dengan program penjangkauan 
yang inovatif untuk mempermudah pembangunan akses ke pelanggan­
pelanggan museum yang baru. 
Tentunya banyak yang harus kita sama-sama tingkatkan. Pelibatan masya-
1 Dalam konteks Bali, saya pernah membawa 50 siswa kursus (usia Sekolah dasar dan 
sekolah menengah) bahasa Inggris melakukan kompetisi riset benda museum senirupa. 
Pada waktu yang berbeda saya juga mengirim siswa (dewasa) bahasa dan kajian budaya 
Indonesia untuk melakukan riset khasanah senirupa Indonesia di museum senirupa. 
Kedua riset senirupa di museum ini, walaupun dilakukan dengan teknik yang berlainan, 
menghasilkan apresiasi terhadap seni budaya dan sekaligus mengasah ketermpilan 
berbahasa siswa. 
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rakat pecinta museum (senirupa) selaku pelanggan eksternal dari museum 
sehingga mereka bisa memiliki sense of belonging (rasa memiliki) atas museum 
tersebut, yang bisa dilakukan dengan sosialisasi-sosialisasi dengan teknik 
inovatif dan kreatif yang tidak harus memeras pendanaan, baik di pihak mu­
seum maupun di pihak pelanggan terse but. Hubungan mutualisme di mana mu­
seum dan masyarakat sebagai pecinta museum bisa menjadi prinsip pemandu 
aktivitas. 
Kesimpulannya, dari observasi yang saya lakukan selagi mengunjungi 
museum-museum yang bisa kita jadikan sebagai cermin pembelajaran ten tang 
permuseuman, paling tidak bisa didapatkan informasi bukan saja ten tang koleksi 
museum, namun lebih dari itu, bagi yang memiliki concern dengan eksistansi 
museum, kita bisa menjadi paham bahwa paling tidak komponen-komponen 
di bawah ini seharusnya dimiliki oleh masing-masing museum: 
Kurator - Kata kurator berasal dari bahasa latin - L'llrare yang berarti 
"mengurusi". Kurator mempelajari objek yang dalam kepengurusannya, me­
nempatkannya di galeri museum dan mencari objek-objek lain untuk menambah 
koleksi museum. 
Konservator- Konservator membersihkan serta memperbaiki objek mas a 
lalu sehingga objek-objek tersebut bisa dinikmati di masa depan. Para 
konservator ini juga melakukan penemuan penting tentang sejarah dan 
kosntruksi sebuah karya melalui, di antaranya, riset ilmiah. 
Edukator - Pendidik museum melakukan perencanaan program bagi 
semua pelanggan untuk membantu mereka menikmati objek secara mudah. 
Program-program ini bisa mencakup tour galeri (museum), kuliah umum, 
lokakarya pengajar, pertunjukan dsb. 
Regristar - Tugas seorang registrar adalah untuk membuat dan me­
nyimpan catatan tentang objek-objek di museum. Tentunya, pemrograman 
file/ dokumen museum ini pada tahap ini sudah harus terkomputerisasi. 
Exhibit Designer - Perancang Pameran. Biasanya seorang perancang 
pameran bekerja sama dengan kurator untuk memutuskan bagaimana membuat 
lay out (tata letak) sebuah pameran. Seorang perancang pameran juga harus 
memikirkan bagaimana presentasi dan pengenalan terhadap museum dan 
koleksinya dilakukan, misalnya melalui interadive ledure a tau program power point 
interaktif (yang sebetulnya amat mudah dan tidak mahal untuk dibuat). 
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Tak kalah penting dari yang di atas adalah staf marketing, yakni petugas 
yang bekerja dalam memasarkan, mengiklankan pameran di museum. Orang­
orang kreatif ini menciptakan brosur, billboard, tabloid dan tulisan untuk 
menarik pelanggan baru dan retain - mempertahankan pelanggan pecinta 
museum. 
Mungkin yang berada di garda depan dari fungsi dari museum sebagai 
mitra masyarakat adalah para penjaga (guards). Penjaga ini harus mengawasai 
setiap jengkal dari museum sehingga tidak ada kerusakan yang terjadi pada 
objek-objek museum. Penjagaa harus well-informed (memiliki pengetahuan dan 
informasi tentang benda-benda koleksi serta museumnya sendiri) dan pada 
waktu yang sama memiliki latar belakang pelatihan fokus pelanggan. Seorang 
penjaga yang berkualitas juga harus memiliki otorita untuk memberikan 
pendidikan kepada pelanggan, misalnya yang berkenaan dengan rules and regu­
lation tentang permuseuman, misalnya - gelombang elektronik (lewat 
handphone), lampu kilat kamera, asap dan debu yang bisa memberikan dampak 
(baik fisik maupun kimia) pada objek-objek di museum. Hal-hal kecil, misalnya 
dress fode (penggunaan pakaian pantas), dsb.2 
Demikianlah sebuah paradigma tentang permuseuman bisa dibangun 
secara bersama. Paradigma yang menjadikan masyarakat sebagai mitra. dengan 
manajemen modern dan cara pan dang untuk mengelola sebuah museum sebagai 
corporate enti!J untuk kepentingan pertumbuhan masyarakat, dengan memandang 
kaedah-kaedah kultur setempat menjadi sebuah guiding principal- prinsip 
pemandu untuk maju bersama. 
Kembali menyinggung blog yang di atas, seandainya masyarakat kita 
menjadi well itiformed tentang peraturan serta hak-hak mereka untuk menjadi 
pelanggan sebuah museum, kemungkinan apa yang dikeluhkan dalam blog 
terse but bisa direduksi. Namun, melalui renungan singkat ini, kita bisa menjadi 
mahfum bahwa di sinilah titik pangkal problematikanya. Kita sebagai masyarakat 
pecinta museum belum dilibatkan, melalui pendidikan cinta museum, dalam 
membangun rasa ikut memiliki museum sebagai aset masyarakat dan bangsa. 
Ketika saya mengunjungi Musee de Louvre di Paris saya pernah ditegur oleh petugas 
karena, lantaran kecapekan melihat-melihat koleksi saya duduk di bangku yang disediakan, 
dan saya melepaskan sepatu. Kebetulan saya tidak memakai kaos kaki. Kata perugas itu, 
di samping tidak pantas, mereka tidak menginginkan lantai Museum menjadi lembab 
karena kaki saya. Begiru protektifnya mereka terhadap museumnya. 
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PENGELOLAAN SITl.JS SANGIRAN: 
MENUJU KONSEP PENGEMBANGAN 
SECARA KOMPREHENSIF DAN 
TERPADU 
Hary Widianto 
I. Pendahuluan 
Kisah panjang mengenai evolusi manusia di dunia tampaknya tidak dapat 
dilepaskan sama sekali dati eksistensi bentangan lahan perbukitan tandus yang 
terletak di tengah perbatasan Kabupaten Sragen dan Karanganyar,Jawa Tengah. 
Seluas 8 x 7 kilometer, lahan tersebut saat ini dikenal dengan nama Situs 
Sangiran, yang kisahnya telah menggema lantang di seluruh dunia. Di lokasi 
ini-mencakup Kecamatan Kalijambe, Gemolong dan Plupuh (Kabupaten 
Sragen) dan Kecamatan Gondangrejo (Kabupaten Karanganyar)-telah mun­
cul salah satu pusat evolusi manusia di dunia, yang telah menorehkan cerita 
panjang tentang kemanusiaan sejak 1.5 juta tahun Wu. 
Situs Sangiran merupakan sebuah kubah raksasa yang tererosi bagian pun­
caknya, sehingga menghasilkan cekungan besar di pucak kubah, yang dicirikan 
oleh morfologi perbukitan bergelombang (Watanabe and Kadar, 1985). Aki­
batnya, lapisan-lapisan tanah berumur tua tersingkap secara alamiah, menam­
pakkan lapisan-lapisan berfosil, baik fosil manusia purba maupun fosil binatang 
vertebrata. Kondisi deformasi geologis seperti ini diperhebat lagi oleh eksistensi 
Kali Brangkal, Kali Cemoro, dan Kali Pohjajar sebagai cabang-cabang 
Bengawan Solo, yang menoreh Kubah Sangiran di bagian utara, tengah, dan 
selatan. Materi tanah yang sebagian besar berupa lempung hitam dan pasir 
fluvio-volkanik menyebabkan sifat tanah yang tidak subur dan terkesan sangat 
gersang dimusirn kemarau. Meski demikian, potensi Sangiran sebagai salah 
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satu situs evolusi manusia terkemuka eli dunia sangatlah jelas. 
Aspek-aspek paleoantropologis, arkeologis, paleontologis, maupun geo­
logis, menunjukkan Situs Sangiran merupakan situs manusia purba dari Kala 
Plestosen yang paling lengkap dan paling penting eli Indonesia. Di sini terdapat 
suatu seri stratigrafi yang tidak terputus sejak Pliosen Akhir hingga akhir Ples­
tosen Tengah (antara 2 juta hingga 200.000 tahun lalu). Sejak ditemukan oleh 
G.H.R. von Koenigswald melalui temuan konsentrasi alat serpih eli Desa Nge­
bung eli tahun 1934 (Koenigswald and Gosh, 1973; Bartstra, 1985), situs ini 
telah menorehkan gambaran panjang mengenai evolusi manusia selama lebih 
dari 1,5 juta tahun terakhir, diwakili oleh evolusi Homo erectus ke Homo sapiens. 
Homo emtus adalah takson paling penting dalam sejarah kehidupan manusia, 
sebelum sampai pada tahapan Homo sapiens, manusia modern. Fosil-fosil Homo 
eredus ditemukan secara sporadic dan berkesinambungan eli areal situs seluas 8 
x 7 kilometer, sejak tahun 1936. Hingga sekarang, telah ditemukan lebih dari 
100 individu Homo emtus eli situs ini, yang mewakili lebih dari 50% populasi 
Homo eredus eli dunia. 
Dalam kenyataannya, situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran 
mengenai evolusi fisik manusia semata, tetapi bahkan mampu memberikan 
gambaran jelas mengenai evolusi budaya, evolusi binatang, dan evolusi ling­
kungannya. Penemuan alat-alat batu manusia purba menunjukkan sebaran lat­
eral yang sangat luas, terutama pada Formasi Kabuh dan Formasi Notopuro 
Jenis-jenis alat, adalah alat massif, berupa kapak genggam (hand-axe), maupun 
kompleks kapak perimbas (c-hopp er; yang ditemukan eli sepanjang Kali Kedung­
dowo, daerah bagian utara Kubah Sangiran Widianto eta/., 1996a; Widianto et 
a/., 1997) .. Di samping itu juga ditemukan kapak pembelah (deaver;, perkutor, 
dan bola-bola batu andesit dengan atau tanpa faset eli Ngebung. Dari unsur 
alat-alat non-masif, selain alat serpih (jlake) dan bilah (blade) yang sudah terkenal 
sejak era Koenigswald tahun 1930-an, dalam penelitian terakhir juga ditemukan 
lancipan berbentuk daun (pointed-leqf), yang berasal dari endapan teras eli atas 
Seri Notopuro eli Karangnongko. Dalam kronologinya, alat-alat ini ditemukan 
eli seluruh lapisan Kabuh dan sebagian eli lapis an Notopuro, dan dalam ekskavasi 
yang dilakukan eli Dayu, alat-alat non-masif ditemukan eli grenzbank dan 
Formasi Pucangan (Widianto eta/., 1998; 2006). Temuan ini merupakan temuan 
sangat penting, karena situasi kontekstual tersebut menyiratkan usia lebih tua 
dati 800.000 tahun sesuai dengan usia grenzbank itu sendiri, dan penemuan eli 
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endapan sungai purba Formasi Pucangan, menunjukkan kepurbaan 1,2 juta 
tahun, yang merupakan artefak paling tua di Indonesia. Binatang vertebrata, 
yang menjadi bagian hidup manusia purba Sangiran, juga sudah ada di daera .! 
ini sejak 1,5 juta tahun lalu. Fosil-fosilnya ditemukan pada lapisan tanah, mulai 
dari Seri Pucangan sampai dengan Seri Notopuro (Koenigswald, 1940). Di 
lain pihak, studi geologi telah mengkonfirmasi lingkungan purba Sangiran mulai 
dari laut dalam, laut dangkal, rawa, dan kontinental (Semah, F., 1994). Oleh 
karena itu, situs ini telah tampil sebagai situs sangat penting bagi pemahaman 
evolusi manusia secara umum, bukan hanya bagi kepentingan nasional, tetapi 
juga telah dianggap sebagai salah satu pusat evolusi man usia di dunia. Sangiran 
juga merupakan salah satu tolok ukur untuk mengkaji proses-proses evolusi 
secara umum. 
II. Jalan Panjang dan Berliku Menuju Pengakuan 
Dunia 
Sadar akan potensi Situs Sangiran yang demikian prima bagi pemahaman 
evolusi manusia, maka Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengusulkan si­
tus ini -yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Sangiran sejak 
tahun 1977 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
070/0/1977- ke UNESCO, untuk dapat diterima sebagai salah satu Warisan 
Budaya Dunia. Melalui studi persiapan yang mendalam, akhirnya usulan terse but 
disampaikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan melalui proposal tertanggal 
25 Juni 1995, berjudul usangiran Early Man Site : Nomination of Cul­
tural property to the World heritage List Submitted by The Republic of 
Indonesia. Convention Concerning the Protection of the World Herit­
age Cultural and Natural Heritage'� 
Dalam implementasi ke arah pengakuan dunia tersebut, berbagai ujian 
atas proposal telah dilakukan oleh UNESCO secara berlapis. Di antaranya 
adalah pengiriman expert dari ICOMOS, salah satu badan pekerja UNESCO 
yaitu Dr. Alan G. Thome, ke Sangiran untuk melakukan pengecekan atas kebe­
naran potensi Situs Sangiran seperti yang dilaporkan oleh Indonesia. Oleh 
karena itu, ahli yang bersangkutan telah datang ke Sangiran untuk melakukan 
penilaian pada tanggal 27-28 Februari 1996. Lokasi yang dikunjungi antara 
lain adalah Situs Dayu, yang pada waktu itu kebetulan sedang dilakukan 
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penggalian oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hasil yang eliperoleh 
dari penelitian ahli ICOMOS tersebut sangat positif, yang akhirnya mereko­
mendasikan kepada World Heritage Commite pada tanggal 21 Maret 1996 
untuk menerima Sangiran sebagai salah satu warisan budaya dunia: ''Scrya metrya­
rankan agar nominasi Sangiran diterima. Sangiran merupakan situs yang m-ara global 
sangat signifikan, menuf!Jilkkan berbagai aspek dari evo/usi fosi/ dan budaya manusia 
yang san gat paf!Jtmg cia/am konteks /ingkungan. Di situs ini terdapat rent"tJna konstruktif 
yang san gat berarti bagi perlindungan dan mantfjementrya ': 
Setelah ICOMOS melakukan peninjauan ke Situs Sangiran dan setelah 
melakukan konsultasi dengan para pakar dunia tentang signifikasi budaya Si­
tus Sangiran dalam kaitannya dengan paleontologi manusia dan paleolitik, maka 
elisimpulkan bahwa: ''Situs Sangiran merupakan situs manusia purba yang memputryai 
nilai dunia. Situs ini menuf!Jilkkan berbagai aspek evo/usi .ftsik dan budaya manusia 
cia/am konteks natural, cia/am suatu periode yang panjang. 5 itus 5 angiran akan selalu 
mef!J"adi sumber informasi tentang evo/usi manusia purba dan telah di/estarikan o/eh 
pemerintah Indonesia dengan sangat baik ': Nilai penting Situs Sangiran jauh melebihi 
beberapa situs sejenis yang telah masuk ke dalam Daftar Warisan Dunia seperti 
: Zhoukouelian (China), Danau Wilandra (Australia), Olduvai(fanzania) dan 
Sterkfontain (Afrika Selatan). Mengenai usaha pelestarian situs ini yang telah 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, ICOMOS memberikan pujian 
secara khusus: '� ... merupakan suatu model pelestarian yang sangat baik dan dapat dicontoh 
oleh negara-negara lain': Oleh karena itu, ICOMOS menyarankan ke Komite 
UNESCO agar Situs Sangiran dapat climasukkan sebagai salah satu Warisan 
Dunia. Rekomendasi ICOMOS elidasarkan pada kriteria (iii) dan (iv) : ''Situs 
5 angiran merupakan salah satu situs kunci untuk pemahaman evo/usi manusia. Melalui 
fosilfosil (manusia, binatang) dan alat-alat paleolitik yang ditemukan di Sangiran, situs 
ini melukzskan evo/usi Homo sapiens so/ak Kala Plestosen Bawah hingga saat ini': Kepada 
pemerintah Indonesia disarankan oleh ICOMOS agar Situs Sangiran dilestarikan 
secara integral. 
Perjuangan terse but tidak hanya sampai eli situ. World Heritage Committe 
UNESCO mengadakan sidang eli Merida (Meksiko) pada tanggal2-7 Desember 
1996 untuk menilai tidak kurang dari 35 nominasi yang masuk dari berbagai 
negara anggota, antara lain adalah nominasi Situs Sangiran dari pemerintah 
Indonesia. Setelah melalui presentasi dan evaluasi yang cukup panjang, akhirnya 
Situs Sangiran eliterima dan elitetapkan secara aklamasi oleh World Heritage 
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Comitte sebagai Warisan Budaya Dunia pada tanggal5 Desember 1996, pukul 
10.06 pagi waktu Meksiko. Sejak saat itu, Situs Sangiran telah diakui secara 
penuh sebagai Warisan Budaya Dunia dengan nomor : 593 (Dokumen WHC-
96/Con£201/21), dan disebarluaskan secara resmi ke seluruh dunia melalui 
dokumen UNESCO-PRESS No. 96-215 tanggal 7 Desember 1996. Sejak saat 
itu pulalah Situs Sangiran bukan saja milik bangsa Indonesia, tetapi juga telah 
menjadi milik dunia. Suatu perjalanan panjang penuh tantangan yang berbuah 
sangat mengesankan. 
III. Pengelolaan Situs yang Terpadu 
Adalah konsekwensi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peles­
tarian dan pengembangan Situs Sangiran setelah situs ini terdaftar sebagai 
Warisan Dunia UNESCO. Melalui berbagai pertemuan sejak September 1995, 
akhirnya telah dihasilkan Rencana Induk Situs Sangiran oleh Direktorat Jenderal 
Kebudayaan pada tahun1997, dengan pengelolaan terpadu di antara Eselon 
II, terdiri atas aspek penelitian (oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional), 
aspek pelestarian (oleh Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan 
Sejarah dan Purbakala), dan aspek pemanfaatan (oleh Direktorat Permuse­
uman). Implementasi pelestarian dan pengembangan situs secara makro siap 
digulirkan pada 1998, namun apa hendak dikata, krisis ekonomi terjadi menyusul 
tumbangnya era Orde Baru, dan telah mengkikis habis harapan ke depan. Situasi 
ekonomi nasional menjadi tidak menentu untuk beberapa tahun, bahkan 
menghantam hebat semangat menggebu pengembangan Situs Sangiran, 
setidaknya hingga tahun 2001. 
Geliat semangat membangun lagi pengembangan Situs Sangiran tampak 
pada tahun 2002, ketika dilakukan UNESCO Training-Seminar on the Preserva­
tion, Conservation and Management of Zhoukoudian and Sangiran World Prehistorif 
Sites di Solo. Kegiatan yang sebenarnya ditujukan untuk mewujudkan situs 
kern bar (twinning of prehistorif world heritage sites) an tara Sangirari dan Zhoukoudian 
di China terse but, telah menjadi titik tolak dari semangat baru ten tang pengem­
bangan situs hingga saat ini. Selain berbagai rekomendasi untuk preservasi, 
konservas� dan managemen Situs Sangiran, terdapat pula 2 ( dua) basil penting 
dari pertemuan tersebut, yaitu 1) direkomendasikan sebuah Badan internasional 
untuk mengelola Sangiran, yang dinamakan Coordinating Board for Preservation of 
Sangiran World Heritage Site, yang harus terealisasi pada 31 Mei 2002, dan 2) 
123 
Jfary WUfianto 
terlibatnya secara resmi berbagai pemangku kepentingan (stake-holdef) dalam 
pengembangan Situs Sangiran. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabu­
paten Sragen telah tampil memaparkan rencana-rencana strategis pengem­
bangan situs ini. Pertemuan di Solo ini telah menjadi titik tolak pengelolaan 
Situs Sangiran secara terpadu, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (Direk­
torat Jenderal Sejarah Purbakala sebagai leading sector dan juga Sekretariat Jenderal 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata) beserta jajarannya (Direktorat Purba­
kala dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah), serta Pemerintah 
Daerah (Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Sragen dan 
Karanganyar). 
Sejak 2004, Direktorat Sejarah dan Purbakala telah bekerja keras dalam 
pengembangan situs ini. Tahun tersebut telah diselesaikan Rencana Induk Pe­
ngembangan Sangiran (Master Plan), yang memuat kebijakan-kebijakan pengem­
bangan situs. Selama 2 tahun disiapkan, pengerjaan Master Plan ini juga 
melibatkan para stake-holders di daerah dan para pakar (termasuk dari kalangan 
universitas), sebelum akhirnya dinyatakan selesai pada awal tahun 2005. Pener­
bitan Master Plan Situs Sangiran oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala 
terse but diikuti dengan pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pelestarian 
Situs Sangiran, yang juga melibatkan para pakar dan stake-holders. Naskah ini 
selesai pada tahun 2007, sehingga dengan terbitnya Master Plan dan DED 
tersebut, telah dimiliki acuan pengembangan Situs Sangiran yang jelas, baik 
berdasarkan konsep pelestarian situs maupun pemanfaatannya bagi tujuan 
wisata budaya. Kebijakan pun menjadi demikian terbuka, yang mempersilakan 
para investor untuk melakukan sesuatu di Sangiran, sejauh mengacu pada Master 
Plan dan DED yang telah dibuat dan disetujui bersama, tanpa sama sekali 
bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian situs. Dalam hal ini, Direktorat 
Jenderal Sejarah dan Purbakala sebagai penanggungjawab aspek pelestarian, 
bertindak sebagai leading sedor sekaligus koordinator dari setiap langkah yang 
dilakukan di situs budaya dunia ini. Sebagai sebuah situs dunia yang sarat akan 
informasi ten tang evolusi manusia purba, Situs Sangiran sangat pantas untuk 
dikembangkan secara megah sesuai dengan potensi mondial yang dimilikinya. 
Dengan berbagai rencana besar pelestarian dan pengembangan situs ter­
sebut, nyatanya Coordinating Board for Preservation of Sangiran World Heritage Site, 
sebuah badan internasional yang direkomendasikan dalam pertemuan dengan 
UNESCO tahun 2002, karena satu dan lain sebab, tidak pernah tercipta. Padahal, 
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implementasi dari Master Plan dan DED yang telah dicanangkan tersebut 
menuntut sebuah adion yang kontinyu, sejak dini hingga kemudian hari. 01. ·.1 
karena itu, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mendirikan lembaga baru 
yang akan menangani pelestarian Situs Sangiran, bernama Balai Pelestarian 
Situs Manusia Purba Sangiran. Lembaga ini telah diusulkan kepada Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2006 dan kemudian disetujui oleh 
Pemerintah, dan disahkan sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Kebuda­
yaan dan Pariwisata Nomor PM.17 /HK.OOl/MKP-2007 tanggal12 Pebruari 
2007. Lembaga ini merupakan sebuah UPTdari Direktorat Jenderal Sejarah 
dan Purbakala, berada di bawah Direktorat Purbakala, dengan tugas pokok 
mengelola Situs Sangiran dan sekitarnya, antara lain dalam bidang eksplorasi, 
pelestarian, dan pemanfaatan. 
IV. Situs Sangiran: Home Land of the "Java Man" 
Master Plan dan DED Pengembangan Situs Sangiran sudah sangat jelas 
arahnya, yaitu menjadi situs ini sebagai pusat informasi peradaban manusia 
yang bertaraf internasional. Sudah barang tentu bahwa aspek-aspek pelestarian 
situs akan selalu dikedepankan di setiap langkah pengembangan, sementara 
penyebaran informasi yang dimilikinya akan selalu diaktualisasi, dan secara 
terus menerus disajikan ke masyarakat luas melalui displqy di galeri publik. 
Evolusi manusia dari Homo eredus ke Homo sapiens selama 2 juta tahun terakhir 
adalah lakonnya, yang tidak hanya menyajikan informasi-informasi evolusi fisik 
semata, tetapi juga evolusi kultural dan lingkungan purbanya. Dalam hal ini, 
tokoh sentral Homo em·tus tidak dapat dilepaskan dari pertama kali kisah 
penemuannya oleh Eugene Dubois di Trinil pada tahun 1891, yang menggema 
secara membahana keseluruh dunia dengan sebutan akrab 'The Java Man': 
Hingga saat ini, bidang paleoanthropologi selalu menjuluki 'Java Man" bagi 
Homo erectus dari Indonesia. Sebutan 'Java Man "yang sangat kondang di dunia 
tersebut adalah trade-mark dari Homo erectus kita. Karena bumi Sangiran telah 
memberikan lebih dari 50% populasi Homo emtus di dunia, maka situs ini pantas 
disebut sebagai "The Homeland of the Java Man". 
Konsep-konsep pengelolaan Situs Sangiran menuntut sebuah penjabaran 
substansi situs yang jelas, konsepsional, dan komprehensif. Sebagaimana 
umumnya situs-situs paleoanthropologis dan paleontologis lainnya, situasi di 
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lapangan eli Sangiran "tidak mencerminkan apa-apa", yang hanya merupakan 
sebuah bentangan padang gersang, dan sama sekali tidak mampu bercerita 
banyak tentang evolusi manusia, budaya, dan lingkungannya yang sebenarnya 
sangat sarat dan hebat dimilikinya. Hebatnya Sangiran bagi evolusi manusia 
itulah yang harus dilihat, dirasa, dan dimiliki oleh masyarakat. Oleh karenanya, 
hanya satu jalan yang harus elitempuh agar pesan-pesan masa lalu itu dapat 
elinikmati khalayak : menclirikan sentra-sentra informasi secara representatif 
di kawasan situs, baik yang berupa museum dengan tampilan modern, 
eksplanatif, dan komprehensif sebagai sebuah visiton-enter, maupun dalam dera­
jad yang lebih kecil lingkupnya, yaitu pondok-pondok informasi yang tematis 
eli beberapa titik kawasan. Dua konsep pengembangan harus elitempuh, yaitu 
pengembangan informasi kehidupan masa lalu itu sencliri dan pengembangan 
wisata budaya. Bersama-sama dengan ritme penelitian untuk selalu mengaktu­
alisasikan informasi yang elipajang eli galeri public, maka berbagai kebijakan 
pengembangan tersebut harus selalu berwawasan pelestarian. Pemintakatan 
(zonintJ yang telah elibuat untuk Sangiran pada tahun 1996 (Wielianto eta/., 
1996b) telah mendasari elistribusi lokasi visitor center dan pondok-pondok infor­
masi. Dalam kaitan ini, visitor center diletakkan eli Zona Pengembangan yang 
kebetulan berada eli bagian tengah situs, dan kebetulan menjaeli lokasi berclirinya 
Museum Sangiran saat ini, dan pondok-pondok informasi akan elidirikan eli 
daerah-daerah potensi temuan dan informasi yang berada eli Zona Inti, tanpa 
mengabaikan asek-aspek pelestarian situs. 
Oleh karena itu, empat lokasi sebagai klaster (duster) informasi telah elipilih 
dalam pengembangan kawasan situs, yaitu Krikilan sebagai visitor center, dan 
Ngebung, Bukuran, dan Dayu sebagai satelit-satelitnya. Visiton-enterdan masing­
masing pondok-pondok informasi tersebut mewakili presentasi informasi yang 
tematis tentang kehidupan manusia purba, elisertai dengan pengembangan 
wisata budaya minat khusus, yang dapat elijabarkan sebagai berikut. 
a. Klaster Krikilan: merupakan visitor center, pusat informasi tentang 
kehidupan man usia purba di Indonesia, Homeland of the Java Man. 
Klaster ini merupakan payung dari klaster-klaster lainnya eli Kawasan Si­
tus Cagar Budaya Sangiran, sekaligus merupakan muara informasi ten tang 
situs-situs manusia purba lain eli Indonesia (seperti Trinil, Kedungbrubus, 
Ngandong, Sambungmacan, Mojokerto, Ngawi, Patiayam, Semedo maupun 
Bringin). Presentasi informasi tersebut juga dikaitkan dengan informasi 
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mondialnya, yaitu posisi Sangiran dalam konteks evolusi manusia di dunia. 
Pusat informasi eli klaster ini secara garis besar terdiri dari indoor museum 
(Museum Sangiran), kantor Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, 
dan sarana penunjang lainnya (entrance, storage, laboratorium, bengkel-beng .el 
kerja, ruang audio-visual, ruang seminar, perpustakaan, guest house peneliti 
temporer, open space dan landscaping, area parkir, dan lain sebagainya). Uraian 
lebih detil mengenai Museum Sangiran, akan diberikan pada bagian yang 
lebih kemudian. 
Selain itu, untuk menunjang keberadaan museum sebagai display informasi 
tentang evolusi manusia purba, budaya, dan lingkungannya, eli !cluster ini 
juga akan dikembangkan berbagai sarana wisata air (riverfront area), dengan 
memanfaatkan dam Kali Cemoro yang telah tersedia eli belakang museum. 
Sarana pemancingan merupakan salah satu sisi dari river front area ini, rumah 
makan, kios souvenir, homestcry, dan sebagainya. 
b. Klaster Ngebung: lebih sederhana dibanding Klaster Krikilan, dan secara 
khusus akan menyajikan informasi tentang historis penemuan Situs 
Sangiran, terutama sejak penemuan oleh Koenigswald pada tahun 1934. 
Perjalanan Koenigswald bersama WF Tweedie saat itu eli perbukitan 
Ngebung telah menemukan beberapa alat serpih yang berasosiasi dengan 
fosil-fosil fauna vertebrata berciri Fauna Trinil dari Kala Plestosen Tengah 
(K.oenigswald, 1935). Alat-alat serpih tersebut, yang kelak eli kemudian 
hari dikenal dengan nama kondang Sangiran f<lake Industry, telah menyebab­
kan K.oenigswald menyatakan keyakinannya lebih dari 70 tahun silam: "Ini 
adalah alat-alat serpih, budaya manusia purba. Di sini, suatu saat nanti, 
akan ditemukan fosil-fosil manusia purba seperti halnya eli Trinil dan 
Ngandong ... ". Prediksi jitunya terbukti 2 tahun kemudian, ketika pada 
tahun 1936, ditemukan rahang bawah Sangiran 1 dan atap tengkorak 
Sangiran 2. Sejak saat itu, ditemukan sisa-sisa fosil manusia purba lainnya, 
hingga situs ini menyumbang lebih dari 50% populasi Homo emtus eli 
dunia ... Sejarah penemuan situs yang spektakuler inilah yang akan diemban 
oleh Klaster Ngebung. Di sini, akan direalisasi pondok informasi yang 
terdiri atas entranc-e, indoor museum, outdoor museum, audio-visual, open-spa'-e 
and lanscaping, sculpture-landmark, kantin, kios cindera mata ... Oleh lokasinya 
yang berada eli zona inti, maka realisasi berbagai sarana tersebut akan 
disajikan dalam bentuk bangunan-bangunan non-permanen, tidak massif, 
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dan menyatu dengan alam. 
c. Klaster Bukuran: lebih sederhana dibandingkan Klaster Krikilan, setara 
dengan Klaster Ngebung. Klaster ini didekasikan secara khusus untuk 
informasi ten tang penemuan fosil manusia purba selama ini, beserta kisah 
evolusi manusia secara singkat (karena secara lengkap akan disajikan di 
visitor t-enter, Klaster Krikilan). Model penyajian maupun sarana pondok 
informasi Bukuran ini setara dengan Klaster Ngebung. 
d. Kluster Dayu: lebih sederhana dibanding Klaster Krikilan, setara dengan 
Klaster Ngebung dan Klater Bukuran. Klaster Dayu_ini dikembangkan 
sebagai sebuah pondok informasi tentang hasil-hasil penelitian 
mutakhir, karena merupakan lokasi tentang penemuan alat-alat serpih 
yang paling tua di Sangiran dan bahkan di Indonesia, yang berasal dari 
sebuah endapan sungai purba yang mengalir di antara lingkungan rawa 
pada 1,2 juta tahun yang lalu. Penemuan ini terjadi sejak tahun 2002, dan 
hingga saat ini masih dilakukan ekskavasi secara kontinyu pada Klaster 
Dayu ini. Oleh karena itu, akan dibuka 2 lokasi ekskavasi berukuran 3 x 3 
meter, satu kotak ekskavasi merupakan lokasi penggalian, dan satu kotak 
ekskavasi lainnya merupakan kotak untuk pengunjung, dimana pengunjung 
dapat turun ke lokasi penggalian dengan mengamati endapan sungai purba 
berusia 1,2 juta tahun, beserta stratigrafi dan temuan-temuan artefak dalam 
konteks stratifgrafisnya. Model penyajian maupun sarana pondok informasi 
Bukuran ini setara dengan Klaster Ngebung dan Bukuran. 
V. Museum Sangiran: scientific-cultural 
Museum Sangiran lebih bersifat khusus dilihat dari materi yang dimilikinya. 
Museum yang menghimpun informasi kehidupan man usia purba di Indonesia 
mewakili dimensi yang sangat luas, yang tidak ternilai ternilai untuk ilmu 
pengetahuan dan sejarah kemanusiaan dan peradaban, sehingga sangat potensial 
untuk dapat menjalankan ketiga fungsi pokok museum: pengembangan ilmu, 
pendidikan, dan sarana hiburan. Banyak harapan yang dapat digantungkan 
pada museum ini dan tiga hal yang paling mendasar adalah: Pertama, museum 
ini seyogyanya dapat berbicara tentang kehidupan tertua beserta bukti-bukti 
tinggalan fosil manusia purba, artefak dan lingkungannya. Suatu materi yang 
sangat langka di dunia dan menjadi aset nasional dan internasional. Kedua, 
museum ini seyogyanya dapat menjadi pusat penelitian manusia purba, 
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kehidupan prasejarah tertua, dan lingkungan kuarter. Ketiga, museum ini se­
harusnya merupakan bagian dari sebuah institusi yang mengelola situs Sangiran 
secara integratif, yaitu penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan. 
a. Prinsip-prinsip Museum Sangiran 
Museum Sangiran haruslah merupakan museum yang spesifik dan orisinal. 
Dia ditujukan untuk menyajikan evolusi fosil manusia dan kebudayaannya, 
lingkungan hidup dan model hidup mereka, serta lingkungan alam dalam 
kerangka kronologi, biostratigrafi, dan paleoklimat, tidak saja bagi kepentingan 
nasional, tetapi juga bagi kepentingan internasional. lsi museum harus 
menimbulkan kesan yang dalam pada pengunjung ten tang perjalanan manusia 
purba dalam waktu semasa Kala Plestosen. Untuk itu, pameran (display) harus 
bermutu, tetapi dapat dicerna oleh pengunjung dari anak-anak sampai dewasa, 
dari SD sampai pasca perguruan tinggi. lnformasi harus berbicara dan mengajak 
bicara pengunjung, sehingga terekam dalam ingatan dan kesadaran mereka. 
Pengalaman dari awal sampai akhir kunjungan harus menimbulkan pemahaman 
diri sebagai manusia dan sebagai warga bangsa Indonesia yang mempunyai 
sejarah yang cukup panjang. Beberapa prinsip pendirian museum prasejarah 
sebaiknya diterapkan, yaitu: 
1. Museum Sangiran merupakan sebuah tempat konservasi tinggalan­
tinggalan arkeologis dan harus mempunyai ruangan-ruangan koleksi yang 
besar, merupakan pus at penelitian interdisipliner yang berhubungan dengan 
prasejarah, paleoanthropologi, dan geologi kwarter. Museum Prasejarah 
Sangiran juga harus mempunyai laboratorium-laboratorium spesialisasi, 
suatu tempat penyajian pengetahuan ten tang manusia prasejarah dan ling­
kungannya, yang juga harus mampu menyajikan selain obyek-obyek arke­
ologis-teknologi-teknologi terapan untuk mempelajari situs-situs prasejarah 
dan hasil-hasil sintesa ilmiahnya. 
2. Museum Sangiran lebih merupakan museum kebudayaan scientifik diban­
ding museum seni dan kebudayaan umumnya. Sebagai akibat dari sifat 
interdisipliner penelitian prasejarah yang dim.iliki, maka Museum Prasejarah 
Sangiran -melalui sintesa-sintesa basil penelitian dengan berbagai metodenya 
adalah tempat ideal untuk menjelaskan berbagai teknologi dan disiplin 
keilmuan. 
3. Museum Sangiran haruslah menyajikan teknik-teknik berbeda, hasil-hasil 
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yang diperoleh dan interpretasinya. Dia juga harus mengenal sintesa-sintesa 
dari himpunan hasil penelitian yang memungkinkan pertanggalan situs, 
rekonstruksi ben tang alam dan klimat, mengikuti evolusi biologis man usia, 
budaya, dan lingkungannya, serta sanggup menembus kehidupan sehari­
hari manusia prasejarah. Obyek-obyek arkeologis harus disajikan menurut 
kerangka kronologi, stratigrafi, dan paleoekologi. Museolog wajib mewujud­
kan dinamika interaksi antara manusia prasejarah dan lingkungannya. 
4. Saat ini, museolog modern telah menjangkau pemakaian berbagai teknologi 
baru untuk pendirian sebuah museum prasejarah yang dinamis dan 
interaktif, seperti Museum Prasejarah Sangiran nantinya. Teknologi tersebut 
an tara lain adalah: CD-ROM interaktif (bank gam bar yang disimpan dalam 
disc-optik atau disc-video yang memungkinkan pengunjung berlaku aktif 
untuk mencari jawab dari suatu pertanyaan prasejarah yang menarik 
baginya), diorama, film-film layar Iebar, monitor-monitor eksplikatif ten tang 
suatu atau rangkaian beberapa peristiwa prasejarah, cetakan-cetakan, panel­
panel, vitrin-vitrin, dan sebagainya. 
5. Museum Sangiran juga merupakan sebuah pusat animasi scientiflk dan 
kultural bagi daerah setempat yang mempunyai peran sangat penting bagi 
informasi, pendidikan, dan pengembangan turisme kebudayaan. 
Dengan berpedoman pada ke lima prinsip tersebut di atas, diharapkan 
realisasi Museum Sangiran akan menghasilkan sebuah museum yang lebih ber­
sifat "scientific-cultural", yang sangat aktif dan dinamis dari kegiatan-kegiatan 
ilmiah. Segala potensi akademis yang sangat prima dimiliki Situs Sangiran harus­
lah diimbangi dengan segala fasilitas yang sepadan, baik secara kuantitas maupun 
secara kualitas, sehingga publik dapat memperoleh informasi-informasi ilmiah 
maupun budaya semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas Situs Sangiran 
yang sebenarnya. 
b. Story line Museum Sangiran 
Sebagai tindak lanjut dari konsep di atas, keseluruhan materi yang disajikan 
dikelompokkan dalam unit-unit pameran. Pembagian ini sangat penting untuk 
penonjolan periodisasi, latar belakang sejarah, a tau aspek tertentu, namun bukan 
berarti unit yang satu terputus dari yang lain. Bahkan pada setiap unit presentasi 
materi dapat dibagi lagi dalam topik-topik tertentu untuk memberi penekanan 
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pada peristiwa-peristiwa penting yang mewamai kehidupan eli masa Iampau. 
Dalam kaitan itu, presentasi materi dalam ruang pameran permanen dapat 
dikdompokkan dalam 12 unit yang saling mengkait (Wielianto eta/., 2002), yaitu: 
Unit 1. Pembentukan Alam Semesta dan Munculnya Makhluk 
Unit ini merupakan obyek kunjungan pertama yang mengajak pengunjung 
memasuki suasana pada kala yang sangat tua hingga kemunculan manusia. 
Tujuan penyajiannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang proses 
pembentukan alam semesta, sejarah munculnya makhluk-makhluk, termasuk 
manusia. Topik-topik yang perlu elitampilkan, antara lain menyangkut sejarah 
pembentukan alam semesta ketika terjaeli ledakan besar sekitar 15 milyar tahun 
yang lalu, sistem perlapisan bumi, evolusi mulai dari jaman primer hingga 
kuarter, sejarah munculnya makhluk-makluk hidup, proses evolusi primata, 
hingga munculnya manusia (tahapan evolusi antara Ramapithecus-Austra­
lopithecus-Homo habilis-Homo erectus-Homo sapiens). 
Unit 2: Teori-Teori Evolusi dan Persebaran Manusia 
Unit ini secara khusus mengetengahkan teori-teori evolusi untuk memberi 
gambaran tentang siapa dan dari mana asal manusia. Pada unit ini akan elisajikan 
secara ringkas teori-teori yang mengemuka, antara lain teori yang dikemukakan 
Charles Darwin, Haeckel, teori "out of Africa", pemikiran Prof Dr T. Jacob, dan 
lain-lain. Bebcrapa pertanyaan penting harus dijawab dalam unit ini, antara lain: 
apakah Homo erectus berevolusi ke Homo sapiens? Ataukah fosil-fosil dari 
Plestosen Atas eli Australasia seperti Manusia Aores, Kow Swamp, Talgai, Mungo, 
dan Cohuna -yang merupakan fosil Homo sapiens tetapi masih menunjukkan ciri­
ciri kuat Homo erect� merupakan penghubung antara Homo erectus dan Homo 
sapiens? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang harus elijawab melalui beberapa 
ii1terpretasi dan beberapa eksplanasi secara verbal maupun piktorial. Pada bagian 
lain ruangan ini, juga disajikan diversifikasi fisik maupun kultural manusia modem 
secara teoritis, hingga sebaran ras-ras manusia modem yang kini ada. Presentasi 
pada unit ini memerlukan peta-peta persebaran dan gambar-gambar evolusi fisik 
yang menarik, serta foto-foto tokoh-tokoh teori evolusi yang mengemuka. 
·r_; nit �: Abad Penemuan 
r _· _it ini sudah menjurus ke Indonesia dengan mempresentasikan sejarah 
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penemuan-penemuan yang membawa kemajuan di bidang paleontologi, 
paleoanthropologi, dan arkeologi Indonesia. Tujuan presentasi unit ini adalah 
untuk memberikan pemahaman sejarah perkembangan ilmu di Indonesia yang 
berlatar belakang pada penemuan-penemuan para profesional dan amatir. 
Beberapa penemu akan mengisi unit ini, antara lain Eugene Dubois yang 
menemukan Homo wajakensis di Tulungagung dan Homo emtus di Trinil. Von 
Koenigswald dengan penemuan fosil manusia purba di Sangiran dan peneli­
tiannya di berbagai situs hominid lainnya. Tentu saja dua tokoh kita, yaitu, 
Pro£ T. Jacob dan Prof. S. Sartono dengan segala kiprahnya di bidang paleoan­
thropologi dan paleontologi. Untuk bidang prasejarah, tercatat beberapa pen e­
mu yang telah memberi andil pada kelahiran dan perkembangan prasejarah 
Indonesia. Mereka, antara lain Van Stein Callenfels, Van Heekeren, dan Prof. 
R.P Soejono. Pada unit ini disajikan berbagai situs prasejarah yang penting 
dalam kaitannya dengan evolusi manusia, baik di dunia (Afrika, Eropa, China, 
maupun India) dan juga di Indonesia (Sangiran, Trinil, Kedungbrubus, Ngan­
dong, Mojokerto, Ngawi, Patiayam, maupun Semedo). Perlu ditunjukkan posisi 
Situs Sangiran dalam peranan mondial maupun nasional. 
Unit 4: Sejarah Kepulauan Nusantara 
Setelah menyelami cerita-cerita penemuan, para pengunjung dalam me­
masuki unit ini diajak untuk mengamati sejarah kepulauan Nusantara sebagai 
latar belakang keberadaan tinggalan-tinggalan yang ditemukan tadi. Presentasi 
ditekankan pada sejarah pembentukan kepulauan dan evolusinya hingga ke­
adaan sekarang. Bagaimana proses dan evolusi pembentukannya, peristiwa­
peristiwa (geologis) apa yang melatarbelakanginya, apa implikasinya terhadap 
hunian dan perkembangannya, menjadi topik-topik pokok yang dipresentasikan. 
Tentu untuk mendukung topik-topik tersebut, perlu ditampilkan peristiwa­
peristiwa yang menyertainya, seperti pergerakan lempeng bumi, peristiwa glasiasi 
(glasial-interglasial), fluktuasi iklim dan muka air !aut, timbul-tenggelamnya 
jembatan darat, peristiwa-peristiwa migrasi. Sebagai sarana tampilan, unit ini 
terutama membutuhkan peta-peta dan gambar-gambar ilustrati£ 
Unit 5: Lingkungan Alam Sangiran 
Setelah melanglang buana dalam alam dunia dan Kepulauan Nusantara 
pada unit-unit terdahulu, pada unit ini pengunjung telah tiba di Sangiran, wilayah 
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yang lebih sempit dan menjadi wilayah kunci untuk presentasi museum. Dalam 
unit ini pengunjung disuguhi tampilan Sangiran sebagai situs hominid terpenting 
dengan tinggalan-tinggalan yang sebagian besar menjadi pengisi materi muse­
um. Melalui tampilan unit ini, pengunjung diharapkan semakin memaharni 
arti pentingnya situs Sangiran dengan segala kekayaan tinggalannya. Beberapa 
topik yang perlu dipresentasikan adalah: kondisi geologis dan geografis, evolusi 
lingkungan alam sejak kala Plestosen hingga sekarang, bio-stratigrafi, lokasi 
penemuan fosil, dan sekali lagi, pentingnya Sangiran bagi kajian-kajian evolusi 
manusia, lingkungan, dan budayanya secara mondial maupun masional. 
Presentasi situs merupakan hal yang penting, untuk mengetahui apa dan 
bagaimana Situs Sangiran. Suatu panel besar disajikan untuk menggambarkan 
genesa (asal mula jadi) Situs Sangiran, mulai pada sekitar 2.4 juta tahun yang 
lalu ketika daerah Sangiran masih merupakan laut dalam. Sebagai sentral per­
hatian pengunjung, luas ruangan ini harus paling tidak 3 kali lebih luas dibanding 
ruang-ruang sebelumnya. Di unit ini harus tersaji seluruh potensi Situs Sangiran, 
baik yang masih merupakan sajian data mentah, deskripsi, maupun sintesa­
sintesa yang telah dihasilkan. Di unit ini, harus disajikan semua substansi 
akademis Situs Sangiran dari segi arkeologi, paleoanthropologi, paleontologi, 
maupun geologi secara komprehensif, sehingga dapat diketahui secara jelas 
bahwa Sangiran merupakan situs man usia purba terbesar di Asia, sejajar dengan 
situs Afrika Timur, dan merupakan acuan utama dalam studi-studi evolusi 
manusia di dunia. Sebagai sarana presentasi diperlukan peta-peta geologis, lokasi 
penemuan, gambar stratigrafi, dan lain-lain dengan tampilan dan teknik pe­
nataan yang menarik. 
Unit 6: Manusia Purba Homo erectus 
Setelah memasuki alam Sangiran, kini pengunjung dihadapkan pada 
penghuni purba situs terse but: Homo erectus erectus. Sebagai "news maker': tokoh 
emtus ini perlu ditampilkan secara eksklusif, mengingat kedudukannya sebagai 
pusat perhatian dunia dan yang selalu dipertanyakan. Kerinduan pengunjung 
untuk mengenal lebih jauh tentang tokoh ini diharapkan terobati setelah me­
masuki unit ini. Siapa dia, apa persamaan dan perbedaannya dengan Homo 
eredus lain di China, India, Eropa, dan Afrika, bagaimana evolusinya dalam 
perjalanan waktu, bagaimana dia mempertahankan hidup (subsistensi), 
teknologi apa yang dikuasainya, dan lain-lain ditampilkan secara gamblang pada 
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unit ini. Sebagai sarana presentasi, unit ini antara lain memerlukan patung 
rekonstruksi Homo erectus, diorama atau visualisasi lingkungan alam Sangiran, 
dan gambaran kehidupan sehari-hari sang pembuat berita. 
Semua fosil manusia yang pernah ditemukan eli Sangiran, dan juga fosil­
fosil dari situs lainnya eli Indonesia, harus disajikan secara lengkap dalam bentuk 
cetakan. Dengan demikian, eli ruang ini kita dapat menemukan kembali seluruh 
fosil manusia yang ditemukan eli Indonesia. Lebih dari itu, sebagai perbandingan 
proses evolusi yang telah dicapai oleh fosil-fosil manusia dari Sangiran dan 
Indonesia, harus pula disajikan cetakan fosil dari bagian dunia lainnya, misalnya 
Afrika, Eropa, China, dan daerah Australia, yang mewakili seluruh tahap evolusi 
dari Australopithecus (sekitar 6 juta tahun lalu) hingga Homo sapiens. 
Terintegrasi dengan penggambaran Homo erectus Sangiran adalah situasi 
lingkungan purbanya dalam suatu panel yang besar. Penggambaran ini sangat 
mungkin dilakukan bagi setiap tingkat stratigrafis (Kalibeng, Pucangan, grenz­
bank, Kabuh, dan Notopuro) yang ada eli Sangiran, mengingat sudah banyak 
studi palinologi yang dilakukan oleh para peneliti (misalnya Semah, AM., 1984). 
Penggambaran lingkungan purba pada setiap tingkatan ini disertai pula dengan 
penyajian lingkungan faunalnya, yang merupakan hasil kerja dari para paleon­
tology (periksa misalnya de Vos et al., 1993). Misalnya, pada tingkatan lempung 
hitam Pucangan yang berusia an tara 1.5 hingga 0.9 juta tahun, daerah Sangiran 
digambarkan dalam bentuk lingkungan rawa yang terletak eli dekat lautan, 
dengan binatang-binatang Stegodon trigonocephallus (gajah), Hexaprotodan civalensis 
(sejenis kuda nil), Cervidae, Bovidae, dan juga Geochelone (penyu raksasa), 
dengan Homo ereaus yang tergolong sebagai Homo erectus Grup Kekar. Penggam­
baran lingkungan seperti ini, disert� dengan kronologi waktunya, akan meng­
hasilkan pemahaman yang sangat mudah dan menarik bagi para pengunjung. 
Demikian pula, harus tersaji panel khusus yang besar untuk menyajikan evolusi 
faunal yang pernah terjadi eli Sangiran. 
Budaya Sangiran, harus disajikan secara tersendiri dalam panel (beberapa 
panel) yang besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya tertua ditemukan 
eli grenzbank berupa alat-alat non-masif dengan usia 0.8 juta tahun yang 
berlanjut ke Formasi Pucangan (1.2 juta tahun), sedangkan budaya alat-alat 
yang berupa kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, lengkap dengan 
batu pukulnya maupun bola batu berfaset, ditemukan dalam konteks Formasi 
N�topuro berusia sekitar 0.2 juta tahun. Evolusi budaya ini disajikan dengan 
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menarik, mulai budaya paling tua hingga paling muda. 
Dalam konteks materi budaya Sangiran ini, juga digambarkan bagaimana 
Homo eredus Sangiran selalu mengembara hingga 30 kilometer jauhnya untuk 
mencari batu-batu kalsedon dan jaspis untuk dipakai sebagai alat-alat non­
masif selama lebih dari 1 juta tahun, karena sumber bahan tersebut tidak di­
temukan di situs Sangiran. Penjelasan bahan dasar, sifat batuan, teknologi alat 
batu, tipologi alat batu, dan cara pemakaiannya merupakan suatu rangkaian 
sajian secara berurutan. 
Lingkungan dan model hid up Homo emtus Sangiran, adalah salah satu sisi 
yang sangat menarik untuk disajikan ke publik. Salah satu konsep dasar dari 
model subsistensi Kala Plestosen, termasuk Homo erectus Sangiran, adalah 
perburuan binatang dengan menggunakan alat-alat batu. Interpretasi tentang 
model hidup inilah yang akan disajikan, sesuai dengan lingkungan hidupnya. 
Homo eredus kekar dari tingkatan Plestosen Bawah lebih digambarkan meng­
gunakan rawa-rawa, yang saat itu merupakan pemandangan umum bagi daerah 
Sangiran, sebagai media untuk menjebak binatang buruannya. Demikian juga 
dengan cara memojokkan binatang-binatang tersebut pada jurang-jurang yang 
sangat akrab dengan situasi Sangiran pada Kala Plestosen Tengah. 
Diorama: Kehidupan Homo erectus sebagai sentral sajian, disertai 
dengan segala aspek hidupnya, yaitu lingkungan alam, budaya, dan 
faunanya. Digambarkan bagaimana Homo erectusSangiran melakukan 
adaptasi terhadap lingkungannya. 
Unit 7: Kehidupan Pada Kala Plestosen Bawah 
Jika pada unit-unit sebelumnya pengunjung melanglang buana dari Afrika 
ke Indonesia hingga Sangiran, untuk selanjutnya pengunjung digiring menyusuri 
waktu silam dari Plestosen Bawah hingga Holosen. Unit 7 ini bercerita ten tang 
manusia, budaya, dan lingkungan pada periode kehidupan awal hunian Nusan­
tara, an tara 1,8 juta hingga sekitar 700,000 tahun silam yang secara stratigrafis 
berada di lapisan Pucangan. Topik-topik yang akan dipresentasikan berkisar 
sekitar kondisi lingkungan alam Sangiran, fauna dan vegetasi pada Plestosen 
Bawah, kondisi lingkungan Jawa dan kepulauan pada umumnya, migrasi dan 
kehadiran fauna sejak Pliosen akhir, kolonisasi manusia purba di Jawa pada 1.5 
juta tahun yang lalu, teka-teki Meganthropuspaleqjavanims, situs-situs penemuan 
fosil manusia purba, hingga masalah peralatan tertua berumur 1,2 juta tahun, 
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yang akhir-akhir ini ditemukan di endapan sungai purba di Formasi Pucangan 
di Dayu. 
Unit 8: Kehidupan pada Kala Plestosen Tengah 
Sebagai lanjutan dari unit 7, unit ini mengajak pengunjung memasuki 
periode baru yang dikenal sebagai Plestosen Tengah, sekitar 700,000-120,000 
tahun lalu dalam lapisan-lapisan tanah yang terkenal dengan sebutan Formasi 
Kabuh. Mengingat penemuan paling banyak dari peri ode ini, maka sajian materi 
pada unit ini akan lebih lengkap dan mengesankan. Beberapa topik pengisi 
unit ini adalah evolusi Homo erectus dengan membandingkannya dengan erectus 
dari Plestosen Bawah, kondisi lingkungan alam, iklim, fauna dan vegetasi pada 
periode ini, dan peralatan. Khusus yang disebut terakhir menjadi topik yang 
sangat menarik berikut penemuan-penemuan artefak dalam dasa warsa terakhir. 
Perlu juga diketengahkan masalah kontroversi tentang peralatan Homo emtus, 
mulai dari pendapat yang mengatakan tidak membuat alat batu dengan berbagai 
alasan hingga pada kenyataan sebagai pembuat dan pengguna alat-alat batu. 
Sebagai "masterpiece" sajian dalam unit ini adalah alat-alat batu basil ekskavasi 
dan survei (asli a tau cetakan) dengan teknik penataan yang eksklusif, di sam ping 
fosil-fosil binatang dan manusia. Melengkapi sajian unit ini, perlu juga 
menampilkan alat-alat batu terpilih dari berbagai situs Paleolitik terpenting di 
Indonesia, sambil mengangkat permasalahan pertanggalannya. 
Unit 9: Kehidupan Pada Kala Plestosen Atas 
Walaupun tinggalan dari Sangiran tidak banyak bercerita tentang periode 
ini, namun tetap penting diketengahkan dalam satu unit untuk memperlihatkan 
kondisi pasca Plestosen Tengah. Kekosongan materi Sangiran dapat diisi oleh 
materi dari situs lain, khususnya Ngandong. Seperti unit-unit pada periode 
sebelumnya, topik-topik pokok pengisi unit ini tetap di sekitar manusia, budaya, 
dan lingkungan. Mengapa Sangiran tidak atau belum memperlihatkan manusia 
Plestosen Atas? Mengapa pula Ngandong menjadi primadona pada periode ini? 
Bagaimana karakter fisik Homo emtus soloensis dan perbandingannya dengan Homo 
erectus? Jawaban pertanyaan-pertanyaan ini akan diberikan dalam sajian unit ini. 
Unit 10: Kehidupan Pada Periode Akhir Plestosen- Awal Holosen 
Unit ini bermaksud untuk memberi gambaran yang lebih lengkap ten tang 
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kehidupan pasca Homo erectus, yang secara kasar berkisar antara 50,000 hingga 
pertengahan Holosen. Periode ini sangat eksklusif dalam sejarah kemanusiaan 
dan peradaban, dicirikan oleh munculnya Homo sapiens pertama dan dilanjutkan 
dengan Homo sapiens resen sejak awal Holosen. Dalam periode ini juga eksploitasi 
gua untuk tempat hunian, bengkel kerja, dan lain-lain telah dimulai, dan sejak 
itu perkembangan budaya mengalami akselerasi yang menonjol. Topik-topik 
sajian an tara lain sejarah kemunculan Homo sapiens fosil di Asia Tenggara dan 
Australia, hunian awal gua, perkembangan teknologi litik dan tulang, hingga 
Homo sapiens resen dari situs-situs gua. Materi presentasi an tara lain: fosil manusia 
Wajak dan Flores, dan manusia resen dari situs-situs gua, artefak litik dan tulang. 
Unit 11: Siapa, Dari Mana, dan Kemana Kita? 
Unit ini lebih bersifat ajakan bagi pengunjung museum untuk mengadakan 
perenungan ten tang siapa dirinya dan kehidupan yang melingkupinya. Dengan 
kata lain unit ini menjadi semacam epilog atau kesimpulan yang dapat menge­
sankan pengunjung setelah menyusuri alam raya dan masa silam dengan segala 
dinamika kehidupannya. Melalui sajian unit ini diharapkan terpatri sebuah kesan 
yang tidak terlupakan bagi pengunjung mengenai kedudukannya sebagai 
manusia. Oleh sebab itu perlu mengangkat topik-topik renungan, seperti: siapa 
kita (kedudukan manusia sebagai makhluk berbudaya di an tara makhluk lain), 
dari mana kita (proses evolusi primata), dan kemana kita (proses evolusi ke 
depan: prediksi seperti apa manusia millenium mendatang). Skema-skema dan 
gambar-gambar serta teks informatif merupakan sarana terpenting dari pre­
sentasi unit ini. 
Unit 12: Proses penelitian 
Unit ini lebih bersifat pelengkap (hors texte) dan tujuannya lebih bersifat 
informasi kepada para pengunjung tentang proses dan aktivitas penelitian yang 
menghantarkan para peneliti dapat membuka tabir kegelapan masa lampau. 
Bagaimana proses pengamatan permukaan, proses ekskavas� disiplin apa saja yang 
terlibat dalam penelitian, bagaimana sistem perekaman data, analisis, hingga 
interpretasi disajikan secara gamblang dalam unit ini. Menutup unit ini juga perlu 
topik penekanan pada pemahaman nilai-nilai tinggalan masa lampau dan perlunya 
kesadaran masyarakat untuk melestarikannya. Peragaan semacam diorama kegiatan 
penelitian (ekskavasD dan kegiatan laboratorium sangat penting mengisi unit ini. 
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VI. Penutup 
Dengan mencermati apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan bagi Si­
tus Sangiran, baik yang dahulu telah clirintis oleh DirektoratJenderal Kebuda­
yaan (waktu itu) dan sekarang dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Sejarah 
Purbakala, tampaknya arab pengembangan situs tersebut telah "on the right 
track". Dibandingkan dengan semua pekerjaan seperti yang diamanatkan oleh 
Master Plan maupun DED Pengembangan Situs Sangiran, maka yang sekarang 
telah dilakukan hanyalah sebagian saja, dan masih menunggu berbagai pekerjaan 
besar laiunnya. Tahun 2008 visita"r center di Krikilan Oengkap dengan pengisian 
12 unit presentasi informasi di r�ang geleri public) harus selesai, dan ini pula, 
memulai pengerjaan Kluster Dayli. Tahun-tahun berikutnya, masih harus terus 
menerus dipikirkan langkah-langkah implementasi untuk menyelesaikan Klaster 
Dayu dan menangani Klaster Ngebung dan Bukuran. Penerbitan lembaga baru 
oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala bernama Balai Pelestarian Si­
tus Manusia Purba Sangiran dirasa sangat tepat dalam mendukung pengem­
bangan situs ini ke depan, karena dalam kerja besar untuk menampilkan in­
formasi situs kepada khalayak ramai, baik domestic maupun internasional, di­
perlukan sebuah lembaga yang secara terus menerus mampu mengelola peles­
tarian dan pengembangan situs di masa depan. Langkah pengembangan situs 
yang saat ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala sebagai 
leading sedor, yang telah melibatkan para pemangku kepentingan (stake-holders) 
mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dirasa sebagai sebuah kerja sama 
Pusat dan Daerah yang sangat bermanfaat. Dengan model pengelolaan situs 
seperti sekarang ini, perjalanan panjang Situs Sangiran ke arab pusat informasi 
tentang evolusi manusia-sesuai dengan potensi situs yang sebenarnya­
diharapkan akan terealisasi di masa yang akan datang. 
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Kebijakan dan Pengelolaan Situs Sangiran1 
H. Untung Wiyono2 
I. Pengantar 
Kabupaten Sragen sungguh merasa sangat bangga karena elianugerahi ke­
kayaan alam yang sangat jarang dimiliki oleh daerah lain, yaitu berupa temuan 
berbagai jenis fosil manusia purba dan hewan serta artefact peninggalan zaman 
purbakala eli Kawasan Situs Sangiran dalam jumlah yang sangat banyak. O leh 
karena banyak dan beragamnya hasil temuan eli kawasan ini mengantar Situs 
Sangiran menjaeli situs terpenting dalam usaha penelusuran evolusi dan asal­
usul peradaban manusia, baik eli lingkup nasional maupun internasional ( dunia). 
Situs Sangiran memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan berbagai 
bidang ilmu pengetahuan seperti geologi, arkeologi, paleoantropologi, paleon­
tologi, maupun palinologi. Sehingga menjaeli sesuatu yang sangat wajar pada 
tahun 1996 Situs Sangiran elitetapkan sebagai warisan dunia ke-593 oleh 
UNESCO. Namun rasa bangga semata tidak akan dapat memberikan kontribusi 
yang optimal baik bagi perkembangan berbagai elisiplin ilmu eli atas, bagi keber­
adan situs itu sendiri, maupun bagi kepentingan masyarakat yang meneliami 
kawasan Situs Sangiran. Tindakan konkret mutlak eliperlukan baik dalam hal 
pengembangan fisik bangunan Museum Situs Sangiran agar mencerminkan 
sebuah museum bertaraf internasional, pengelolaan dan pelestarian Kawasan 
Situs Sangiran, maupun dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sekitar Situs Sangiran. 
Mengingat keberadaannya yang sangat penting, pengelolaan Situs Sangiran 
1 Makalah ini disarnpaikan dalam Kongres IAAI 2008 dan Pertemuan llmiah Arkeologi 
ke-11 tanggal13-16 Mei 2008 di Kota Solo. 
Bupati Sragen. 
140 
'J.V6ijaf.g.n tfan CJ>enoefoftuzn Situs Satl{Jiran 
memerlukan kerjasama yang baik, koordinatif, dan berkesinambungan antara 
semua pihak yang memiliki kepentingan dengan keberadaan situs purbakala 
ini, baik dari kalangan akademisi, peneliti, pemerintah pusat maupun daerah, 
serta masyarakat sekitar situs. Hubungan yang harmonis tersebut mutlak di­
perlukan demi perkembangan Situs Sangiran yang telah menjadi salah satu 
pusaka dunia dan demi terciptanya profesionalisme dalam pengelolaan situs. 
Sikap merasa paling penting dan paling berkepentingan akan keberadaan Situs 
Manusia Purba Sangiran harus dikikis habis demi Sangiran dan kebaikan semua 
pihak yang concern pada keberadaan Sangiran. 
Situs Purbakala Sangiran banyak memiliki keistimewaan yang membeda­
kannya dengan situs sejenis di daerah lain atau di negara lain. Selain karena memiliki 
areal sebaran temuan fosil dan artefak yang sangat luas yaitu sekitar 56 I(M2 
sehingga menghasilkan temuan sangat melimpah serta beragam; Situs Sangiran 
juga mengalami masa hunian manusia purba paling lama dibandingkan dengan 
situs sejenis di dunia, seperti situs yang terdapat di RRC, Prancis, Spanyo� dan 
Afrika. Selain itu, sekitar 50% dari populasi Homo erectus di dunia (a tau 65 % di 
Indonesia) berada di Situs Sangiran. Sehingga menjadi hal yang jamak apabila 
situs ini menjadi tempat penelitian para ahli dan peneliti dari berbagai penjuru 
dunia. Keistimewaan dan arti penting Situs Sangiran bagi perkembangan berbagai 
disiplin ilmu tidak akan kami bahas dalam makalah ini karena kami yakin para 
hadirin peserta pertemuan ilmiah yang ada di ruangan ini lebih memahami dan 
memiliki banyak wawasan tentang hal tersebut 
Makalah yang kami sampaikan pada kesempatan ini akan lebih mengacu 
pada kebijakan pemerintah Kabupaten Sragen dalam pengelolaan Situs Purba­
kala Sangiran. Seperti telah diutarakan pada bagian pendahuluan makalah ini 
bahwa keberadaan Situs Sangiran yang telah bertaraf internasional di wilayah 
Kabupaten Sragen merupakan anugerah dan kebanggaan yang luar biasa bagi 
masyarakat Sragen. Namun selain rasa bangga, kewajiban untuk menjaga, melin­
dungi, dan mengelola secara professional kelestarian dan keberlangsungan situs 
ini telah dan akan selalu menjadi bagian dari gerak langkah pemerintah Kabupaten 
Sragen. Hal itu sama sekali tidak menjadikan Kabupaten Sragen merasa terbebani 
oleh tanggung jawab tersebut, namun justru sebaliknya. Hal tersebut melecut 
semangat kami untuk menjaga keberlangsungan dan keberadaan situs yang amat 
berharga terse but dari berbagai ancaman, baik ancaman a1amiah maupun ancaman 
yang berasal dari sifat tamak dan ketidakpedulian manusia. 
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II. Kebijakan dan Pelestarian Situs Sangiran 
Ancaman alamiah bagi keberlangsungan dan pengelolaan Situs Sangiran 
tidak lepas dari kondisi alamiah daerah di Kawasan Situs Sangiran yang rawan 
longsor dan mudah tererosi terutama pada musim hujan karena kandungan 
pasir yang sangat tinggi di daerah ini. Tidak jarang akibat terjadinya longsor ini 
memunculkan temuan fosil baru. Ancaman alamiah ini semakin diperparah 
oleh sikap masyarakat yang justru sengaja mencari fosil yang terungkap dengan 
sendirinya karena gerusan air hujan tersebut lalu menjual hasil temuannya itu 
pada para kolektor. Penduduk Sangiran yang memiliki kemampuan secara turun­
menurun warisan dari Von Koenigswald untuk mengenali suatu benda sebagai 
fosil justru memanfaatkan kemampuan mereka tersebut untuk memburu fosil. 
Sangat tidak bijaksana jika hal tersebut disikapi dengan tindakan yang berat 
sebelah a tau menyalahkan satu pihak tertentu. Kita tidak bisa sepenuhnya me­
nyalahkan ulah warga tersebut karena mencari dan menjual fosil bagi mereka 
adalah sum her mata pencaharian mengingat kondisi lahan di kawasan Sangiran 
yang memang gersang dan tandus sehingga sulit untuk dimanfaatkan sebagai 
lahan pertanian. Namun tindakan mereka menjual fosil temuan tersebut juga 
tidak bisa dibenarkan karena melanggar Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Tindakan tersebut melang­
gar hukum dan dikenai sanksi yang berat. Hal ini lah yang sebenarnya menjadi 
inti permasalahan dalam pengelolaan Situs Sangiran. Permasalahan ini telah 
muncul berpuluh-puluh tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum bisa 
ditemukan pemecahan yang bijaksana dan menguntungkan kedua pihak, baik 
pihak masyarakat yang butuh untuk melanjutkan hidup maupun pihak pe­
merintah yang ingin menjaga keberadaan dan kelestarian kawasan Situs Sangiran. 
Selama solusi yang adil dan menguntungkan kedua pemilik kepentingan ini 
belum ditemukan, persoalan ini akan selalu ada dan menjadi sesuatu yang klasik. 
Berbagai usaha dan kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten 
Sragen untuk mengatasi permasalahan ini. Antara lain dengan memberikan 
piagam penghargaan dan uang jasa bagi warga masyarakat yang menemukan 
fosil dan menyerahkan temuan fosil tersebut kepada pemerintah. Namun 
kebijakan ini belum memberikan dampak yang signifikan atau belum sesuai 
dengan harapan karena pada kenyataannya praktek penjualan fosil illegal masih 
terus terjadi. Beberapa hal yang melatarbelakangi kurang begitu optimalnya 
hasil dari kebijakan yang ditempuh ini antara lain karena nominal uang jasa 
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yang diberikan oleh pemerintah dirasa lebih kecil dibandingkan apabila mereka 
menjual langsung kepada para kolektor. Selain itu, lamanya waktu yang 
dibutuhkan untuk memperoleh uang jasa tersebut dirasa terlalu lama karena 
untuk mendapatkan uang jasa terse but harus melewati beberapa proses sesu .1 
dengan aturan yang berlaku sedangkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari 
mereka tidak bisa menunggu. Untuk menyikapi permasalahan lamanya waktu 
yang diperlukan untuk memperoleh uang jasa, perlu adanya usaha penyederha­
naan prosedur pencairan uang jasa. Kabupaten Sragen telah dikenal luas karena 
keberhasilannya dalam menyederhanakan birokrasi pemerintahan sehingga kami 
yakin kami juga bisa menyederhanakan dan mempersingkat waktu pencairan 
uang jasa bagi warga yang menemukan dan menyerahkan fosil kepada peme­
rintah. Apalagi hal ini juga erat kaitannya dengan usaha peningkatan kesejah­
teraan masyarakat yang menjadi salah satu misi Kabupaten Sragen. Dalam hal 
pengamanan fosil baik yang telah diangkat ke permukaan maupun yang masih 
tertanam di dalam tanah, pemerintah Sragen bekerjasama dengan pihak-pihak 
yang terkait antara lain dengan pihak pemerintah kecamatan setempat dan 
pihak kepolisian untuk selalu menjaga agar fosil-fosil tersebut tetap aman dan 
tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mengejar 
keuntungan pribadi semata. Dengan demikian, usaha penjualan fosil secara 
illegal dapat dicegah atau diminimalisir seperti halnya yang terjadi beberapa 
waktu yang lalu dimana pihak kepolisian berhasil menggagalkan usaha penjualan 
fosil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 
Selain itu mengingat kondisi laban di kawasan Sangiran yang gersang dan 
tandus sehingga tidak memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman 
produktif, maka solusi yang telah ditempuh adalah dengan menawarkan mata 
pencaharian alternatif di luar pertanian dan pencarian fosil secara illegal, yaitu 
dengan cara memberdayakan masyarakat untuk membuat dan menjual berbagai 
kerajinan yang dapat dijadikan souvenir bagi para wisatawan yang berkunjung 
ke Sangiran. Pemberian bantuan modal dan peralatan serta pendampingan 
\ 
berupa pemberian pelatihan teknologi proses produksi dan pelatihan penge-
lolaan manajemen us aha melalui Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sragen 
merupakan wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Sragen terhadap pening­
katan kesejahteraan dan taraf hidup warga masyarakat sekitar. Selain membe­
rikan pengaruh yang positif bagi perbaikan keadaan sosial ekonomi warga 
sekitar situs, kerajinan souvenir ini juga semakin melengkapi fasilitas pendukung 
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pariwisata eli kawasan Situs Purbakala Sangiran. 
Usaha lain adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada 
warga sekitar tentang arti penting keberadaan Situs Sangiran tidak hanya bagi 
Indonesia namun juga bagi dunia serta pentingnya usaha untuk melestarikan 
dan mengelola situs tersebut bagi masa depan. Upaya pelestarian dan penge­
lolaan Situs Purbakala Sangiran tidak hanya menjaeli tanggung jawab pemerintah 
semata namun masyarakat secara umum juga harus ikut berperan serta dalam 
upaya tersebut. Salah satunya dengan pembentukan kelompok sadar wisata 
(Pokdarwis) yang anggotanya adalah masyarakat di kawasan Sangiran yang 
berasal dari berbagai latar belakang. Dalam upaya meningkatkan kesadaran 
dan kepedulian masyarakat yang mendiami kawasan Situs Sangiran tentang 
pentingnya menjaga kelestarian dan keaslian lokasi penemuan fosil dan 
lingkungan situs, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan 
beberapa kebijakan diantaranya peraturan perijinan mendirikan bangunan di 
atas tanah yang berada di kawasan Situs Sangiran, larangan pembangunan ho­
tel maupun pabrik di kawasan situs, pelarangan penggunaan bahan-bahan kimia 
yang dapat mencemari lingkungan untuk tanah di kawasan Sangiran yang 
dimanfaatkan masyarakat sebagai laban pertanian, dan pemberian pemahaman 
masyarakat akan hak kepemilikan atas tanah untuk kepentingan umum dan 
pengamanan kekayaan negara. 
Berkenaan dengan larangan pendirian hotel eli Kawasan Situs Sangiran, 
untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan akan tempat penginapan, peme­
rintah Kabupaten Sragen berusaha untuk mengoptimalkan keberadaan rumah 
penduduk setempat untuk dijadikan homestay tradisional bagi para wisatawan. 
Pembangunan Wisma Sangiran di kompleks menara pandang Sangiran sebe­
narnya adalah untuk menggerakkan dan memberi contoh pada masyarakat 
setempat untuk menjadikan kediaman mereka sebagai homestay. Selain dapat 
mengakomodasi kebutuhan para wisatawan, keberadaan homestay tersebut 
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 
Hal-hal yang telah diungkapkan di atas berkaitan erat dengan hubungan 
internal an tara pemerintah Kabupaten Sragen dengan masyarakat Sragen, pada 
khususnya adalah masyarakat eli Kawasan Sangiran yang notabene adalah 
"pemilik Sangiran". 
Namun demikian, pemerintah Kabupaten Sragen tidak tutup mata atas 
keberadaan Sangiran yang tidak hanya menjadi milik Sragen namun juga milik 
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masyarakat pada umumnya termasuk warga dunia. Sehingga dalam membuat 
kebijakan tentang pengelolaan Sangiran, Kabupaten Sragen selalu berkoordinasi 
dan melibatkan peran pihak-pihak yang t"Oncern pada pengembangan situs ini 
seperti pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengab, Balai Arkeologi 
Yogyakarta, BP3 Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar yang sebagian 
wilayahnya juga menjadi bagian dari Kawasan Sangiran, juga dengan negara 
lain yang juga dianugerahi situs purbakala sejenis seperti RRC, Afrika, dan 
Perancis. Semua itu bertujuan agar Situs Sangiran yang telah ditetapkan oleh 
UNESCO sebagai pusaka dunia (world heritage) sungguh-sungguh pantas 
menyandang gelar kehormatan tersebut dan dapat menjadi tuan rumab yang 
baik bagi para peneliti maupun para wisatawan yang berasal dari berbagai daerab 
dan negara. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah agar keberadaan situs ini di 
tengah-tengah masyarakat tidak menjadi "benalu" yang membatasi gerak 
langkah dan aktivitas kehidupan mereka, namun justru dapat memberikan 
keuntungan bagi mereka terutama dari segi sosial ekonomi. 
Selain dikembangkan untuk alasan perkembangan ilmu pengetabuan dan 
pendidikan, Situs Purbakala Sangiran juga dikembangkan sebagai daerab tujuan 
wisata utama yang dimiliki oleh Kabupaten Sragen. Hal ini dikarenakan nama 
besar Sangiran yang telah dikenal oleh masyarakat seantero dunia sungguh 
memberikan keuntungan yang besar bagi perkembangan sektor pariwisata 
Kabupaten Sragen. Tidak kami pungkiri bahwa keberadaan situs ini telah 
menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan baik nusantara maupun manca­
negara ke Kabupaten Sragen yang berimbas pada meningkatnya pendapatan 
asli daerah dari sektor pariwisata dan meningkatnya pendapatan masyarakat 
yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan Sangiran sebagai tempat wisata 
misalnya para pengrajin dan penjual souvenir, para pemilik warung makan, 
serta pihak biro perjalanan wisata. Apalagi animo masyarakat untuk berwisata 
ke Sangiran terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlab wisatawan yang 
terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2006 jumlab 
wisatawan yang berkunjung ke Sangiran sejumlab 40.744 orang, jumlah ini 
meningkat menjadi 50.546 pada tahun 2007 atau mengalami kenaikan sebesar 
24,1 %. Animo wisatawan asing juga mengalami peningkatan dimana pada 
tahun 2006 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sangiran sebanyak 366 orang, 
tetapi pada tahun 2007 meningkat tajam sebanyak 549 wisman. 
Dalam rangka mengakomodasi kunjungan para wisatawan maupun para 
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peneliti ke Sangiran; pemerintah pus at, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan 
pemerintah Kabupaten Sragen telah mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk 
membangun secara bertahap sebuah museum yang representatif dan mencer­
rninkan sebuah museum yang bertaraf internasional. Hasilnya dapat dilihat 
dan dinikmati saat ini. Sebuah museum baru yang megah dan berarsitektur 
modern siap menyambut Anda semua. 
Kegiatan pariwisata tidak bisa dilepaskan dari usaha untuk mempromosikan 
daerah-daerah tujuan wisata yang dimiliki. Pemerintah Kabupaten Sragen terus 
melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan Sangiran. An tara lain dengan 
membuat website khusus Sangiran (www.sangiran.info) yang berisi berbagai 
informasi tentang Sangiran yang dapat diakses dari seluruh penjuru dunia; 
mengikuti pameran-pameran baik regional maupun nasional yang men-displqy 
Sangiran versi mini sehingga masyarakat yang belum pernah berkunjung ke 
Sangiran atau bahkan belum mengetahui tentang Sangiran dapat merasakan 
sedikit atmosfer purbakala sehingga menumbuhkan rasa keingintahuan dan 
pada akhirnya melakukan kunjungan. Di samping itu, media promosi berupa 
cetak bahan pendukung promosi juga terus dilakukan perbaikan dan penyem­
purnaan baik dari segi isi maupun tampilan sehingga lebih berbobot, infor­
matif, representatif, dan eye-t"atching. Sedangkan dalam usaha untuk membe­
rikan gambaran yang jelas ten tang kehidupan manusia purba yang pernah hidup 
di Kawasan Sangiran beserta gambaran lingkungannya selain melalui diorama 
tiga dimensi, Pemerintah Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Jurusan 
Arkeologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta membuat fllm ten tang kehidupan 
manusia zaman prasejarah yang pernah mendiami Sangiran yang tentu saja 
sangat informatif dan mudah dipaharni baik oleh para pelajar sekolah dasar 
maupun oleh masyarakat awam. 
Dalam usaha untuk lebih memperkenalkan Sangiran di kalangan para 
pelajar dan untuk menumbuhkan budaya berwisata ke museum yang sarat 
manfaat namun sering dianggap tidak menarik oleh anak-anak zaman sekarang, 
Pemerintah Kabupaten Sragen membuat kebijakan berupa wajib kunjung ke 
Museum Sangiran bagi para pelajar. Usaha ini terbukti berhasil. Banyak rom­
bongan pelajar baik dari dalam maupun luar Sragen yang berkunjung ke Mu­
seum Sangiran terutama pada saat musim liburan sekolah. 
Untuk mendptakan sebuah museum yang representatif, pembangunan 
dan perbaikan secara fisik bangunan mutlak diperlukan. Sejak tahun 2002, 
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pemerintah Kabupaten Sragen bersama dengan pemerintah pusat dan 
pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkesinambungan menyediakan 
anggaran untuk pengembangan Museum Sangiran. 
1. Tahun 2002 
APBD Prov. Jawa Tengah 
APBD Kab. Sragen 
Realisasi kegiatan 
Rp. 484.000.000,­
Rp. 565.000.000,-
• Peningkatan dan pelebaran jalan ke Museum Sangiran (APBD Kab. Sragen) 
• Pencetakan foto tiga dimensi dan pencetakan buku Sangiran (APBD Kab. 
Sragen) 
• Pembangunan Menara Pandang tahap I (APBD Kab. Sragen) 
• Pengadaan komputer untuk penyusunan database (APBD Kab. Sragen) 
• Penyusunan DED Museum Sangiran (APBD Prov. Jateng) 
• Penataan Museum dan pembangunan gapura masuk (APBD Prov. Jateng) 
2. Tahun 2003 
APBN 
APBD Kab. Sragen 
Realisasi Kegiatan 
• Penataan ODT\V Sangiran 
Rp. 900.000.000,­
Rp. 1.036.019.000,-
- Penataan laban parkir (APBD Kab. Sragen) 
- Pembangunan homestqy (APBD Kab. Sragen) 
- Penataan lokasi temuan fosil (APBD Kab. Sragen) 
- Pembuatan jalan menuju lokasi temuan (APBD Kab. Sragen) 
- Pembuatan akses jalan menuju audio visual Museum Sangiran (APBD 
Kab. Sragen) 
- Pembebasan lahan (APBD Kab. Sragen) 
- Pengadaan sound system Menara Pandang (APBD Kab. Sragen) 
- Pengadaan satu unit mobil Sangiran (mini train) (APBD Kab. Sragen) 
- Penataan sistem informasi di Museum Sangiran (APBD Kab. Sragen) 
- Pembuatan foto tiga dimensi (APBD Kab. Sragen) 
• Penyusunan database koleksi Museum Sangiran (APBD Kab. Sragen) 
• Pengadaan teropong di Menara Pandang (APBD Kab. Sragen) 
• Pembuatan homepage Sangiran (APBD Kab. Sragen) 
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• Pelebaran dan perbaikan jalan menuju Menara Pandang (APBD Kab. 
Sragen) 
• Pelebaran Jalan Kalijambe- Sragen (APBD Kab. Sragen) 
• Pengadaan sarana penerangan lampu eli sekitar jalan Museum Sangiran 
dan Menara Pandang (APBD Kab. Sragen) 
• Pengadaan satu unit sepeda motor 
• Pembangunan laboratorium, perpustakaan, dan kantor tahap I (APBN) 
3. Tahun 2004 
APBN 
APBD Prov. Jawa Tengah 
APBD Kab. Sragen 
Realisasi Kegiatan 
• Penataan ODTW Sangiran 
Rp. 800.000.000,­
Rp. 825.000.000,­
Rp. 450.000.000,-
- Penataan lingkungan homestqy / Wisma Sangiran (APBD Kab. Sragen) 
- Penataan ruang audio visual eli kompleks Menara Pandang (APBD Kab. 
Sragen) 
- Penyempurnaan sarana air bersih (APBD Kab. Sragen) 
- Stucli kelayakan dan penelitian (APBD Kab. Sragen) 
• Pengadaan dana cadangan untuk penemuan fosil (APBD Kab. Sragen) 
• 
Pembangunan Museum Sangiran (APBN) 
• Peningkatan kerjasama penelitian dengan instansi yang berwenang 
melakukan penelitian 
4. Tahun 2005 
APBN 
APBD Prov. Jawa Tengah 
APBD Kab. Sragen 
Realisasi Kegiatan 
Rp. 212.410.000,­
Rp. 800.000.000,­
Rp. 275.000.000,-
• Penyempurnaan gedung laboratorium, gudang penyimpanan fosil, dan 
kantor (APBN) 
• Pembangunan atrium pengunjung dan ruang display bawah tanah eli Mu­
seum Sangiran (APBD Prov. Jateng) 
• Penyempurnaan fasilitas penginapan (Wisma Sangiran) bagi para peneliti 
yang sedang melakukan penelitian eli Sangiran (APBD Kab. Sragen) 
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APBN 
APBD Prov. Jawa Tengah 
APBD Kab. Sragen 
Realisasi Kegiatan 
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Rp. 1.000.000.000,­
Rp. 400.000.000,­
Rp. 122.500.000,-
• Lanjutan pembangunan /obf(y Museum Sangiran dan penataan ruang dis­
play lorong bawah tanah 
• Pembangunan dapur di lingkungan Wisma Sangiran (Guest House Sangiran) 
• Peningkatan daya listrik Wisma Sangiran 
6. Tahun 2007 
APBN Rp. 3.300.000.000,­
Rp. 250.000.000,­
Rp. 800.000.000,­
Rp. 1.000.000.000,-
APBD Prov. Jawa Tengah 
BP3 Provinsi Jawa Tengah 
APBD Kab. Sragen 
Realisasi Kegiatan 
• Pembangunan ruang animasi (Teori 12 Langkah dari Dr. Harry Widianto) 
dan penyempurnaan serta pengisian ruang kantor dan laboratorium 
(APBN) 
• Penyempurnaan atrium pengunjung (APBD Prov. Jateng) 
• Pembangunan selasar keliling mulai dari atrium pengunjung hingga ruang 
pameran display bawah tanah (BP3 Prov. Jateng) 
• Pembangunan selasar dari ruang display bawah tanah sampai ke 
laboratorium, pagar keliling Museum Sangiran, dan talud sepanjang pagar 
(APBD Kab. Sragen) 
Sedangkan pada tahun 2008 ini, pemerintah pusat mengucurkan anggaran 
sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan Kabupaten 
Sragen mengucurkan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) 
untuk pengembangan Museum Sangiran yang peruntukannya adalah sebagai 
berikut: 
APBN Rp. 25.000.000.000,-
• Penyelesaian pembangunan Museum Sangiran 
• Pembangunan Site Museum Dayu (fasilitas lengkap) 
• Pembangunan pelataran parkir di selatan Museum Sangiran 
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seluas 3.000 W 
• Pembangunan jembatan dan jalan 
• Pembangunan fasilitas hutan wisata (Pleistosen Park) 
• Pembangunan gerbang Karanganyar - Gemolong dan 
pembangunan pertandaan lokasi temuan dan wisata 
APBD Kab. Sragen : Rp. 2.000.000.000,-
• Pembangunan pagar dan talud 
• Pengadaan air bersih dengan melakukan pengeboran sumber 
baru serta perbaikan sarana prasarana air bersih (saluran 
drainase) 
• Pembangunan masjid dan fasilitas MCK 
• Pembuatan taman bermain dan jembatan yang menghu­
bungkan antara selasar di depan ruang display bawah tanah 
dengan taman bermain 
• Pembebasan tanah 
III. Harapan 
Dana pendamping dan rencana pengembangan demi peningkatan kualitas 
kawasan Situs Purbakala Sangiran akan terus dianggarkan dalam APBD 
Kabupaten Sragen dan jumlahnya akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. 
Upaya pelestarian dan pengamanan koleksi temuan juga akan semakin 
ditingkatkan. Kami menyadari semua upaya-upaya tersebut tidak mungkin bisa 
berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari 
semua pihak yang peduli akan keberadaan dan keberlangsungan Situs Purbakala 
Sangiran. Dengan tangan terbuka, saya mewakili pemerintah dan masyarakat 
Kabupaten Sragen akan menyambut dukungan dan kerjasama dari semua pihak. 
IV. Penutup 
Upaya pelestarian Situs Sangiran sangat perlu dilakukan secara 
berkesinambungan mengingat arti penting situs tersebut bagi dunia. Situs 
Sangiran merupakan kekayaan yang tak ternilai. Oleh karena itu, menjadi tugas 
semua pihak untuk menjaga keberlangsungan situs tersebut. 
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PEMERINT AH KOTA SURAKARTA 
Joko Widodo dan Sri Suharyati 
Jo{(p Witfoao aan Sri Sufuuyati 
PENDAHULUAN 
• SI< Walikota No. Th 1997 ten tang Penetapan 
l(awasan !(uno, Monumen, Bangunan, 
• Pemkot Solo memberikan penghargaan 
kepada 2 bangunan kuno yg dilestarikan: 
1. nDalem Wuryoningratan 
milik Pangeran, Mantu PB X 
2. Gedung Pertani 
milik Mayor Baron Van Hoogendoors 
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Pengefofaan Situs 'l(pta Sofo 
Visi Pembangunan 
Kota Solo 
Solo ke depa•• 
adalah Solo tempo dulu 
• Revitalisasi Kawasan Heritage 
• Revitalisasi Pasar Tradisional 
• Solo Batik Carnival 
• Penggunaan Aksara Jawa 
• Solo Bergabung dalam OWHC 
• Solo Charter 
• Perlindungan BCB melalui PerWali Area 
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Jo/(p 'Witioao aan Sri Sufuuyati 
Revitalisasi Kawasan. Heritage: 
1. Kawasan Villa Park Banjarsari 
2. Taman Balekambang 
3. Kampung Batik Laweyan & 
Kampung Batik Kauman 
4. Pasar Antik Triwindu 
5. Kawasan Ngarsapura 
Kondisi Villa Park Banjarsari: 1930 
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Pengefofaan Situs '](pta Sofo 
Tumbuhnya Belantara PKL 
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Jok_p Witfotfo tfan Sri Suharyati 
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Pengefofaan Situs '](pta Sofo 
Monumen Banjarsari � 
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Jo/(p Wiaoao aan Sri Suharyati 
Balekambang 
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PARTINAH 
BOSCH 
Pengefofaan Situs '](pta Sofo 
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JoK.!J 'Witfocfo tfan Sri Sufraryati 
160 
Kolam Renang 
Tirtayasa 
KampungBatik Laweyan 
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Pengefofaan Situs '](pta Sofo 
Jof.:p Witfocfo ian Sri Sufzaryati 
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Pengefofaan Situs 1({Jta Sofo 
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Jo/(p Wiaoao aan Sri Sufuuyati 
KampungBatik Kauman 
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Pengdofaan Situs '](pta Sow 
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Jo/(p 'Wiioao aan Sri Sufzaryati 
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Pengefofaan Situs 1(pta Sofo 
Revitalisasi Pasar Tradisional: 
1. Pasar Cede 
2. Pasar Kembang 
Pasar Gede 
Hard j onagoro 
tempo dulu 
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Jo/(p 'WUfodo dan Sri Sufwryati 
Pasar Kembang 
after 
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Pengefofaa.n Situs 'l(pta Sofo 
Solo Batik Carnival 
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Jo/(p 'Wiaoao aan Sri Sufiaryati 
Penggunaan Aksara Jawa 
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Penge!ofaan Situs J({Jta Sofo 
World Heritage Cities Conference & Expo 
Rangkaian Acara 
konferensi Kirab budaya 
pameran/expo workshop 
fieldtrip culture event 
Agenda Utama 
Konferensi 
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JoK:9 U'itfotio tian Sri Sufuuyati 
Let's Go to Sf;) l 0 
lllltl.,hittiJn• 
3. Sesi Poster 5. Kirab budaya 
4. Fieldt 
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Pengefofaan Situs 'l(pta Sofo 
6. Spouse program 
Let's Go to SQ l 0 
th11Jhlt•JJu• 
7. Pameran/Expo 8. Festival Budaya 
Let's Go to SQ l 0 
, ..... •lt•llu• 
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Jo/(p 'Witfoao aan Sri Suharyati 
Area di Museum Radya Pustaka 
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Pengefofaan Situs '](pta Sofo 
Diduga palsu 
Langsung dirapatkan dgn 
mbah Hadi � pengurus 
Radya Pustaka 
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jo/(g Wiaocfo cfan Sri Suharyati 
• • 
JUD 1 
SQLO 
the spirit of java 
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